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ABSTRAK

Nama : Winda Triana, S.Kom.
Program : Kekhususan III ( Praktisi Hukum )
Judul : Kekuatan Alat Bukti Pengetahuan Hakim Dalam

Memutuskan Perkara Banding Pajak di Pengadilan Pajak

Perbedaan persepsi dan interprestasi Undang-undang perpajakan
beserta peraturan pelaksanaannya yang dikaitkan dengan validitas
bukti dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan mengakibatkan sengketa antara Direktorat Jendral pajak
(fiskus) dengan Wajib pajak. Dalam memberikan keadilan di bidang
perpajakan dilakukan melalui prosedur pengajuan keberatan dan
banding. Penyelesaian sengketa banding di Pengadilan Pajak
merupakan usaha pemulihan hak Wajib Pajak sebagai upaya
penegakan hukum. Terhadap penyelesaiannya tersebut maka
diperlukan beberapa alat bukti penunjang, salah satunya adalah alat
bukti Pengetahuan Hakim. Akan tetapi, Pengetahuan Hakim tidak
dapat dengan serta merta berdiri karena harus ada alat penunjang
lainnya. Dengan adanya alat bukti lain yang telah diberikan akan
menguatkan keyakinan Hakim dalam menyusun putusannya
dikarenakan Hakim akan memberikan penafsiran dengan
menginterpretasikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
dapat jauh berbeda dengan apa yang ditetapkan fiskus.

Kata kunci: Pengetahuan Hakim, Pengadilan Pajak
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ABSTRACT

Name : Winda Triana, S.Kom.
Study Program : Legal Practitioners (III)
Title : The Strength of Evidence on the Knowledge of Judges

in Deciding Matters of Tax Appeals in The Tax Court

The differences of perception and interpretation concerning on Tax Regulation
along with the rules of its implementation which was related with the validity of
the implementation in Tax Regulations cause the dispute between government
(Direktorat Jendral Pajak) with the tax payer should be done through the
procedure of filing objections and the appeal. The Dispute Resolution in the Court
of tax appeals is the form a taxpayer's right to recovery efforts as law enforcement
efforts. The solution is then required some evidence supporting in which one of
them is a proof of the knowledge of judges. However the knowledge of judges
cannot necessarily be standing with because there must be other supporting tools.
The existence of other proofs that has been granted will strengthen the judge's
belief in drawing up the verdict of judges because the judge will give the
interpretation by translating Tax Regulation that could be far different than what
is determined by Government.

Keyword: Knowledge of Judges, Tax Court
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan perekonomian pada dasarnya memberikan dampak pada
perkembangan aturan perpajakan di Indonesia. Ukuran tingkat pertumbuhan
ekonomi tersebut dapat ditinjau dari berbagai faktor antara lain kemajuan
teknologi, peningkatan sarana transportasi, informasi, pendidikan, keamanan,
sosial, dan hukum. Faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi tersebut pada
dasarnya membutuhkan biaya yang besar untuk pelaksanaannya. Keberadaan
tingginya biaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut juga harus
mendukung = pertumbuhan infrastruktur dan penyelenggaraan negara oleh
pemerintah. Oleh sebab itu, perkembangan hukum harus mampu disesuaikan
dengan pertumbuhan perckonomian yang ada agar dapat menjamin
penyelenggaraan pelayanan publik (public service) oleh pemerintah.

Demi terselenggaraanya pelayanan publik tersebut, maka pemerintah
membutuhkan penerimaan-penerimaan negara yakni berupa pajak, bea materai,
dan sebagainya. Berbagai bentuk penerimaan negara tersebut seluruhnya tertuang
dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut
RAPBN) dimana hingga saat ini sumber penerimaan negara yang terbesar berasal
dari sektor pajak. Pajak juga merupakan suatu perangkat politik pembangunan
ckonomi yang sangat strategis.' Hal ini menurut hemat penulis tercermin dalam
peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahun bilamana ditinjau dari
kenaikan persentasc RAPBN. Salah satu bentuk peningkatan penerimaan Negara
tersebut tertuang dalam RAPBN 2008 yang bertema Memelihara Momentum
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Meningkatkan Lapangan Kerja dan
Mengurangi Kemiskinan dimana dalam RAPBN tersebut ditegaskan bahwa
sumber pembiayaan APBN semakin mengandalkan sumber dalam negeri.

Dengan melanjutkan reformasi peraturan dari perundang-undangan

perpajakan direncanakan penerimaan pajak dalam RAPBN 2011 dapat mencapai

1Tadjuddin Noer Said, “Sudah Saatnya Penerimaan Negara Hanya Bersumber Dari
Pajak,” http://www.kapanlagi.com, diakses pada tanggal 17 Juli 2008.
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Rp.878,7 triliun atau menyumbang sekitar 77 % dari total pendapatan negara dan
hibah.? Hal ini ditegaskan pula oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam
penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan yang dimana menurut Presiden
pencapaian itu dapat terwujud apabila meningkatkan fungsi litigasi peradilan
pajak. Hal ini berarti bahwa dengan adanya peningkatan fungsi Pengadilan Pajak,
memungkinkan pencapaian jumlah angka penerimaan negara yang lebih besar.
Hal ini disebabkan peluang setiap orang yang hendak melakukan
penyelewenangan pajak tentu akan semakin ditekan seiring dengan perkembangan
peradilan pajak itu sendiri.

Kepastian hukum yang dituangkan dengan Undang-Undang bukan hanya
dalam pengaturan-pengaturan teknis perpajakan, namun termasuk di dalamnya
pengaturan penanganan jika terjadi sengketa pajak antara masyarakat yang dalam
bidang perpajakan disebut sebagai Wajib Pajak (selanjutnya disebut WP) dan
pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Jendral Pajak (selanjutnya disebut Dit
Jen Pajak) yang disebut sebagai fiskus. Sehingga adanya pengadilan pajak, akan
memungkinkan kepastian dalam penerimaan negara itu sendiri. Secara teoritis,
sistem perhitungan dan penetapan jumlah pajak meliputi 3 (tiga) hal penting
yaitu:3

1. Self Assessment Systemt, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana
Wajib Pajak (WP) menghitung sendiri pajaknya;

2. Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana
Wajib Pajak (WP) menyampaikan informasi objek pajaknya kemudian
administrasi pajak menghitung utang pajak;

3. Hybrid/With Holding System, adalah campuran antara Self Assessment
System dan Official Assessment System dengan berbagai kombinasinya.
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia menggunakan Self

Assessment System, hal ini disebabkan sistem ini memberi kepercayaan kepada

masyarakat wajib pajak untuk menghitung sendiri (self assess) jumlah pajak yang

%“Penerimaan Pajak dalam RAPBN 2011Capai Rp.839,5 Triliun”,
http://id.ibtimes.com/articles/2474/201008 1 6/pajak-penerimaan-hibah-target-reformasi-potensi-
lembaga-htm , diakses pada tanggal 18 Agustus 2010.

3Gunadi, Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru (Jakarta: Penerbit
PT Gramedia Widiasarana Indinesia, 2009), hal.2.
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terutang.” Selain itu, sistem ini juga memperhitungkan pajak yang telah dibayar
sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya dan
melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya di Kantor Direktorat Jendral
Pajak.” Akibat dari sistem tersebut maka fiskus berhak untuk memeriksa apakah
WP telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bilamana ditinjau dari segi proses yang berlaku dalam memeriksa
kewajiban pajak, hal itu dimulai dari tahap klarifikasi data. Bilamana dalam tahap
ini. WP dapat memberikan jawaban atas pertanyaan fiskus dan membuktikan
laporan pajaknya maka proses klarifikasi selesai. Namun apabila WP tidak dapat
membuktikan dan menjelaskan laporan pajaknya, maka fiskus dapat melanjutkan
ke tahap pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan fiskus dapat berujung
perbedaan pendapat dengan WP. Perbedaan ini sebagai akibat adanya beberapa
perbedaan prinsip antara kepentingan fiskus dengan kepentingan Wajib Pajak.
Misalnya kepentingan Wajib Pajak adalah melakukan usaha dengan tujuan
mendapatkan laba, sedangkan fiskus mempunyai kepentingan untuk memungut
pajak dari setiap keuntungan atau transaksi yang dilakukan oleh WP. Hal ini
mengakibatkan perbedaan sudut pandang dalam menghitung jumlah pajak yang
harus dibayarkan oleh WP ke kas negara. Apabila perbedaan pendapat tersebut
berhasil dipecahkan maka tidak akan menimbulkan masalah lebih lanjut karena
kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat. Namun, apabila sampai batas
waktu pemeriksaan pajak tidak ada kesepakatan atau pihak fiskus menetapkan
sepihak besarnya pajak yang terhutang, dengan demikian maka dapat dikatakan
terjadi sengketa pajak.

Pajak sebagaimana diuraikan diatas dapat dikatakan sebagai salah satu
sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan
tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, sektor pajak
memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Akan

tetapi, sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib

“Ibid.,hal. 9.

>Ibid.
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pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan
tersendiri. Terkait dengan pemungutan pajak tersebut, pemerintah telah
memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui
Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, kondisi ini tetap tidak dapat
berjalan dengan optimal disebabkan banyak wajib pajak yang lalai untuk
membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban
tersebut.’

Kondisi ini selanjutnya mendorong pemerintah menciptakan suatu
mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang
tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah gijzeling atau lembaga
paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih kontroversial. Hal ini disebabkan
terdapat beberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa
badan merupakan hal yang berlebihan. Selain itu, ada pula pendapat bahwa
lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam
menghadapi wajib pajak melakukan penghindaran atas pajak.’

Saat ini, penyelesaian permasalahan sengketa di bidang perpajakan telah
memiliki sarana dengan adanya Pengadilan Pajak. Sebelum Pengadilan Pajak
berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak
adalah Majelis Pertimbangan Pajak yang kemudian berkembang menjadi Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Kehadiran Pengadilan Pajak menimbulkan
kerancuan mengingat obyek sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP)
yang seharusnya masih merupakan lingkup obyek Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN).

Keberadaan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang
Pengadilan Pajak hingga kini memang terkesan memunculkan dualisme bahwa
seolah-olah Pengadilan Pajak, yang hanya berkedudukan di Jakarta, itu berada di
luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun

1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana

*MaPPI FHUI, “Lembaga Paksa Badan dalam Pengadilan Pajak,”
http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=205 &tipe=kolom, diakses pada tanggal 1
Mei 2011.

"Ibid.
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telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah
lagi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Keadaan ini terjadi disebabkan kewenangan dari Pengadilan Pajak
tersebut hingga kini masih berada di bawah Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, padahal seharusnya segala bentuk badan atau lembaga peradilan
seharusnya berada di bawah kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor
4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
Hal ini berarti menurut hemat penulis dikatakan bahwa Hakim terpisah dari
keberpihakan kepada salah satu pihak dalam menyelesaikan suatu perkara yang
sedang diperiksa di Pengadilan. Akan tetapi, dalam Pengadilan Pajak Hakim juga
memiliki peran dalam perihal pembuktian kasus yang sedang diperiksa di dalam
Pengadilan Pajak. Hal ini diuraikan dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 14
Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak bahwa Pengetahuan Hakim adalah hal
yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Dengan kata lain, dalam
Pengadilan Pajak peranan Hakim berfungsi ganda selain sebagai pemutus perkara,
ia juga berperan sebagai pihak yang membuktikan hal-hal terkait dengan
perpajakan sehingga keterangan dan pendapat hakim tersebut dikatakan sebagai
salah satu alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian Hakim dalam
badan peradilan berperan sebagai pemutus sengketa yang mempergunakan
pengetahuannya untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya sekaligus juga
untuk membuktikan kebenaran berdasarkan alat bukti yang tersedia disertai
dengan meneliti kembali kebenaran dari alat bukti yang ada berdasarkan peraturan
perundang-undangan dalam bidang perpajakan yang berlaku.

Untuk menanggapi  keputusan dan/atau ketetapan pajak, WP dapat
menempuh upaya hukum berupa keberatan, banding, dan peninjauan kembali.
Ketika suatu kasus telah masuk dalam tahap keberatan, maka dapat disebut
sebagai peradilan semu pajak. Hal ini disebabkan dalam penanganan banding

tidak melalui proses peradilan namun diperiksa dan diputuskan oleh Direktur
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Jendral Pajak dimana pelaksanaannya dijalankan melalui Kantor Wilayah Pajak

(Kan Wil). Hal ini diatur dalam penjelasan Undang-undang KUP yang berbunyi:8

“Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak kewenangan
penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jendral
Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas
keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima. Dengan ditentukannya batas waktu
penyeleasian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh
suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi
perpajakan.”

Selanjutnya untuk proses banding akan dihadapkan ke Pengadilan Pajak
dan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK) akan diajukan ke
Mahkamah Agung. Dalam persidangan dalam pengadilan pajak, peranan dan
keputusan hakim bersifat mutlak disebabkan dalam ketentuan Pengadilan Pajak
disebutkan bahwa terdapat penempatan secara khusus pengetahuan hakim sebagai
salah satu alat bukti.” Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam Pengadilan
Pajak, seorang hakim tidak hanya dituntut untuk jeli dan mandiri dalam
menganalisa alat bukti sebagai dasar memperoleh keyakinannya namun juga harus
benar-benar menguasai materi dan mempunyai pengetahuan secara pribadi
mengenai kasus yang harus diputuskannya.

Mencermati pentingnya peranan Hakim dalam Pengadilan Pajak adalah
dalam hal kemandirian dan kecermatan menganalisa perkara dengan pengetahuan
dan kemampuannya karena pengetahuannya merupakan salah satu dari dua alat
bukti sebagai syarat keputusan Pengadilan Pajak. Selain itu juga mengundang
pertanyaan mengenai kemandirian putusannya, hal tersebut dilandasi status hakim
sebagai pejabat negara, dan harus memutuskan perkara dimana salah satu
pihaknya adalah pejabat negara juga yaitu pihak Dit Jen Pajak. Hal ini disebabkan
adanya sengketa terhadap uang negara dalam setiap sengketa Pengadilan Pajak.

Sehingga diharapkan hakim Pengadilan Pajak lebih jeli serta mempunyai

*Indonesia, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 28
tahun 2007, LN No. 85 tahun 2007, TLN No.4740, pasal 26 ayat (1).

9Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Pajak, UU No. 14 tahun 2002, LN. No. 27,
Tahun 2002, TLN. No. 4189, Pasal 69.
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pengetahuan perpajakan dan akuntansi maupun pengetahuan dalam dunia usaha
dan perekonomian yang sedang terjadi. Hal ini disebabkan pengetahuan tersebut
juga mendukung hakim dalam melakukan putusan atas perkara yang ada. Selain
itu juga dalam kemandirian dari statusnya sebagai pejabat negara terutama jika
hakim tersebut mantan petugas pajak.

Terkait dengan pembuktian dengan pengetahuan Hakim tersebut, penulis
meninjau Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.08619/PP/M.X/15/2006 yang
dalam hal ini terdapat berbagai tinjauan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim
yang mengadili pada perkara tersebut. Dalam hal ini, permasalahan yang diambil
adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan dari
PT. Mingala yang dalam hal ini nilai nominal dari pajak kurang bayar tersebut
dirasa oleh PT. Mingala yang bertindak sebagai Pemohon Banding tidak relevan
dengan kenyataannya, disebabkan koreksi berdasarkan atas mutasi debet arus kas
dan bank ditemukan nilai sebesar Rp.45.522.318.372,- yang merupakan pajak
kurang bayar dari pihak Pemohon Banding tersebut. Dalam hal ini, Pemohon
Banding mengajukan berbagai dokumen pendukung untuk diperiksa dan dikoreksi
oleh pihak Terbanding yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak. Akan tetapi,
pada perkembangannya, ternyata koreksi yang dilakukan berubah-ubah secara
terus menerus schingga Pemohon Banding tidak dapat mempersiapkan bukti-bukti
baru yang dimintakan pada saat itu. Dengan kata lain, perkara ini menunjukkan
terdapat ketidak pastian dalam pemeriksaan nilai nominal pajak kurang bayar
yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Pemohon Banding.

Dikarenakan adanya ketidak pastian dalam pembayaran pajak kurang
bayar tersebut dari Pemohon Banding, maka akhirnya proses penyelesaian pajak
kurang bayar tersebut dilanjutkan di Pengadilan Pajak. Dalam pemeriksaan
tersebut, majelis hakim cukup berperan aktif dalam pemeriksaan dan memberikan
pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan berdasarkan pengetahuannya.
Berdasarkan pendapat hakim yang didasarkan pada pengetahuannya tersebut,
akhirnya hal ini pula mempengaruhi Putusan baik berupa pembatalan koreksi dari
Terbanding maupun menerima koreksi dari Terbanding atas pajak kurang bayar
yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Pemohon Banding. Hal ini akhirnya

menyebabkan Pemohon Banding harus membayar pajak dengan senilai
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Rp.17.124.862,- yang merupakan jumlah yang sangat jauh harus dibayarkan oleh
Pemohon Banding dibandingkan pada koreksi yang sebelumnya diungkapkan oleh
Terbanding.

Meninjau kasus tersebut, penulis melihat bagaimana Hakim memberikan
pertimbangan atas bukti-bukti tertulis yang dikemukakan para pihak baik
Pemohon Banding dan Terbanding. Dalam hal ini pandangan Hakim tersebut pada
perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak pada Putusan Pengadilan Pajak
Nomor PUT.08619/PP/M.X/15/2006 tersebut juga mempengaruhi Putusan
Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bukti tertulis seperti yang
dilakukan pada Pengadilan Perdata dan juga Peradilan Tata Usaha Negara
bukanlah bukti yang paling kuat melainkan seimbang dengan Pengetahuan Hakim
Pengadilan Pajak. Hal ini lah yang menjadi pertanyaan mengingat Hakim pada
hakekatnya berperan penting dalam memutuskan suatu perkara dengan seadil-
adilnya, akan tetapi dalam Pengadilan Pajak, justru Hakim berintervensi dalam
pembuktian. Maka Penulis hendak memberikan ‘kajian bagaimana kah
Pengetahuan Hakim tersebut mempengaruhi Putusan, mengingat bukti-bukti
tertulis dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bukti yang utama.

Dengan kata lain, melihat peranan dari Pengetahuan Hakim dalam
sengketa yang diperiksa dalam pengadilan pajak tersebut, maka penulis tertarik
untuk meneliti seberapa jauh pengetahuan hakim tersebut dapat menjadi alat bukti
yang sah dalam pengadilan pajak. Pengkajian yang hendak dilakukan akan dititik
beratkan pada kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti pengetahuan
hakim tersebut untuk membantu pihak fiskus dalam sengketa pajak yang terjadi.
Hal ini dimaksudkan agar setiap terdapat kasus dan permasalahan yang terkait
dengan sengketa perpajakan antara WP dengan fiskus dapat terjamin kepastian
hukumnya disebabkan pengadilan pajak merupakan bentuk pengadilan yang
berbeda dimana pengetahuan hakim digunakan untuk melakukan penemuan
hukum bilamana dalam peradilan umum. Sedangkan dalam pengadilan pajak,
pengetahuan hakim dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian dalam

hukum acara pengadilan pajak.
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1.2 POKOK PERMASALAHAN
Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penulisan skripsi ini akan
dititik beratkan bagaimana pengetahuan hakim dapat dijadikan sebagai salah satu
alat bukti yang mandiri dan bebas dalam pengadilan pajak. Berdasarkan uraian-
uraian tersebut di atas, maka pokok-pokok masalah yang akan diteliti dalam
penulisan skripsi ini antara lain:
1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan peraturan Pengadilan Pajak mengatur
tentang pengetahuan hakim sebagai salah satu alat bukti?
2. Bagaimana di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor
PUT.08619/PP/M.X/15/2006 hakim menggunakan  pengetahuannya

sebagai dasar dalam memutuskan perkara?

1.3 TUJUAN PENELITIAN
1. Tujuan Umum

Secara umum penulisan skripsi ini memiliki tujuan umum guna menjawab
pokok permasalahan secara umum yang telah diuraikan penulis yaitu untuk
mengetahui bagaimana pengetahuan hakim dapat dijadikan sebagai salah satu alat
bukti yang mandiri dan bebas dalam pengadilan pajak.
2. Tujuan Khusus

Untuk menjawab pokok permasalahan yang hendak dibahas, maka peneliti
memiliki tujuan khusus dalam menyusun skripsi ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana hakim Pengadilan Pajak dapat membangun
keyakinan berdasarkan pengetahuannya sebagai salah satu alat bukti yang
mandiri dan bebas dari keterikatan untuk memenangkan pihak fiskus
sebagai rekan sejawat;

2. Untuk mengetahui bagaimana di dalam prakteknya hakim menggunakan

pengetahuannya sebagai dasar dalam memutuskan perkara.
1.4. DEFINISI OPERASIONAL
Definisi operasional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan

antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Fungsi definisi ini

sangat penting, sebab apabila dihubungkan dengan konsep yang kadang-kadang
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kurang jelas atau diberikan bermacam-macam pengertian yang tidak jarang secara

a priori akan bersifat negatif.'’ Oleh karena itu, definisi operasional menjadi

pengarah di dalam penelitian dan sekaligus berfungsi sebagai pegangan. Apabila

definisi belum lengkap, maka ada kemungkinan bahwa definisi tersebut akan

dapat disempurnakan atas dasar hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian ini merupakan inti dari penyusunan skripsi ini dikarenakan di dalamnya

terdapat konsep-konsep dasar, yaitu:

1.

Pajak, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;''

Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi. pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan;

Sengketa pajak, adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan
antara WP atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding
atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan
berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;'?
Keputusan, adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang
dikeluarkan  oleh pejabat ' yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-

Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;'

10Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia

(UI-Press), 1986), hal. 136.

"'Op. Cit., UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 butir 2.

"?Rahayu, Loc. Cit., hal. 6.

BIbid., Pasal 1 butir 4.
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5. Banding, adalah upaya hukum yang dilakukan oleh WP atau Penanggung
Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku;'*

6. Gugatan, adalah upaya hukum yang dilakukan oleh WP atau Penanggung
Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang
dapat diajukan gugatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Perpajakan yang berlaku;'"”

7. Alat Bukti, adalah alat-alat yang diperkenankan wuntuk dipakai
membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-
bukti tulisan, kesaksian, keterangan ahli, pengakuan para pihak,
pengetahuan hakim;16

8. Fiskus, adalah kekayaan atau kas negara; keseluruhan daripada pejabat-
pejabat atau pegawai-pegawai negara yang bertugas mengurus dan
menarik pajak;17

9. Pengadilan Pajak, adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari
keadilan terhadap sengketa pajak;'®

10. Peradilan Tata Usaha Negara, adalah suatu lingkup peradilan yang
menyangkut pejabat-pejabat dari instansi-instansi Tata Usaha Negara, baik
yang bersifat perkara pidana, perkara perdata, perkara adat, maupun

.. . . 19
perkara administrasi murni.

"“Ibid., Pasal 1 butir 6.
Ibid., Pasal 1 butir 7.

'CST.Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000),
hal. 5.

17 Tbid., hal.52.
'80p. Cit., UU. No. 14 Tahun 2002, Pasal 2.

Yhttp://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2041285-contoh-makalah-peradilan-tata-
usaha/, diakses pada tanggal 23 Desember 2010.
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1.5. METODE PENELITIAN
1.5.1. PENELITIAN HUKUM

Apabila seorang peneliti hendak melakukan penelitian hukum, seharusnya
setiap peneliti mampu untuk mengungkapkan ruang lingkup disiplin hukum.
Dalam hal ini disiplin hukum sebagai ilmu hukum terbagi atas ilmu tentang
kaedah, ilmu tentang pengertian, dan ilmu tentang kenyataan. Disiplin hukum bila
ditinjau dari ilmu tentang kaedah, terdiri atas:*°

1. Perumusan kaedah hukum;
Kaedah hukum abstrak dan kaedah hukum konkrit;
Isi dan sifat kaedah hukum;

Esensi kaedah hukum;

2
3
4
5. Tugas atau kegunaan kaedah hukum;
6. Pernyataan dan tanda pernyataan kaedah hukum,;

7. Penyimpangan terhadap kaedah hukuum;

8. Keberlakuan kaedah hukum.

Selain itu, disiplin hukum juga ditinjau dari keberadaan ilmu tentang
pengertian. Ruang lingkup ilmu tentang pengertian dalam disiplin hukum terdiri
atas:?!

1. Masyarakat hukum;
2. Subyek hukum;
3. Hak dan kewajiban;
4. Peristiwa hukum;
5. Hubungan hukum;
6. Obyek hukum.

Dan terakhir adalah ilmu tentang kenyataan hukum yang menurut
Soerjono Sockanto bersifat teoritis empiris, pengungkapannya terikat pada metode
induktif logis.”* Termasuk di dalamnya adalah sosiologi hukum, antropologi

hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Hal ini

pyrnadi  Purbacaraka, Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi
Pendidikan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1986), cet. I, hal. 4.

2bid.

22Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitan Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Rajawali Perss, 1985), cet. L, hal. 4.
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berarti hukum dilihat dari berbagai fenomena-fenomena yang nyata dalam
masyarakat.

Selain disiplin hukum berdasarkan ilmu hukum, ada pun disiplin hukum
lainnya yaitu filsafat hukum. Filsafat hukum diperlukan agar dalam mempelajari
hukum pemikiran seseorang tidak dangkal. Filsafat hukum bersifat etis spekulatif
dan menggunakan metode kritis analitis.”® Bentuk disiplin hukum yang terakhir
adalah politik hukum di mana bersifat praktis fungsional dengan metode
penguraian teleologis konstruktif.

Dengan demikian, maka penelitian apabila dilakukan dengan maksud
untuk mengkaji lebih dalam suatu hukum perlu juga ditinjau berbagai disiplin
hukum yang ada selain meninjau keberadaan hukum positif atau peraturan
perundang-undangan yang ada. Pada hakekatnya hukum itu sendiri diartikan

* Kaedah atau norma, merupakan patokan atau

sebagai kaedah, atau norma.’
pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas. Atas dasar ruang
lingkupnya, biasanya dibedakan antara kaedah yang mengatur kepentingan
pribadi, dengan kaedah yang mengatur kepentingan antar pribadi. Kaedah hukum
ini tergolong suatu kaedah yang mengatur kepentingan antar pribadi. Hal ini maka
yang membuat hukum dikatakan sebagai tata hukum, tata hukum tersebut adalah
hukum positif tertulis.

Penelitian hukum sendiri diartikan sebagai Legal Research di Amerika
Serikat sebagai berikut:*>

ER]

.. seeking to find those authorities in the primary sources of the law that
are applicable to a particular legal situation.” [...penelusuran yang
ditujukan untuk menemukan narasumber atau ahli dalam suatu sumber
hukum utama merupakan suatu hal yang istimewa dalam setiap situasi
hukum.]

2Sri Mamuji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), cet. I, hal. 8.

24Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 43.

7. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky, Fundamentals of Legal Research, (New York:
The Foundation Press, 1973), ed. IV., page 8.

Universitas Indonesia

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012



14

Dalam hal ini, setiap kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para ahli
hukum tidak pernah terlepas dari legal research. Jacobstein dan Roy Mersky
mengartikan penelitian hukum sebagai usaha-usaha untuk mencari berbagai
macam kaedah yang bersifat primer dan utama dari suatu hukum dan hal inilah
yang kemudian diaplikasikan dalam suatu peristiwa hukum. Dengan kata lain,
setiap orang melakukan pencarian kaedah primer dari suatu hukum maka ia telah
melakukan penelitian hukum.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan
ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan
jalan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan
menganalisanya.?

Berkaitan dengan materi tulisan ini maka metode yang dilakukan yaitu
dengan metode penelitian hukum. Metodologi memberikan pedoman tentang
cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan
yang dihadapinya.27 Penelitian hukum menurut hemat penulis dapat dikatakan
suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran
tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum
tertentu dengan jalan menganalisanya.28 Oleh sebab itu, maka penelitian yang
dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini dapat dikatakan sebagai penelitian

hukum.

1.5.2. JENIS PENELITIAN HUKUM
Ditinjau dari disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup yang begitu luas,
seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian sebagai berikut:
1. Penelitian normatif
Penelitian hukum normatif pada hakekatnya merupakan kegiatan sehari-

hari seorang sarjana hukum. Bahkan, penelitian hukum normatif hanya

2(’Soerjono Soekanto, Op. Cit.
?"Soekanto, Op. Cit., hal. 6.

2Ibid.
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mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum yang sengaja dididik untuk
memahami dan menguasai disiplin hukum. Kegunaan dari metode
penelitian hukum normatif, adalah:*

a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah
hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu;

b. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum;

c. Untuk menulis makalah atau ceramah maupun buku hukum;

d. Untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah
dan bagaimanakah hukumnya mengenai suatu peristiwa atau
masalah tertentu;

e. Untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum;

f. Untuk menyusun rancangan undang-undang . atau peraturan
perundang-undangan baru;

g. Untuk menyusun rencana pembangunan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif dilakukan terhadap hal-
hal sebagai berikut:*

a. Penelitian menarik asas hukum, di mana dilakukan terhadap
hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;

b. Penelitian sistematik hukum, di mana dilakukan terhadap
pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum,
hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun
obyek hukum;

c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang
dilakukan dengan dua cara, yai‘ru:31

1) Secara vertikal, di sini yang dianalisa adalah peraturan
perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang

mengatur bidang yang sama,;

29Sunaryati Hartono, Penelitiah Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung:
Penerbit Alumni, 2006), cet. II, hal. 140.

30Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 51.

31gr Mamudji et. al., Op. Cit., hal. 11.
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2) Secara horizontal, di mana yang dianalisa adalah peraturan
perundang-undangan yang sama derajat dan mengatur
bidang yang sama.

d. Penelitian perbandingan hukum, di mana dilakukan terhadap
berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat;

e. Penelitian sejarah hukum, di mana dilakukan dengan menganalisa
peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya
dengan gejala sosial yang ada.

2. Penelitian empiris (socio-legal)

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup
penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam
masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya;

b. Efektivitas hukum, merupakan kajian penelitian yang meliputi
pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan
hukum dalam masyarakat;

Selain bentuk penelitian hukum di atas, ada pun Soetandyo Wignjosobroto
membagi penelitian hukum menjadi dua bagian, yaitu:

1. Penelitian doktrinal, yang terdiri dari:

a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah

(dogma atau doktrin) hukum positif;

c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak
diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

2. Penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk
menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses
bekerjanya suatu hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini
sering kali disebut dengan Socio Legal Research. >

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih jenis penelitian hukum dengan

bentuk penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan penulis menggunakan

32Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum dan Metode-metode Kajiannya”, dan “Penelitian
Hukum: Sebuah Tipologi”, dalam Majalah Masyarakat Indonesia, tahun I, No.2, 1974.
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bahan-bahan kepustakaan sebagai data yang hendak dianalisis. Maka, penulis
tidak melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan pengetahuan dan
pemahaman dari masyarakat yang ada. Bilamana penelitian dilakukan di
lapangan, hal itu dimaksudkan untuk mencari informasi dari narasumber atau ahli

yang memahami permasalahan terkait dengan penelitian hukum ini.

1.5.3. METODE PENGOLAHAN DATA PENELITIAN
Berkenaan dengan metode pengolahaan data penelitian, dalam ilmu-ilmu
sosial pada umumnya dipengaruhi oleh dua perspektif, yaitu aliran positivisme
dan aliran fenomenologi. Kedua aliran inilah yang mengindikasikan bahwa pada
dasarnya pengolahan data dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:>
1. Pendekatan kuantitatif, yaitu suatu pendekatan di mana penyorotan
terhadap masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan dengan upaya
yang banyak didasarkan pada pengukuran. Dalam hal ini, obyek penelitian
dipecah ke dalam wunsur-unsur tertentu yang dapat dikuantifikasi
sedemikian rupa dan kemudian ditarik suatu generalisasi seluas mungkin
pada ruang lingkupnya. Dalam penelitian ini, digunakan alat-alat berupa
matematika dan statistika yang rumit. Maka, ciri-ciri pendekatan
kuantitatif dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Deskriptif dan ekspalantoris;
b. Penentuan sampel harus cermat;
c. Deduktif-induktif berpijak pada teori konsep yang baku;
d. Mengandalkan pada pengukuran yang menekankan pada angka-
angka;
e. Variabel sejak awal sudah ada;
f. Dapat digeneralisir;
g. Menggunakan kuesioner lebih tertutup.
2. Pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara
deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang

bersangkutan secara tertulis, atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti

33Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2006), cet. VIII, hal. 67.

Universitas Indonesia

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012



18

dan dipelajari dalam penelitian ini adalah obyek penelitian yang utuh. Ciri-
ciri dari pendekatan kualitatif, adalah:

a. FEksploratoris dan deskriptif;

b. Induktif-deduktif;

c. Penggunaan teori terbatas;

d. Variable ditemukan setelah berjalannya pengolahan data;

e. Lebih terhadap kasus tertentu;

f. Panduan atau pedoman wawancara.

Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif karena penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis.
Maka penulis akan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ada dan
kemudian penulis melakukan analisis dari pemaparan tersebut dan memberikan
solusi yang ada. Data yang digunakan adalah berbagai teori, data-data kasus,
peraturan perundang-undangan, dan wawancara narasumber berdasarkan ciri-ciri
pendekatan kualitatif yang telah dikemukakan sebelumnya. Tujuan utamanya
adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam
memperkuat teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori teori baru.** Ciri-
ciri deskriptif dapat diketahui dari analisa mengenai alat bukti pengetahuan hakim
dan jabatan atau kedudukan hakim itu sendiri dalam Pengadilan Pajak di
Indonesia.

Dari bentuknya, penelitian ini menggunakan penelitian evaluatif.
Penelitian evaluatif adalah bila seseorang ingin menilai program-program yang
dijalankan. Penulis bermaksud untuk menganalisa sejauh mana kemandirian
hakim dalam melaksanakan fungsinya pada pengadilan pajak dikaitkan dengan
keterikannya pada struktur pertanggungjawaban profesi dan beban analisanya
yang akan digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam memutuskan sengketa

pajak pada Pengadilan Pajak.

1.5.4. ALAT PENGUMPULAN DATA
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Hal ini

merupakan langkah awal dari seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Studi

3*Ibid.., hal. 10.
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dokumen atau kepustakaan paling penting untuk dilakukan untuk merumuskan

kerangka teori dan konsep. Pada tahap analisis dan penyusunan laporan penelitian,

seorang peneliti harus juga melakukan studi dokumen di dalamnya. Salah satu

cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan analisa isi (content

analysis). Content analysis adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen

dengan cara mengidentifikasi secara sistematik ciri atau karakter dan pesan atau

maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen suatu dokumen.

Sumber data sekunder atau bahan pustaka bila ditinjau dari bidang non

hukum, adalah sebagai berikut:*’

1. Sumber primer (primary sources), merupakan dokumen yang berisi

pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide.

Contoh: buku, makalah, simposium, lokakarya, seminar, kongres, laporan

teknik, artikel majalah, surat kabar, skripsi, dan peraturan perundang-

undangan.

2. Sumber sekunder (secondary sources), merupakan dokumen yang berisi

informasi tentang bahan pustaka sumber primer.

Contoh: bahan-bahan referens (acuan atau rujukan).

Sumber data sekunder atau bahan pustaka bila ditinjau dari kekuatan

mengikatnya, adalah sebagai berikut:*°

1. Sumber primer, dalam hal ini sumber data sekunder berasal dari:

a.

b.

SR

—

Norma Dasar;

Peraturan Dasar;

Undang-undang;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah;

Bahan hukum yang tidak dikodifikasi;
Yurisprudensi;

Traktat;

33Sri Mamudji et. al., Op. Cit., hal. 30.

3Ibid.
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j- Peraturan zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
Sumber sekunder (secondary sources), merupakan bahan-bahan yang
memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber
primer serta implementasinya.

Contoh: Rancangan Undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah,
buku, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi.

Sumber tersier (tertierary sources), merupakan bahan-bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau
sumber sekunder.

Contoh: abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk,
buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah,
sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.

Studi pustaka dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan seperti

J 7
berikut 1ini:

a.

Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan
permasalahan yang hendak ditelit;

Mendapatkan metode dan teknik pemecahan masalah yang digunakan;
Sebagai sumber data sekunder;

Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya,
mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat
digunakan;

Memperkaya ide-ide baru;

Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai
hasilnya.

Studi kepustakaan berdasarkan fungsi kepustakaan, dapat dibedakan

menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1.

Acuan umum, di mana kepustakaan berisikan konsep-konsep, teori-teori,
dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya: buku-buku,

indeks, ensiklopedia, farmakope, dan sebagainya;

37 Sunggono, Op. Cit., hal. 113.

Universitas Indonesia

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012



21

2. Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian yang hendak diteliti, misalnya jurnal,
laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur, dan sebagainya.
Pelaksanaan metodologi penelitian melalui studi kepustakaan dan

dokumen dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diuraikan diatas. Studi
kepustakaan dan dokumen dilakukan dengan mempelajari sejumlah buku,
peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan
topik penelitian untuk memperoleh landasan teoritis. Sedangkan bahan-bahan
yang digunakan dalam studi kepustakaan antara lain: bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Beberapa bahan yang termasuk dalam bahan hukum primer
adalah: ketentuan peraturan perpajakan. Sedangkan materi yang termasuk didalam
bahan hukum sekunder adalah buku-buku tentang pajak, pengadilan pajak, dan
buku-buku ilmu hukum pada umumnya. Bahan hukum tertier berupa bahan
hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum
sekunder antara lain kamus dan data-data yang dikumpulkan.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan dua macam data,
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari wawancara
terhadap seorang hakim Pengadilan Pajak dan seorang hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan. Data sekunder digunakan sebagai acuan penelitian dengan
membandingkan antara yang terjadi dilapangan dengan yang terdapat dalam data

sekunder tersebut.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti
Pengetahuan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Banding Pajak Di Pengadilan
Pajak” ini terdiri atas lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab

yakni sebagai berikut :

BAB 1: PENDAHULUAN
Pada bab ini akan diuraikan bagian-bagian pembahasannya yang berkaitan dengan

rancangan penelitian mengapa penulis hendak memilih permasalahan hukum yang
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diteliti antara lain latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka

teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN UMUM PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

Bab ini terdiri dari lima sub bab, antara lain mengenai sejarah dan pengertian
Pengadilan Pajak, kaitan antara Pengadilan Pajak dan pengadilan TUN,
Kekuasaan Pengadilan Pajak, Susunan Pengadilan Pajak, dan kedudukan hakim
dalam Pengadilan Pajak di Indonesia. Hal ini merupakan rangkaian teori yang

berkaitan dengan pengadilan pajak secara umum di Indonesia.

BAB 3: HUKUM ACARA PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

Bab ini akan menguraikan mengenai banding, gugatan, prosedur pengajuan
banding dan peninjauan kembali, sistem/ teori pembuktian, dan alat bukti.
Keseluruhan yang diuraikan tersebut merupakan alur pelaksanaan acara yang

digunakan dalam lingkungan peradilan pajak.

BAB 4: PENGETAHUAN HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA DI
PENGADILAN PAJAK

Pada bab ini berisi kasus posisi, serta analisa penulis atas pokok permasalahan
terhadap Putusan Nomor PUT.08619/PP/M.X/15/2006 terkait dengan kekuatan
pembuktian pengetahuan hakim sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam

pengadilan pajak.

BAB 5: PENUTUP
Pada bab terakhir ini akan berisikan kesimpulan yang diperuntukkan bagi jawaban
atas pokok permasalahan yang diungkapkan penulis. Selain itu, ada pun saran atas

pokok permasalahan terhadap penelitian dalam skripsi ini.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

2.1. SEJARAH PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA
2.1.1. MASA SEBELUM KEMERDEKAAN

Masa sebelum kemerdekaan dimana terlihat bahwa kapitalisme menjelma
dalam bentuk perusahaan raksasa milik kaum kolonial Belanda. Dalam hal ini,
kaum kolonial Belanda tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam
ketatanegaraan, sehingga pengadilan pajak dilakukan oleh suatu badan yang
bertempat di Jakarta. Pada tahun 1915 ditetapkan salah satu peraturan yang
terdapat dalam Staatblaad No. 707, dimana perselisihan mengenai perkara pajak
negeri penyelesaiannya akan dilakukan pada tingkat terakhir yang diserahkan
pada satu majelis yang bernama Read van Beroep in Belastingzaken (dalam
bahasa Indonesia disebut Majelis Pertimbangan Pajak).38

Lembaga ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan para penguasa
khususnya dalam bidang pajak namun hanya sebatas pemerintah kolonial dan
pengusaha kolonial. Lembaga ini diantara anggota majelisnya terdiri dari dua
orang anggota Kamer van Koophandel dimana kedua orang ini sudah merdeka
dan menjadi Kamar Dagang dan Industri dan sebagian berasal dari lingkungan
peradilan pada masa itu. Ketua dari majelis dijabat oleh Gubernur Batavia.

Terkait dengan susunan dan kedudukannya, ketua merangkap sebagai
anggota majelis yang menurut jabatannya sebagai Direktur Keuangan sendiri.
Keadaan ini menjadikan majelis hanya memutus perkara negeri itu dalam bentuk
pengadilan semi atau tidak wajar. Hal ini disebabkan, pihak yang memutus
perkaranya adalah instansi yang menetapkan pajak itu sendiri. Dengan kata lain
digantilah peradilan itu dengan sebuah peraturan baru yang ditetapkan bahwa
susunan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) itu sendiri dari seorang Ketua, yaitu
Wakil Presiden Hooggerechtshoof dan 4 (empat) orang anggota yang diangkat
oleh Gubernur Jenderal, dari pencalonan yang akan menghasilkan dua anggota

Hooggerechtshoof dan dua anggota dari Kamer van Koophandel en Nijverheid di

By w. Sunindhia, Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi, (Jakarta: Rineke
Cipta, 1992), hal. 144.
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Jakarta pada masa itu.*’ Keadaan tersebut merupakan awal berlakunya Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1959. Sehingga badan ini selanjutnya merupakan badan
yang berwenang dan berfungsi untuk memeriksa dan memutus permohonan
banding yang diajukan Wajib Pajak atas perkara perselisihan pajak, setelah
keberatannya ditolak.”” Dalam hal ini perselisihan pajak ini meliputi selain
perkara pajak negara juga meliputi pajak Daerah.

MPP dengan kewenangan yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor
5 Tahun 1959 tersebut membantu perbaikan dan peningkatan penyelesaian
sengketa pajak dan menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang yudikatf
dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan yang bersifat final dan
mengikat kedua belah pihak untuk segera dapat dilaksanakan. Akan tetapi, pada
saat MPP berdiri terdapat beberapa masalah yang belum dapat diselesaikan seperti
urusan kepabeanan dan cukai. Hal ini disebabkan kepabeanan pada masa itu
memiliki  peraturan perundang-undangan  tersendiri dan  keberatan atas
permasalahan terkait dengan kepabeanan dan cukai diselesaikan pada Direktorat
Jendral Bea dan Cukai.

Hadirnya Majelis Pertimbangan Pajak pada masa itu masih dirasa kurang
independen. Hal ini disebabkan menteri keuangan masih menjabat sebagai pejabat
tata usaha negara. Schingga, masyarakat belum dapat menerima sebagai badan
peradilan murni.*' Kondisi ini menuntut diadakannya penyempurnaan-
penyempurnaan, khususnya ketentuan mengenai ketua majelis. Perubahan
mengenai ketua majelis ini tidak mempengaruhi kewenangan dan juga kedudukan
dari putusan majelis hakim karena pasal-pasal lainnya tidak mengalami
perubahan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara semua putusan MPP dianggap sebagai keputusan

Badan/Lembaga Banding Administratif, bukan sebagai putusan Badan Peradilan

1bid., hal. 145.

“Ali Purwito dan Rukiah Komariah, Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding,
(Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 6.

“Dede Martinelly, “Dualisme Penyelesaian Sengkete Pajak dalam Hukum Positif
Indonesia”, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hal. 49.
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Administrasi, sehingga putusannya dapat diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata
Usaha Negara, akibatnya proses penyelesaian sengketa pajak menjadi lebih
pamjang.42

Kondisi tersebut kemudian melahirkan ide untuk menegaskan MPP
sebagai badan peradilan administrasi di bidang perpajakan, dengan cara
merumuskannya ke dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yaitu :

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

2. Sebelum badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk, permohonan banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan
Pajak, yang putusannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara;

3. Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.
Upaya penegasan MPP sebagai badan peradilan dalam Undang-undang

tersebut tidak efektif karena dalam prakteknya Mahkamah Agung berpendapat
bahwa selama badan peradilan pajak yang dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1)
tersebut diatas belum dibentuk, maka putusan MPP dianggap sebagai keputusan

TUN yang dapat diuji keabsahannya oleh Peradilan TUN.

2.1.2. MASA SESUDAH KEMERDEKAAN

Pada masa sesudah kemerdekaan, peradilan administrasi perpajakan telah
berubah khususnya dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang
Majelis Pertimbangan Pajak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai pengganti Undang-undang Majelis
Pertimbangan Pajak. Sebagai badan peradilan pajak yang mempunyai tugas
memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengertian Perpajakan dalam Undang-

Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ini lebih luas dari

“Winarto Suhendro, “Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di Lingkungan
Peradilan Tata  Usaha  Negara”, www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/Berita%20
Pajak%20REVISI.doc, diakses pada tanggal 17 Januari 2011.
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sebelumnya karena menyangkut juga sengketa kepabeanan. Putusan BPSP
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga
putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN).

Dalam penyelesaian sengketa pajak, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
berwenang memanggil atau meminta data atau keterangan berkaitan dengan
sengketa pajak dari pihak ke tiga sebagai saksi. Terkait dalam hal ini pula, bentuk
persidangan yang ada merupakan pemeriksaan acara biasa dan ada pula
pemeriksaan acara cepat yang kedua-duanya dilakukan dengan secara tertutup.
Selain sengketa perpajakan, lembaga ini juga memeriksa dan memutus sengketa
yang terkait dengan kepabeanan yang sebelumnya diperiksa dan diputus oleh
Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Bilamana ditinjau dari Pasal 5 ayat (2) UU BPSP dikatakan bahwa
keseluruhan pembinaan yang meliputi pembinaan organisasi, adminstrasi, dan
keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Akan tetapi dikarenakan Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak memiliki putusan yang bersifat final dan menutup
segala bentuk upaya hukum terhadap putusannya. Hal ini disebabkan Undang-
undang Kekuasaan ~ Kehakiman belum menyebutkan keberadaan Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak mengingat lembaga ini tidak berpuncak kepada
Mahkamah Agung. Maka dikeluarkan yurisprudensi dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang menyatakan bahwa putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak tidak dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara, namun dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik
Indonesia.*’

Susunan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terdiri dari Pimpinan,
Anggota, dan Sekretaris. Pimpinan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terdiri
dari seorang Ketua dan satu atau lebih Wakil Ketua. Anggota diangkat oleh
Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri. Ketua dan Wakil

Ketua diangkat oleh Presiden dari para Anggota berdasarkan usul Menteri.

43Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/TUN/1999, tanggal 14
Desember 2000.
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Badan Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai tugas dan wewenang
dimana badan ini berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak.
Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak berada di luar tugas
dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain tugas
dan wewenang tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak juga berwenang
untuk mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-
pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Sehingga untuk keperluan penyelesaian sengketa pajak, Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang
berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan undang-undang
yang berlaku.

Proses beracara dalam ketentuan UU BPSP terbagi atas Banding dan
Gugatan serupa dengan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN). Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang daerah hukumnya meliputi
wilayah kerja pejabat yang menerbitkan keputusan yang dibanding. Banding
diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan yang bersangkutan, dan dalam hal jangka waktu dimaksud
tidak diatur, banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterima keputusan yang dibanding. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila
menurut Badan Penyelesaian Sengketa Pajak jangka waktu dimaksud tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.

Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding dengan disertai
alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan
yang dibanding. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang
dibanding akan tetapi, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah
pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang
terutang dimaksud telah dibayar lunas. Banding diajukan sendiri oleh pembayar
pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama
proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan
oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal

pemohon banding pailit. Namun, apabila selama proses banding, pemohon
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banding melakukan penggabungan, peleburuan, pemecahan atau pemekaran
usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang
menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau
pemekaran usaha, atau karena likuidasi dimaksud.

Selanjutnya, pemohon banding dapat melengkapi bandingnya untuk
memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan tersebut. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Banding yang dicabut dihapus dari
daftar sengketa melalui pemeriksaan dengan acara cepat.

Selanjutnya proses beracara pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak juga
dapat dilakukan dengan cara gugatan. Gugatan diajukan dengan surat gugatan
dalam bahasa Indonesia kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang daerah
hukumnya meliputi wilayah kerja pejabat yang menerbitkan keputusan yang
digugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima
keputusan yang digugat. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila menurut
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.

Gugatan diajukan sendiri oleh penggugat dengan disertai alasan-alasan
yang jelas, mencantumkan tanggal diterima keputusan yang digugat serta
dilampiri salinan dokumen yang pelaksanaannya digugat. Apabila selama proses
gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli
warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal
penggugat pailit. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah terhadap gugatan
yang diajukan tersebut dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak. Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa
melalui pemeriksaan dengan acara cepat. Untuk keperluan itu, maka Penggugat
harus melunasi biaya pendaftar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan
ketentuan bahwa setiap terdapat perubahan besarnya biaya pendaftaran ditetapkan
oleh Menteri. Biaya pendaftaran ini disetor ke Kas Negara sebelum gugatan
diajukan dan bukti setoran harus dilampirkan pada surat gugatan.

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak meminta surat uraian banding atau

surat tanggapan atas surat banding atau surat gugatan kepada terbanding atau
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tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima surat
banding atau surat gugatan. Dalam hal pemohon banding mengirimkan surat atau
dokumen susulan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, jangka waktu 14
(empat belas) hari dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan
dimaksud.

Selanjutnya terbanding atau tergugat menyerahkan surat uraian banding
atau surat tanggapan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding surat
tanggapan. Kemudian, salinan surat uraian banding atau surat tanggapan oleh
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dikirim kepada pemohon banding atau
penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.
Pemohon banding atau penggugat dapat menyerahkan surat bantahan kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterima salinan surat uraian banding atau surat tanggapan yang
dikirimkan tersebut. Dalam hal ini, apabila terbanding atau tergugat, atau
pemohon banding atau penggugat tidak memenuhi hal-hal tersebut diatas, Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding atau
gugatan.

Pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua
untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan. Selanjutnya
Ketua menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota, atau Anggota
Tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam hal pemeriksaan
dilakukan oleh Majelis, Ketua menunjuk salah seorang Anggota sebagai Ketua
Sidang yang memimpin pemeriksaan sengketa pajak. Apabila terdapat lebih dari
satu sengketa pajak untuk tahun pajak yang sama diajukan oleh pemohon banding
yang sama, Ketua menunjuk Majelis atau Anggota Tunggal yang sama untuk
memeriksa dan memutus sengketa dimaksud. Majelis atau Anggota Tunggal
bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud
kepada pihak yang bersengketa. Majelis sudah mulai bersidang dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima surat banding atau surat gugatan.

Pemeriksaan pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terbagi atas 2 (dua)

bentuk pemeriksaan yaitu pemeriksaan dengan acara biasa dan pemeriksaan
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dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis dan
untuk keperluan pemeriksaan, Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan
tertutup untuk umum. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis
melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan banding atau
gugatan. Apabila banding atau gugatan tidak lengkap dan atau tidak jelas bukan
merupakan persyaratan sebagaimana seharusnya dalam melakukan banding
ataupun gugatan, maka kelengkapan atau kejelasan dimaksud dapat diberikan
dalam persidangan.

Seorang anggota sidang atau sekretaris sidang wajib mengundurkan diri
dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga atau semenda sampai
derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan
salah seorang anggota sidang atau sekretaris sidang pada majelis yang sama.
Seorang Anggota Sidang atau Sekretaris Sidang wajib mengundurkan diri dari
suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda
sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai
dengan pemohon banding atau penggugat atau kuasa hukum. Sehingga anggota
sidang atau sekretaris sidang harus diganti, dan apabila tidak diganti dan tidak
mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah
dan ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidang kembali dengan
susunan majelis dan atau sekretaris sidang yang berbeda, kecuali putusan
dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal hubungan
keluarga sedarah, semenda, atau hubungan suami atau istri diketahui sebelum
melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus, sengketa
dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak
diketahuinya hubungan dimaksud.

Seorang Anggota Sidang atau Sekretaris Sidang wajib mengundurkan diri
dari suatu persidangan apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung
atas suatu sengketa yang ditanganinya. Pengunduran diri tersebut dapat dilakukan
atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang bersengketa. Ketua berwenang
menetapkan pengunduran diri apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.
Anggota Sidang atau Sekretaris Sidang harus diganti dan apabila tidak diganti

atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan
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dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera
disidangkan kembali dengan susunan Majelis dan Sekretaris Sidang yang berbeda,
kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam
hal kepentingan langsung atau tidak langsung diketahui sebelum melewati jangka
waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus, sengketa dimaksud disidangkan
kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya
kepentingan dimaksud.

Selanjutnya Ketua Sidang memanggil terbanding atau tergugat dan dapat
memanggil pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan
lisan. Dalam hal pemohon banding atau penggugat memberitahukan akan hadir
dalam persidangan, Ketua Sidang memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada
pemohon banding atau penggugat. Kemudian Ketua Sidang menjelaskan masalah
yang disengketakan, lalu Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat
mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding atau penggugat dalam
surat banding atau surat gugatan dan dalam surat bantahan. Apabila Majelis
memandang perlu dan dalam hal pemohon banding atau penggugat hadir dalam
persidangan, Ketua Sidang dapat meminta pemohon banding atau penggugat
untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa
pajak.

Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan,
Ketua Sidang dapat memerintahkan saksi untuk didengar keterangannya dalam
persidangan. Saksi yang diperintahkan oleh Ketua Sidang wajib datang sendiri di
persidangan. Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut,
dan Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengarkan keterangan saksi,
Ketua Sidang melanjutkan persidangan. Apabila saksi tidak datang tanpa alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan
Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja
tidak datang, serta Majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan dari
saksi dimaksud, Ketua Sidang dapat meminta bantuan polisi untuk membawa
saksi ke persidangan.

Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang. Ketua Sidang

menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir,
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jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat
hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat. Sebelum
memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama
atau kepercayaannya. Akan tetapi terdapat syarat, dimana yang tidak boleh
didengar keterangannya sebagai saksi adalah:
a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau
ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
b. istri atau suami dari pemohon banding atau penggugat meskipun sudah
bercerai;
c. anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
d. orang sakit ingatan.

Apabila dipandang perlu, Ketua Sidang dapat meminta pihak keluarga,
pasangan hidup maupun anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk
didengar keterangannya. Akan tetapi, hal ini tidak mengurangi hak dari para pihak
tersebut untuk dapat menolak permintaan Ketua Sidang untuk memberikan
keterangan. Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib
merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk
keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.

Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan
melalui Ketua Sidang. Dalam hal pemohon banding atau penggugat atau saksi,
ternyata bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Ketua Sidang menunjuk
orang yang pandai bergaul dengan pemohon banding atau penggugat atau saksi,
sebagai ahli alih bahasa. Sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa
diambil  sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Dalam hal
pemohon banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli tetapi
dapat menulis, Ketua Sidang dapat memerintahkan Sekretaris Sidang menuliskan
pertanyaan atau teguran kepada pemohon banding atau penggugat atau saksi, dan
memerintahkan menyampaikan tulisan itu kepada pemohon banding atau
penggugat atau saksi dimaksud, agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala
pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari

persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang
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ditetapkan. Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada terbanding atau
tergugat dan dapat diberitahukan kepada pemohon banding atau penggugat.
Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberitahu secara patut,
persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.
Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa pajak, dapat memberikan
kesaksiannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang daerah hukumnya
meliputi tempat tinggal saksi.

Selanjutnya, Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau
oleh Anggota Tunggal. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap
sengketa pajak tertentu, sengketa pajak yang putusannya tidak diambil dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, tidak dipenuhinya salah satu ketentuan atau
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak, surat pernyataan pencabutan banding, surat pernyataan
pencabutan gugatan, sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan
merupakan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Dalam proses beracara melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak,
terdapat beberapa alat bukti sekalipun keadaan yang telah diketahui oleh umum
tidak perlu dibuktikan.yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini,
beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

a. surat atau tulisan;
b. pengakuan para pihak;
c. keterangan saksi,
d. keterangan ahli;
e. pengetahuan Anggota.

Namun, keseluruhan proses beracara dan kekuatan hukum dari putusan
BPSP masih dirasa tidak memenuhi kebutuhan akan rasa keadilan bagi
masyarakat. Maka, untuk memenuhi rasa keadilan, maka pada tanggal 12 April
2002 Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI mengesahkan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya
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disebut Undang-undang Pengadilan Pajak). Dengan disahkannya peraturan
perundang-undangan ini, maka segala peraturan tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak yang telah berlaku sebelumnya dicabut dan digantikan oleh
Pengadilan Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai perkembangan dari
Pengadilan Pajak yang dimulai dari dibentuknya Majelis Pertimbangan Pajak
(MPP) kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) hingga akhirnya
dibentuk Pengadilan Pajak, maka ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda-
beda satu sama lain. Beberapa perbedaan antara Majelis Pertimbangan Pajak
(MPP), Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dan Pengadilan Pajak adalah
sebagai berikut :

1. Sengketa yang diproses dalam Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)
khusus menyangkut sengketa perpajakan, hal ini sama dengan sengketa
yang diproses oleh MPP hanya dikhususkan pada sengketa perpajakan.
Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengkata pada Pengadilan Pajak yang
selain menyelesaikan sengketa perpajakan juga meliputi sengketa
kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah;

2. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak Terutang dari
Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib
Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak
Terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan
Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan
pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan
seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.** Hal
ini berbeda dengan penyelesaian sengketa pada MPP dan juga BPSP yang
dimana tidak memuat kepastian hukum karena kewenangan dan putusan
dari kedua badan tersebut tidak memuat penetapan besarnya Pajak
Terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan dan

hanya berupa pihak mana yang benar dan salah;

“Winarto Suhendro, “Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus Di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara , http://opinidenny.blogspot.com/2010/04/pengadilan-Pajak.html,
diakses pada tanggal 7 Mei 2010.
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3. Pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang
pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh
Departemen Keuangan. Hal ini berbeda dengan bentuk pembinaan pada
MPP dan juga BPSP disebabkan kedua badan tersebut dibina oleh
Departemen Keuangan tanpa adanya campur tangan dari Mahkamah
Agung disebabkan secara tegas disebutkan bahwa MPP dan juga BPSP
tidak terkait dengan Mahkamah Agung;

4. Proses seleksi penerimaan Hakim dilaksanakan oleh Departemen
Keuangan dengan melibatkan Mahkamah Agung sedangkan pada seleksi
penerimaan Hakim pada MPP dan juga BPSP tidak melibatkan Mahkamah
Agung;

5. Pengadilan Pajak selain menjadi bagian integral dari kekuasaan kehakiman
juga merupakan bagian integral dari proses penerimaan negara yang
bermuara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan
MPP dan juga BPSP hanya merupakan bagian integral dari proses
penerimaan negara saja dan tidak menjadi bagian integral dari kekuasaan
kehakiman;

6. Putusan dari Pengadilan Pajak masih memungkinkan dilakukan upaya
hukum berupa Peninjauan kembali pada Mahkamah Agung, sedangkan
pada MPP tidak dapat dilakukan upaya hukum apa pun terkait dengan
sengketa perpajakan. Berbeda halnya dengan BPSP yang dimana putusan
dari. BPSP dapat diajukan banding pada Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN);

7. Sengketa perpajakan setelah berlakunya Undang-undang Pengadilan Pajak
hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak,
sedangkan sengketa perpajakan pada masa MPP dan juga BPSP dapat
diadili juga pada PTUN mengingat tidak adanya campur tangan dari
Mahkamah Agung.

Selain adanya perbedaan antara Pengadilan Pajak dengan MPP dan juga

BPSP, ada pun persamaan antara ketiganya yaitu :
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1. Pengadilan Pajak, Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dan Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sama-sama berkedudukan di Ibukota
Negara;

2. Proses penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak, Majelis
Pertimbangan Pajak (MPP) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(BPSP) dalam acara pemeriksaannya hanya mewajibkan kehadiran
Terbanding atau Tergugat, sedangkan Pemohon Banding atau Penggugat
dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri, kecuali apabila
dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas;

3. Penyelesaian sengketa perpajakan dalam Pengadilan pajak, Majelis
Pertimbangan Pajak (MPP) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(BPSP) memerlukan tenaga-tenaga pemutus sengketa khusus yang
mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum
atau sarjana lain;

4. Pimpinan sidang dalam Pengadilan Pajak, Majelis Pertimbangan Pajak
(MPP) dan Badang Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berhak
mengungkapkan pengetahuannya dan dijadikan sebagai alat bukti selama

terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.

2.2. PERBANDINGAN PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN DI
INDONESIA

Pembuktian merupakan tahapan persidangan perkara di pengadilan
baik perdata, pidana, tata usaha negara, dan peradilan lainnya, dikarenakan
pada tahap ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukan kebenaran
terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Membuktikan
berarti meyakinkan hakim bahwa terdapat dalil kebenaran atau peristiwa yang
dikemukakan para pihak dalam suatu sengketa di pengadilan.

Namun, dalam pembuktian tersebut penggunaan alat bukti baik dalam
peradilan perdata, pidana, maupun tata usaha negara terdapat perbedaan satu
sama lain. Sistem pembuktian dalam peradilan perdata dilakukan dengan
maksud tujuan kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup

kebenaran formil. Beban pembuktian dari peradilan perdata menurut Pasal 153
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HIR dan Pasal 283 RBg adalah barang siapa mendalilkan suatu fakta untuk

menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus

membuktikan hak tersebut atau fakta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata terdapat 5 (lima) alat bukti yang digunakan antara lain:

1.

Bukti tertulis atau surat, yakni surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat
akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan
sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu
ditandatangani.  Surat-surat akta dapat dibagi lagi atas akte resmi
(authentiek) dan surat-surat akte di bawah tangan (onderhands). Suatu akte
resmi (authentiek) ialah suatu akte yang dibuat oleh atau dihadapan
seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk
membuat surat-surat akte tesebut. Pejabat umum yang dimaksud adalah
notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil
(Ambtenaar Burgelijke Stand), dan sebagainya. Menurut undang-undang
suatu akte otentik (authentiek) mempunyai suatu kekuatan pembuktian
sempurna (volledig bewijs), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu
akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang
dituliskan didalam akte itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim
tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akta di
bawah tangan (onderhands) ialah tiap akte yang tidak dibuat oleh atau
dengan perantara seorang pejabat umum. Misalnya, surat perjanjian jual-
beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri
oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang
menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal
tandatangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal
kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akte dibawah
tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama
dengan suatu akte resmi.

Bukti saksi, pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala
hal yang tidak dikecualikan oleh Peraturan perundang-undangan menurut

Pasal 1895 KUHPerdata. Setiap kesaksian harus disertai keterangan
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mengenai bagaimana saksi mengetahui kesaksisannya. Pendapat maupun
dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu
kesaksian. Dengan kata lain, saksi adalah Seseorang yang melihat,
mengalami, atau mendengar sendiri kejadian (atau peristiwa hukum) yang
diperkarakan. Testimonium de auditu (kesaksian de auditu) adalah.
keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau
mengalaminya sendiri, hanya ia dengar dari orang lain mengenai kejadian
itu. Pada prinsipnya, Testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai
alat bukti. Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat
dipercaya disebut juga Unus testis nullus testis.

3. Persangkaan merupakan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik
dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang
tidak diketahui umum.*’

4. Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukaan salah satu
pihak kepada pihak lain adalah proses pemeriksaan suatu perkara.*® Dalam
hal ini, pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau
dalam sidang pengadilan. Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa
apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar utk
keseluruhan atau sebagian

5. Bukti Sumpah adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan
atas nama Tuhan. Menurut. Undang-undang terdapat 2 (dua) macam
bentuk sumpah, yaitu sumpah yang menentukan (decissoire eed) dan
tambahan (supletoir eed). Sumpah yang menentukan (decissoire eed)
adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara
kepada pihak lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang
sedang diperiksa oleh hakim.*’ Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang

perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan

# R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. XXVI,
Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994, Pasal 1915.

“Ibid., Pasal 1923.

“"Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 7, (Yogyakarta:
Liberty, 2006), Cet. I, hal. 182-183.
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pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika ia tidak
berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan dikalahkan. Pihak
yang diperintahkan mengangkat sumpah, mempunyai hak untuk
mengembalikan perintah itu, artinya meminta kepada pihak lawannya
sendiri mengangkat sumpah itu. Tentu saja perumusan sumpah yang
dikembalikan itu sebaliknya dari perumusan semula. Jika sumpah
dikembalikan, maka pihak yang semula memerintahkan pengangkatan
sumpah itu, akan dimenangkan oleh hakim apabila ia mengangkat sumpah
itu. Sebaliknya ia akan dikalahkan apabila dia menolak pengangkatan
sumpah itu. Dalam praktek masih ada satu macam alat bukti lain yang
sering dipergunakan, yaitu pengetahuan Hakim dimana merupakan suatu
keadaan yang diketahuinya sendiri oleh Hakim dalam sidang.

Dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

ditentukan 5 (lima) alat bukti yang dimana serupa tetapi memiliki kekuatan yang

berbeda dengan alat bukti pada perkara perdata, yaitu:

1.

Keterangan saksi, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang
berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuanya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang
saksi nyatakan di muka siding pengadilan. Dengan perkataan lain hanya
keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan
yang berlaku sebagai alat bukti yang sah.*8

Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti, hal ini disebabkan tidak
semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai bukti, keterangan
saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang
dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHAP:

a. Yang saksi lihat sendiri

b. Saksi dengar sendiri

c. Dan saksi alami sendiri

d. Serta menyebut alasan dengan pengetahuanya itu.

48Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal

185 ayat (1).
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2. Keterangan Ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang

pengadilan.49 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan

bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang

diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

pemeriksaan, dalam hal ini keterangan tersebut diberikan setelah orang

ahli mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

3. Alat bukti surat adalah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan

atau dengan sumpah , yaitu:

a.

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapanya yang
termuat keterangan tentang kejadian keadaan yang di dengar dilihat
atau yang dialaminya sendiri dengan disertai alat bukti yang jelas dan
tegas tentang keterangan itu.

Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam
tata laksana yang menjadi tangggung jawabnya dan diperuntukkan
bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.

Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahlianya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang dapat diminta
dari padanya.

Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubunganya dengan isi dari alat

pembuktian yang lain.

4. Alat Bukti Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena

persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan

tindak pidana itu sendiri , menandakan telah terjadi suatu tindak pidana .

petunjuk dimaksud hanya diperoleh dari:

a. Keterangan saksi
b. Surat
c. Keterangan terdakwa

“Ibid., Pasal 186.
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Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah
ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan
berdasarkan hati nuraninya.50

5. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang
pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri.

Ada pun alat bukti yang serupa dengan Hukum Acara Perdata adalah alat
bukti dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Sehubungan dengan hal ini demi
kelancaran pemeriksaan suatu sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam
sidang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang bersengketa mengenai
upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan. Dalam hal ini ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo
Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU
5/1986) mengarah pada ajaran pembuktian bebas. Dalam hal ini para pihak dapat
mengajukan alat bukti sebanyak mungkin guna mendukung dalil-dalil yang
diajukan dalam acara pembuktian.

Pasal 100 UU No. 5/1986 menentukan bahwa alat bukti yang dapat dipergunakan
dalam persidangan sengketa TUN adalah :
1. Surat atau tulisan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan secorang
pejabat  umum, yang = menurut peraturan perundang-undangan
berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan
sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di
dalamnya.

b. Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh
pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan
sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di
dalamnya.

c. Surat-surat lainnya yang bukan akta

2. Keterangan ahli merupakan pendapat orang yang diberikan di bawah

sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut

Ibid., Pasal 188.
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pengalaman dan pengetahuannya. Keterangan ahli ini dapat diajukan baik
atas permintaan para pihak yang berperkara maupun atas prakarsa Hakim
karena jabatannya. Yang penting keterangan tersebut dikuatkan dengan
sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang
pengetahuannya/pengalamannya.

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu
berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi
sendiri. Saksi ini dapat diajukan atas permintaan salah satu pihak dalam
perkara. Hakim Ketua sidang dapat juga memerintahkan sesorang saksi
untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Apabila saksi tidak
datang tanpa alasan yang syah meskipun telah dipanggil dengan patut dan
hakim cukup mempunyai alasan untuk menduga bahwa saksi sengaja tidak
datang, Hakim Ketua dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh
polisi secara paksa ke persidangan. Sebelum saksi memberikan
keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama
atau kepercayaannya.

Pengakuan para pihak merupakan salah satu alat bukti juga. Pengakuan
yang diberikan oleh para pihak yang berperkara tidak dapat ditarik
kembali, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima
oleh Hakim.

Pengetahuan Hakim adalah hal-hal yang oleh hakim diketahui dan
diyakini kebenarannya. Dengan perkataan lain, pengetahuan ini harus
diperoleh hakim dalam dan selama persidangan. Untuk menambah
pengetahuan Hakim lazimnya dilakukan pemeriksaan setempat/peninjauan
lokasi atau sidang lapangan. Perlu dijelaskan, hal apa yang harus
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian merupakan
kewenangan untuk menetapkannya. Untuk syahnya pembuktian sekurang-
kurangnya diperlukan dua alat bukti yang diyakini kebenarannya oleh

Hakim.
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2.3. KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM HUKUM DI
INDONESIA

Status Pengadilan Pajak dalam masyarakat hukum, merupakan badan
hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara
masyarakat dan badan-badan tata usaha perpajakan dan berkaitan dengan
keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan perpajakan. Keputusan
tersebut dapat berupa kewajiban melakukan sesuatu dan harus dilaksanakan oleh
seorang atau lebih warga masyarakat atau badan hukum dan harus dilaksanakan
oleh seorang atau lebih warga masyarakat atau badan hukum. Adanya kewajiban
yang ditimbulkan dari tindakan fiskus berupa keputusan atas tindakan tersebut
tidak dapat diterima sehingga menimbulkan perselisihan atau sengketa yang harus
diselesaikan.

Dalam hukum tata usaha negara suatu perselisihan antara masyarakat dan
eksekutif mengenai suatu keputusan yang diterbitkan berada dalam lingkup
hukum publik. Dalam hal ini keputusan yang berkaitan dengan perpajakan adalah
keputusan di bidang hukum tata usaha negara. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan
Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
dikatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak terhadap keberatannya mengenai keputusan yang
ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Pengaturan ini menunjukkan bahwa
putusan dari badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara
maka Pengadilan Pajak merupakan pengadilan vyang berdiri sendiri dan
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pengadilan tingkat pertama bila
dikaitkan dengan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat sifat dan corak perpajakan yang khas, peradilan perpajakan
merupakan peradilan administrasi dalam arti sempit. Pemeriksaan dan putusan
pengadilan ini atas perkara sengketa administrasi murni artinya perkara tersebut
bukan merupakan pelanggaran dalam lingkup pidana dan perdata. Pengadilan
Pajak dibentuk karena adanya sengketa pajak yang tidak dapat diselesaikan

dengan keputusan eksekutif atau pejabat publik dan memerlukan suatu wadah
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yang dapat menjadi penengah dengan memberikan putusan yang adil sesuai
dengan harapan para Wajib Pajak/pengguna jasa kepabeanan atau pabrikan.
Kebijakan penyatuan organisasi, administrasi, dan finansial badan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 21 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
melahirkan pandangan bahwa Pengadilan Pajak merupakan peradilan di luar
sistem peradilan di Indonesia meskipun seharusnya setiap badan peradilan yang
ada merupakan bagian dari Mahkamah Agung. Hal ini sebelumnya ditetapkan
dengan Keputusan Presiden. Sebagai pelaksanaannya telah diterbitkan Keputusan

Presiden Nomor 21 Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung
sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.”

Ketentuan sebagaimana diterbitkan dalam Keputusan Presiden tersebut
diatas telah ~mengatur secara tegas batas waktu pengalihan organisasi,
administrasi, dan finansial badan peradilan ke Mahkamah Agung khususnya
badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha
negara. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Pajak
sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara yang
mempunyai kekhususan tersendiri tidak diatur dalam Keputusan Presiden
dimaksud. Dengan demikian pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan
Pengadilan Pajak tetap dilakukan oleh Departemen Keuangan, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan
untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya
dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada
di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
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Keadaan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan tersebut, menurut hemat
penulis menunjukkan bahwa berdasarkan hukum acara yang diterapkan dalam
Pengadilan Pajak, putusan yang dinyatakan dalam Pengadilan Pajak memiliki
kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini untuk mencapai suatu putusan tersebut,
setiap perkara pajak yang diadili dalam Pengadilan Pajak memiliki kewenangan
untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sama halnya sebagaimana
yang didefinisikan dengan pengertian dari Pengadilan Khusus itu sendiri dalam
Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Hal ini mempunyai arti bahwa sekali
pun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak
dilakukan oleh Departemen Keuangan, namun sebagai sebuah Iembaga,
Departemen Keuangan tidak dapat menjalankan proses peradilan sebagaimana
halnya prinsip peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apakah kedudukan atau posisi Pengadilan
Pajak yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan pembinaan teknis peradilan bagi
Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Pasal 5 ayat (2)
menyatakan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi
Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan sesungguhnya masih
menimbulkan kontroversial. Ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan melalui
doktrin Trias Politika sebagaimana diungkapkan oleh Emmanuel Kant maupun
Montesquieu dan dikembangkan oleh John Locke melalui ajaran Separation of
Power yaitu :

“There can no be liberty when the legislative and executive power are
jointed in the same persons or body of lords because it to be feared that
the monarch or body will make tyrannical laws to be administered in
tyrannical way. Nor is there any liberty if the judicial power is not
separated from the legislative and executive power.”"

Doktrin ini menyatakan bahwa tidak ada kemerdekaan apabila kekuasaan

yudikatif, legislatif, dan eksekutif berada dalam satu tangan atau badan. Apabila

'Edward H. Crane and David Boaz, Cato Handbook For Congres Policy
Recommendation for the 108™ Congres, (Washington D.C.: Cato Institute, 2003), page 79.
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kekuasaan-kekuasaan tersebut berada di satu tangan akan menimbulkan suatu
“tirani”. Tirani menurut Aristoteles merupakan bentuk pemerintahan dimana
kekuasaan berpusat pada satu orang, tetapi penguasa tersebut berusaha
mewujudkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak mengindahkan kesejahteraan
umum.’? Hal ini menyebabkan kekuasaan pemerintahan tersebut tidak boleh
terpusat, dikarenakan dapat menyebabkan suatu kekuasaan absolut. Sehingga
konsep pemikiran masyarakat yang bebas diawali dengan pemisahan kekuasaan
antara kekuasaan legislatif dengan eksekutif maupun yudikatif dengan kekuasaan
legislatif dan eksekutif.

Dari kedudukan Pengadilan Pajak saat ini, sebetulnya telah tercermin
pemisahan antara kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini berada di bawah
Departemen Keuangan dan kekuasaan yudikatif yang berada di bawah Mahkamah
Agung. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang
merdeka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan Pajak sebagai salah satu
pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, kemandirian Hakim Pengadilan
Pajak dalam memutus sengketa perpajakan dijamin oleh Undang-Undang.
Sehingga sekalipun tidak diungkapkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan
bagian dari lembaga yudikatif, tetap saja penyelenggaraannya masih menyerupai
lembaga peradilan lainnya.

Secara normatif pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi
terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pengaturan ini menyebutkan
bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk menjamin sikap tidak
memihak, adil, jujur, dan netral. Dalam penjelasan Pasal 1 ditegaskan bahwa
Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian

bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan

52Tomp Campbell, Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan,
(Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 18-19.
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ekstra yudisial, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa seharusnya
campur tangan dari Departemen Keuangan harus dapat dilepaskan dari Pengadilan
Pajak agar tidak terdapat keberpihakan mengingat salah satu pihak yang
berperkara dalam Pengadilan Pajak adalah Fiskus yang dalam hal ini adalah
Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah Departemen Keuangan. Apabila
pemisahan dilakukan, maka kepastian hukum akan lebih terjamin dikarenakan
tidak ada kemungkinan bagi Pengadilan Pajak untuk memihak kepada Direktorat
Jendral Pajak yang dalam hal ini berkedudukan menjadi tergugat. Dengan
demikian, Hakim dalam setiap perkara perpajakan dapat bertindak bebas demi
tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak.

Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak telah dilakukan oleh
Mahkamah Agung hal ini sesungguhnya menegaskan bahwa keberadaan
Pengadilan Pajak sebagai pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan di
bawah Mahkamah Agung sesuai Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekali pun pembinaan organisasi,
administrasi, dan keuangan merupakan kekuasaan diluar kekuasaan memeriksa
dan memutus perkara, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum, dilakukan
oleh Departemen Keuangan. Kemandirian hakim Pengadilan Pajak dalam
memeriksa dan memutus perkara, dan membuat suatu ketetapan hukum terjaga.
Mengingat sekali pun tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-undang
Pengadilan Pajak, secara teknis dan kekuatan hukum atas Putusan dari Pengadilan
Pajak sama dengan badan peradilan lainnya.

Ada pun parameter untuk menentukan suatu kekuasaan kehakiman yang
merdeka, antara lain bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah
kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi
kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan
membuat suatu ketetapan hukum. Kekuasaan-kekuasaan diluar kekuasaan
memeriksa dan memutus perkara dan membuat ketetapan hukum, dimungkinkan
dicampuri seperti supervisi dan pemeriksaan dari cabang-cabang diluar kekuasaan

kehakiman. Hal ini semakin jelas, bahwa seharusnya Departemen Keuangan
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memiliki keterbatasan kewenangan dengan hanya memberikan penyuluhan pajak
kepada para Hakim dan organ Pengadilan Pajak.

Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pengadilan Pajak
tidak semata-mata karena tidak setuju atau keberatan atas pajak yang terhutang,
tetapi lebih daripada itu adalah untuk kepastian dalam menjalankan kewajiban
Perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan independensi. Unsur
independensi Pengadilan Pajak dapat dilihat dari Pengadilan Pajak bersikap yaitu
seharusnya tidak memihak kepada pihak-pihak yang berperkara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan sebagai berikut :

Pasal 50
(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan,
juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar
untuk mengadili.
(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim
yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa bentuk Putusan Pengadilan Pajak serupa
dengan pengadilan yang diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.
Hal ini disebabkan setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak
tentu berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan perpajakan. Di samping itu pula, Hakim dalam Pengadilan Pajak juga
berwenang untuk melakukan penemuan hukum terhadap kasus-kasus tertentu
yang tidak jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu,
seharusnya tepat bilamana Pengadilan Pajak menjadi bagian dari Kekuasaan
Kehakiman.

Akan tetapi, ketentuan lain mengatakan hal yang berbeda dimana
Pengadilan Pajak tidak lah independen dan masih berada dalam lingkup peradilan
lain. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana yang dimaksud dengan
“pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga,

pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan
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hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan
peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata
usaha negara. Hal ini berarti Pengadilan Pajak sudah diakui dalam sistem
peradilan di Indonesia yang dibawah Mahkamah Agung. Akan tetapi,
indenpendensi dari Pengadilan Pajak itu sendiri masih dianggap berada dibawah
Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal dalam uraian sebelumnya, objek dari
Pengadilan Pajak tidak sama dengan keputusan badan TUN seperti yang menjadi
objek dari Peradilan Tata Usaha Negara.

2.4. HUBUNGAN ANTARA PENGADILAN PAJAK DAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Pada dasarnya Pengadilan Pajak memang mempunyai karakteristik yang
hampir menyerupai Peradilan TUN apabila dilihat dari jenis sengketa (obyek
sengketa) yang dapat diperiksa dan diputus. Pada subyek sengketa terdapat sedikit
perbedaan dikarenakan Peradilan TUN hanya mengakui orang dan badan hukum
perdata saja yang dapat mengajukan perkaranya untuk diperiksa. Sedangkan
Pengadilan Pajak juga mengakui Bentuk Usaha Tetap sebagai salah satu subyek
yang dapat mengajukan perkara untuk diperiksa di Pengadilan Paljak.53 Di sisi lain
sama halnya dengan subyek pada Peradilan Tata Usaha Negara, subyek pada
Pengadilan Pajak dalam keadaan yang tidak seimbang, antara wajib pajak atau
penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Hakim yang independen akan
mengambil peranan untuk membuat keadaan ini mejadi lebih seimbang.

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir
dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, maka dari itu pemeriksaan atas
sengketa pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak dan putusan Pengadilan
Pajak tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima"
yang menyangkut kewenangan atau pun kompetensi. Meskipun demikian, masih

dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

SKelik Pramudya, ‘“Penyelesaian Sengketa Perpajakan Melalui Pengadilan Pajak”,
http://click-gtg.blogspot.com/2009/04/penyelesaian-sengketa-perpajakan.html, diakses pada
tanggal 12 Maret 2010.
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Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di
samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian
terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan
aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan
sekaligus oleh Mahkamah Agung

Hubungan erat antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha
Negara di Indonesia mulai terjadi ketika peradilan pajak dimasukkan ke dalam
salah satu lingkungan peradilan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, setelah adanya Undang-
undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak,
ruang lingkup peradilan pajak dipisahkan dari lingkungan peradilan tata usaha
negara. Hal ini disebabkan Undang-undang ini menyatakan secara tegas bahwa
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak bukan Badan Tata Usaha Negara dan
putusannya berada di luar lingkup tugas dari peradilan Tata Usaha Negara.
Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Pajak termasuk peradilan khusus.

Bilamana ditinjau sebelumnya, ketika Undang-undang Pengadilan Pajak
diundangkan, pengadilan tersebut dinilai inkonstitusional karena bertentangan
dengan amandemen III Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa pengadilan
pajak adalah badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun
1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berarti bahwa
peradilan pajak tidak termasuk dalam salah satu lingkungan peradilan dari empat
lingkungan peradilan yang ada saat ini.*

Akan tetapi bilamana ditinjau dari. Pasal 24 ayat (2), amandemen III
Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 menyatakan
hanya ada empat badan peradilan di bawah MA yang menyelenggarakan

kekuasaan kehakiman. Keempat badan peradilan itu adalah, peradilan umum,

54Nay, “Masuknya Pengadilan Pajak ke Lingkungan TUN Terkesan Dipaksakan”,
http://hukumonline.com/berita/baca/hol9458/masuknya-pengadilan-pajak-ke-lingkungan-tun-
terkesan-dipaksakan, diakses pada tanggal 18 Desember 2010.
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peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Selain itu,
Pengadilan Pajak juga berbeda dengan pengadilan-pengadilan khusus lainnya,
seperti, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM yang keberadaannya di lingkungan
peradilan umum, atau masuk ke salah satu dari keempat lingkungan peradilan
yang ada.

Terkait dengan fungsinya untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, ini
dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Dalam pasal
disebutkan bahwa pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari
keadilan terhadap sengketa pajak. Pemisahan pengadilan pajak dari Kementerian
Keuangan dinilai mendesak untuk dilakukan. Sejumlah kalangan menilai
keberadaan pengadilan pajak pada saat ini bertentangan dengan Undang-Undang

> Hal ini dirasa oleh

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.’
anggota Komite Pengawas Perpajakan Hikmahanto Juwana, jika nantinya
pengadilan pajak dimasukkan dalam salah satu lingkungan peradilan berdasarkan
UU Kekuasaan Kehakiman, maka lebih tepat jika berada dalam lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Hikmahanto Juwana, hal ini juga diakomodir dalam penjelasan
Pasal 15 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa yang dikategorikan sebagai
pengadilan khusus antara lain pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak
asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial
yang berada di lingkungan pengadilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan
peradilan tata usaha negara.’® Dengan kata lain, Pengadilan Pajak bukanlah
peradilan khusus sechingga harus tetap dimasukkan ke dalam lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan amanat Undang-Undang Dasar 1945

yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman.

>Evana Dewi, “Pemisahan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan Dinilai
Mendesak™, http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan keuangan/2010/10/05/brk,20101005-
282709,id.html, diakses pada tanggal 21 Oktober 2010.

%«pemisahan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan Dinilai Mendesak”,
http://pengadilanpajak.com/?m=20101011, diakses pada tanggal 31 Oktober 2010.
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2.5. PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA
2.5.1. SUSUNAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK

Susunan Pengadilan Pajak masih menggunakan susunan lama, yakni
susunan yang pernah digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
sekalipun telah menggunakan Undang-undang Pengadilan Pajak.57 Dalam hal ini,
susunan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas Pimpinan,
Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera.’® Hal ini serupa dengan susunan dari
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) hanya saja susunan ini lebih
menegaskan bahwa badan khusus untuk menyelesaikan sengketa perpajakan
berbentuk badan peradilan. Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri atas seorang ketua
dan paling banyak 5 (lima) orang wakil ketua.” Hakim Pengadilan Pajak diangkat
oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan
setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan ketua dan
wakil ketua diangkat oleh Presiden dari para hakim.”’ Dalam hal ini terdapat
perbedaan dalam susunan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan Pengadilan
Pajak yakni adanya Panitera.

Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh
Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku = Wakil Ketua, Hakim, dan
Sekretaris/Panitera. Pembinaan dan pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi
kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.61 Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa Hakim dalam Pengadilan Pajak merupakan
bagian dari fungsi hakim sebagaimana tercantum dalam Undang-undang
Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi hingga kini timbul pernyataan mengingat
adanya lembaga pengawas lembaga kehakiman yakni Komisi Yudisial yang juga

diminta untuk turut mengawasi Hakim dalam Pengadilan Pajak.

*"Sari Febrina, Op. Cit., hal. 46.

33UU No. 14 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 6
*Ibid., Pasal 7

Ibid., Pasal 8 ayat (1) dan (2)

bid., Pasal 11.
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Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan
hormat, diberhentikan sementara oleh Presiden atas usul Menteri dengan
persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Seorang Hakim yang diberhentikan dari
jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai
negeri.®? Apabila terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dikeluarkan surat
perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Ketua, Wakil Ketua, atau
Hakim dimaksud diberhentikan sementara terlebih dahulu dari jabatannya.
Apabila Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dituntut di muka pengadilan dalam
perkara pidana tanpa ditahan, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud
diberhentikan sementara dari jaba‘[annya.63

Apabila dalam' pemeriksaan terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim
yang telah ditangkap dan ditahan ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana,
Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud dikembalikan ke jabatan semula.
Apabila tuntutan pidana terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim tidak terbukti
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud dikembalikan ke jabatan semula.®

Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dapat ditangkap dan/atau ditahan hanya
atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam
hal:®’

a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
Terkait dengan proses dilakukannya penangkapan dan penahan, Undang-undang
Pengadilan Pajak juga mengatur jangka waktu proses penangkapan dan

penahanan tersebut dapat dilakukan. Pelaksanaan penangkapan atau penahanan

1bid., Pasal 17.
1bid., Pasal 18.
*Ibid., Pasal 19.

Ibid., Pasal 20 ayat (1).
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paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus sudah
dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung.®

Struktur organisasi sekretariat Pengadilan Pajak saat ini, dimana
menggunakan struktur organisasi sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Dalam hal ini Sekretaris membawahi Wakil Sekretaris yang dimana terdapat
Sekretaris Pengganti. Pembidangan Sekretariat terdiri atas Bagian umum, Bagian
Adminstrasi Sengketa Pajak Wilayah I, Bagian Administrasi Sengketa Pajak
Wilayah II, dan Bagian Dokumentasi dan Yurisprudensi. Bagian umum itu sendiri
juga terdiri atas bagian lain berupa Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian
Keuangan, dan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Ada pun Bagian
Administrasi Sengketa Pajak Wilayah I dan II terdiri atas Sub Bagian Banding
dan Gugatan, Sub Bagian Sidang, dan Sub Bagian Putusan. Terakhir Bagian
Dokumentasi dan Yurisprudensi membawahi Sub Bagian Dokumentasi, Sub
Bagian Hubungan Masyarakat, dan Sub Bagian Yurisprudensi.

Pembinaan Pengadilan Pajak dilakukan oleh 2 (dua) instansi, yaitu
Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan.67 Ada pun pembagian tugas
pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung;
2. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh

Departemen Keuangan.

Apabila dilihat dalam pelaksanaannya, maka yang lebih banyak berperan dalam
proses pembinaan tersebut adalah Departemen Keuangan. Salah satu hal yang
menjadi bukti peran penting dari Departemen Keuangan tersebut terletak pada
tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Departemen
Keuangan.

Pengadilan Pajak pada hakekatnya merupakan badan peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak
yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Dalam hal ini ketentuan dalam

Undang-undang Pengadilan Pajak menetapkan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk

%1bid., Pasal 20 ayat (2).

67Ibid., Pasal 5.
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dan memiliki tempat kedudukan tetap di Ibukota Negara Republik Indonesia.®®

Ketentuan ini serupa dengan tempat kedudukan dari Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak (BPSP) yang juga berada di Ibukota Negara. Dengan kata lain, ketentuan
mengenai tempat kedudukan ini tidak diubah ketika Undang-undang Pengadilan
Pajak diberlakukan di Indonesia.

Akan tetapi, Undang-undang Pengadilan Pajak memberikan tempat
dilangsungkannya persidangan terhadap sengketa pajak, mengingat luasnya
wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, sidang Pengadilan Pajak
dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan
di tempat lain. Artinya sekali pun tempat kedudukan Pengadilan Pajak ditentukan
pada Ibukota Negara, apabila domisili terjadinya sengketa perpajakan jauh di luar
wilayah Ibukota Negara dapat dilakukan di tempat kedudukan para pihak yang
bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tempat persidangan tersebut
menyerupai dengan tempat dilangsungkannya persidangan pada pengadilan umum
yang ditentukan berdasarkan tempat kedudukan dari salah satu pihak yang
bersengketa. Akan tetapi, tempat sidang ditetapkan oleh Ketua, sehingga para
pihak yang bersengketa tidak dapat memilih sendiri tempat dilangsungkannya
persidangan. Sehingga menurut penulis, keadaan ini berarti bahwa Pengadilan

Pajak memiliki kompetensi relatif.

2.5.2. KEDUDUKAN HAKIM DALAM PENGADILAN PAJAK

Bilamana ditinjau menurut fungsinya sebagai pemutus perkara, Hakim
dalam Pengadilan Pajak di Indonesia mengambil putusan pada Pengadilan Pajak
berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.®
Dalam hal ini Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian
beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling

sedikit 2 (dua) alat bukti. Ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran

materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh

%81bid. Pasal 3.

%Ibid., Pasal 78.
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karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban
pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang
terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan
oleh para pihak. Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terkait dengan kewenangannya tersebut, maka dalam hal pemeriksaan
dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan
musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua. Apabila Majelis di dalam
mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan
sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang
tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan
Pajak.”’ Pencantuman pendapat Hakim Anggota yang berbeda dalam putusan
Pengadilan Pajak, dimaksudkan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat
mengetahui keadaan dan pertimbangan Hakim Anggota dalam Majelis.

Hakim pada Pengadilan Pajak diharuskan memerlukan tenaga-tenaga
Hakim khusus yang mempunyai keahlian khusus di bidang perpajakan dan
berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain.’' Pada prakteknya hakim pada
pengadilan pajak sebagian besar adalah mantan pejabat pada Departemen
Keuangan pada khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan bukan hakim karir yang
berasal dari sistem pembinaan karir pada umumnya. Selain itu adanya pembinaan
organisasi, administrasi, dan keuangan terhadap hakim pengadilan pajak berbeda
dengan peradilan umum lain yang kescluruhannya ditangani oleh Mahkamah
Agung sedangkan pada Pengadilan Pajak Departemen Keuangan, schingga
dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara.

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan sengketa, akan bertumpu
kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukti dan fakta dalam
persidangan. Akan tetapi dalam praktek persidangan pada Pengadilan Pajak,

ternyata tidak semata-mata memerlukan pengetahuan hukum yang digunakan oleh

"Ibid., Pasal 79.

"Kelik Pramudya, Loc. Cit.
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majelis hakim dalam pemeriksaan. Karakteristik dari Pengadilan Pajak ini
menunjukkan bahwa peradilan perpajakan dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu
selain hukum, seperti ekonomi, keuangan, statistik perdagangan internasional
hingga manajemen dan psikologi. Hal inilah yang mengharuskan para hakim
dalam Pengadilan Pajak untuk mempunyai dasar pengetahuan yang berasal dari
aneka ragam disiplin. Pengetahuan hakim ini diharapkan akan memperkuat
keyakinan hakim akan kebenaran pendapatnya dalam pemeriksaan yang dilakukan

atas masalah sengketa perpajakan.

2.5.3. KEWENANGAN PENGADILAN PAJAK
Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memutus perkara mengenai
sengketa pajak. Pasal 1 butir 5 undang-undang ini menyebutkan pengertian

sengketa pajak merupakan:

“Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan
antara  Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang
berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan
banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan
penagih7azn berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.”

Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir
dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Hal ini berarti bahwa Pengadilan
Pajak serupa fungsi dan kewenangannya seperti halnya peradilan umum.
Kewenangan pengadilan pajak tertera dalam Bab IIl tentang Kekuasaan
Pengadilan Pajak. Pasal 31 menjelaskan beberapa hal yang tertera sebagai berikut
ini ;"

1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan

memutus sengketa pajak;

2UU No. 14 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 1.

"Ibid., Pasal 31.
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2. Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus
sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

3. Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa
atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau
keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Selain pengaturan yang tercantum dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak juga
mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 yang
berbunyi sebagai berikut.

1. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan
hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang
Pengadilan Pajak;

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dangan Keputusan Ketua.”

Pengadilan Pajak juga berwenang memanggil pihak ketiga untuk
keperluan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi

sebagai berikut :

“Untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, Pengadilan Pajak dapat
memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan
sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.””

Kekuasaan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa
pajak meliputi semua jenis sengketa pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat,
termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu,

"bid., Pasal 32.

"Ibid., Pasal 33.
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pada bagian Penjelasan Undang-undang Pengadilan Pajak, diuraikan bahwa
Pengadilan Pajak yang diatur dalam ketentuan tersebut bersifat khusus
menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan. Dengan
demikian, hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kekhususan
Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:’®

1. Sidang peradilan pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka,
namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon
banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup, sedangkan
pembacaan Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka
untuk umum;

2. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga hakim
khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah
Sarjana Hukum atau sarjana lain;

3. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak tidak terbatas pada
sengketa pajak melainkan hal-hal yang menyangkut pelaksanaan peraturan
pajak beserta kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah;

4. Putusan Pengadilan Pajak memuat penctapan besarnya terutang dari Wajib
Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak
langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang
yang dikenakan kepadanya.

Sebagai akibat jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis
putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan
sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih
harus dibayar. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di
atas, Undang-undang Pengadilan Pajak mengatur pula hukum acara tersendiri
untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak. Perihal hukum acara ini diatur dalam
Bab III tentang Hukum Acara.

Oleh karena karakteristiknya yang unik, maka sifat Pengadilan Pajak
adalah tidak harus in persona (para pihak harus dihadirkan). Dalam Pengadilan
Pajak yang diperiksa hanyalah dokumen, yaitu berupa laporan keuangan, rekening

bank, data transaksi, mengenai omzet, dan sebagainya. Kedudukan Pengadilan

"Ibid., Penjelasan Umum.
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Pajak yang hanya bertempat di Jakarta tidak menjadi penghalang bagi para wajib
pajak dan fiskus yang berdomisili di luar Jakarta dan luar Pulau Jawa untuk dapat
menyelesaikan sengketa pajak masing-masing. Hal ini didasarkan pada ketentuan

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak yang berbunyi :

“Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila
perlu dapat dilakukan di tempat lain.”

Sementara tempat sidang yang dimaksud dalam pasal tersebut ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan Pajak. Pelaksanaan Pengadilan Pajak belum sepenuhnya
berjalan lancar, hal ini disebabkan pada September 2004, seorang pengusaha
mengajukan permohonan uji materiil atau judicial review atas Undang-undang
Pengadilan Pajak tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon merasa
dirugikan oleh beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut
dan beberapa pasal ia anggap bertentangan dengan UUD 1945.

Dr. Lodewijk Gultom dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
berpendapat bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-undang melanggar asas praduga tak
bersalah. Pasal tersebut menentukan wajib pajak yang ingin mengajukan banding
diharuskan terlebih dahulu membayar 50 persen dari jumlah pajak terutang.
Kewajiban ini seolah-olah mengesankan bahwa wajib pajak sudah bersalah atau
mengakui kesalahannya.

Selain  itu, menurutnya, Pengadilan Pajak merupakan bentuk
penggabungan kekuasaan yudikatif di bawah legislatif. Ia berpendapat bahwa
Undang-undang ini memuat materi yang melegitimasi kekuasaan pemerintahan
terhadap warga negara. Oleh karena itu, perlu ada kontrol atau pengawasan dari
legislatif dan yudikatif terhadap pengadilan pajak. Hakim-hakim Pengadilan Pajak
ia nilai belum diawasi secara baik schingga warga negara selaku wajib pajak
sering dikorbankan.”” Sebaiknya, ketergantungan hakim-hakim tersebut pada
Menteri Keuangan harus diputus agar dapat independen dalam memutus sengketa

pajak. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap memutuskan bahwa

"T«pengawasan  terhadap  Hakim-hakim Pengadilan Pajak Belum Berjalan,”
http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11117&cl=Berita, diakses pada tanggal 30 Agustus
2010.
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Undang-undang Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik
secara materiill maupun formil pembentukannya, sehingga undang-undang ini
tetap berkuatan hukum mengikat.

Putusan tentang ditolaknya permohonan uji materiil atas Undang-undang
tersebut disertai rekomendasi yang tertuang dalam dissenting opinion (pendapat
berbeda) dari tiga orang hakim konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-
undang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945. Tiga dari sembilan
hakim konstitusi tersebut, yaitu “Pengawasan terhadap Hakim-hakim Pengadilan
Pajak Belum Berjalan.” Abdul Mukhtie Fadjar, M. Laica Marzuki, dan Maruarar
Siahaan merekomendasikan pembuat undang-undang untuk merevisi Undang-
undang Pengadilan Pajak agar sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di
bawah satu atap, sebagaimana diamanatkan oleh Amandemen UUD 1945.
Demikianlah fakta-fakta yang terjadi seputar pelaksanaan Pengadilan Pajak di
Indonesia dengan Undang-undang Pengadilan Pajak sebagai dasar dan
landasannya. Segala yang positif diharapkan dapat bertahan demi kemajuan dunia
perpajakan tanah air. Sedangkan kekurangan-kekurangan yang masih ada
diharapkan dapat terkoreksi seiring dengan sedang dibahasnya Rancangan
Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang baru dirancang oleh Iembaga
legislatif.”®

Dalam Undang-undang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan
Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum
tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan
Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan ke Mahkamah Agung merupakan
upaya hukum luar biasa, disamping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang
vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek
penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa
perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahakamah Agung. Proses peninjauan
kembali melalui Pengadilan Pajak hanya sebatas prosedur pelayanan administrasi

yang perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam Undang-undang ini

78“Undang-Undang Pengadilan Pajak  Harus  Direvisi,”  <http://www.kanwil
pajakwpbesar.go.id/berita.php?cmd=detail&id=20041215135500>, diakses pada tanggal 20
Oktober 2010.
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diatur pembatasan waktu penyelesaian, baik di tinggat Pengadilan Pajak maupun

di tingkat Mahkamah Agung.79

PA. Hidayat, “Sekilas Keberadaan Pengadilan Pajak”, <http://www.setpp.depkeu.go.id
/DataFile/PPBerita/SEKILAS%2520KEBERADAAN%2520PENGADILAN%2520PAJAK.Doc>,
diakses pada tanggal 10 Desember 2010.

Universitas Indonesia

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012



63

BAB 3
HUKUM ACARA PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

3.1. PROSES BERACARA PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

Penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dapat dilakukan melalui
2 (dua) cara, yaitu melalui Banding dan Gugatan. Pengaturan sehubungan dengan
Banding pada Pengadilan Pajak, seluruhnya diatur menurut ketentuan Pasal 35
sampai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang
Pengadilan Pajak. Upaya Hukum Banding dilakukan terhadap sengketa pajak
yang terjadi namun terbatas pada sengketa yang telah diajukan pada waktu yang
bersangkutan mengajukan keberatan. Dalam hal ini, pengajuan permohonan
Banding atau Gugatan yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pada tahap
awal beracara di Pengadilan Pajak dilakukan secara tertulis, pemohon Banding
atau penggugat hendaknya benar-benar dapat membuktikan bahwa dirinya adalah
pihak yang memang berhak mengajukan permohonan Banding atau Gugatan.
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak dapat
mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan
mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sedangkan dalam Gugatan dalam Pengadilan Pajak seluruhnya diatur
menurut ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14
Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Terkait dengan pengaturan tersebut,suatu
gugatan, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan alasan
sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23
ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,

selain yang ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
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Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil,
dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang
dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang

telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak berbeda dengan penyelesaian
sengketa perkara perdata di pengadilan umum maupun sengketa perkara tata
usaha di Peradilan TUN. Di bawah ini akan diuraikan mengenai tatacara beracara

di Pengadilan Pajak.

3.1.1. BANDING

Banding dalam Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yang dapat
dilakukan ketika seseorang merasa tidak puas dengan penyelesaian administratif
atas proses keberatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak. Permohonan
Banding dapat diajukan sendiri oleh wajib pajak, ahli waris, seorang pengurus,
atau kuasa hukumnya.’” Kemudian, apabila selama proses Banding, pemohon
Banding meninggal dunia, maka Banding dapat diajukan oleh ahli warisnya,
kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding
pailit.81 Apabila selama proses Banding, pemohon Banding melakukan
penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pemekaran usaha atau likuidasi,
permohonan Banding dapat diajukan oleh pihak yang menerima pertanggung
jawaban atas penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau
karena likuidasi dimaksud.*

Surat Banding diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Direktur Jendral
Pajak mengenai keberatan perpajakan yang diajukan Banding, atau 60 (enam

puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Direktur Bea dan Cukai

90U No. 14 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 37 ayat (1).
811bid., Pasal 37 ayat (2).

2Ibid., Pasal 37 ayat (3).
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mengenai keberatan kepabeanan dan cukai. Yang dimaksud dengan jangka waktu
3 (tiga) bulan adalah dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan
tanggal Surat Banding dikirim oleh pemohon Banding.

Pengajuan Banding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengikat
apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaan
pemohon Banding. Hal ini pada prinsipnya dimaksudkan agar pemohon Banding
mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan Banding beserta
alasan-alasannya. Namun apabila ternyata jangka waktu yang dimaksud tersebut
tidak dipenuhi oleh pemohon Banding disebabkan oleh alasan di luar
kekuasaannya (force majeur), maka jangka waktu dimaksud dapat
dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.83 Namun, saat awal dan akhir
penghitungan tenggang waktu dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan
akibat yang timbul apabila permohonan Banding diajukan melampaui waktu yang
ditentukan berdampak pada permohonan Banding tersebut tidak dapat diterima
(fatale termijn).

Selain menyangkut jangka waktu mengajukan permohonan Banding,
terdapat beberapa syarat lain yang harus dipenuhi, yakni:

1. Terhadap satu keputusan hanya dapat diajukan satu Surat Banding;84

2. Banding diajukan dengan disertai -alasan-alasan yang jelas dan
mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.85 Dalam
menguraikan alasan permohonan Banding tersebut harus benar-benar jelas
terhadap hal apa yang bersangkutan keberatan dan apa alasannya. Sebab
tahap awal proses beracara di Pengadilan Pajak dilakukan secara tertulis.

Pada persidangan, yang akan diperdalam adalah masalah yang

dikemukakan dalam surat permohonan dan jawaban (bantahan) pejabat

(terbanding). Sistem tertulis seperti ini ada baiknya, terutama bagi wajib

pajak yang tempat kedudukannya jauh dari Jakarta, ia tidak perlu hadir

sendiri. Akan tetapi yang bersangkutan harus pandai menguraikan

83Ibid., Penjelasan Pasal 35 ayat (3).
¥Ibid., Pasal 36 ayat (1).

Ibid., Pasal 36 ayat (2).
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alasannya dengan baik. Bagi wajib pajak yang tidak mempunyai
kemampuan seperti itu, akan berada dalam posisi yang sulit, kecuali yang
bersangkutan hadir dalam persidangan atau Hakim berusaha keras
memahami  permasalahannya. Namun bila cara ini dilakukan,
kemungkinan subjektifitas Hakim akan terdapat di dalamnya;

3. Melampirkan salinan Keputusan yang dibanding;™

4. Atas jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% (lima puluh
persen) terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan,
yakni sebagaimana dikatakan oleh Ali Kadir, S.H., M.Sc. yakni Syarat
bahwa utang pajak yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum pada
keputusan yang diajukan Banding harus telah dibayar paling tidak sebesar
50% (lima puluh persen), dianggap tidak sesuai dengan apa yang diatur
menurut sistem peradilan.”’ Dalam hal ini bagi pencari keadilan bukan
permasalahan persentase yang harus dilunasi, akan tetapi apakah ada
kemungkinan yang bersangkutan untuk mampu membayarnya, terutama
bilamana jumlah utang pajak yang masih harus dibayar sangat besar dan
berada diluar jangkauannya, berarti yang bersangkutan tidak akan mampu
membayarnya. Disamping itu pula persyaratan 50% (lima puluh persen)
tidak terbuka cara lain, kecuali harus ada pembayaran sebesar 50% (lima
puluh persen). Hanya bukti pemindahbukuan yang dapat diakui®®;

5. Melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bea Cukai
(SSBC), bukti pelunasan SPPT PBB, atau bukti pelunasan pajak,
sepanjang Banding diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);

6. Melampirkan data dan bukti-bukti pendukung. Data dan bukti pendukung
dan bukti pendukung yang dilampirkan sangat berkaitan erat dengan
materi yang diajukan Banding dan alasan yang dikemukakan. Semakin

cermat pemohon Banding menyusun Banding dan mengemukakan

*Ibid., Pasal 36 ayat (3).

YAl Kadir, “Proses Beracara Pengadilan Pajak”, Makalah disampaikan pada kuliah
umum Pengantar Hukum Pajak, Depok, 12 Nopember 2002, hal. 34.

8 bid.

Universitas Indonesia

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012



67

alasannya, akan semakin banyak data dan bukti pendukung yang
dilampirkan. Dengan semakin lengkap data dan bukti pendukung tersebut
Hakim dengan sendirinya akan menjadi lebih jelas dan paham mengenai

duduk perkara sengketa pajak yang harus diperiksanya.

Ketentuan tersebut dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun
2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terdapat
perubahan, dimana ketentuan yang mengatur bahwa banding dapat diajukan
apabila terlebih dahulu wajib pajak membayarkan 50% dari hutang pajaknya telah
dinyatakan tidak berlaku. Hal ini disebabkan, ketentuan Pasal 25 ayat (10) KUP

menyatakan sebagai berikut:

Pasal 25
9. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
10. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administrasi berupa denda sebesar 50%  (lima puluh persen) sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.

Hal ini berarti bahwa, ketentuan yang mewajibkan adanya pembayaran 50 % dari
hutang pajak tidak diberlakukan. Menurut hemat penulis, hal ini cukup menjamin
kepasti hukum mengingat apabila Wajib Pajak hendak mengajukan banding pada
Pengadilan Pajak, menunjukkan bahwa keberatan atas hutang pajak yang
dinyatakan oleh Fiskus masih hendak disengketakan atau diajukan upaya hukum.
Dengan kata lain, hutang pajak tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap
karena masih ditempuh upaya hukum selanjutnya.

Apabila dalam pemrosesan di Sekretariat Pengadilan Pajak, sekretaris
(panitera) menemukan pengajuan Banding yang persyaratannya tidak lengkap
atau kurang lengkap, maka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Banding

disampaikan, sekretaris menerima pemberitahuan tersebut kepada pemohon
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Banding. Dalam hal ini sebaiknya pemohon Banding dapat melengkapi
permohonan bandingnya yang kurang lengkap atau belum memenuhi persyaratan
tersebut, paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan
Banding.

Terhadap Banding, pemohon Banding dapat mengajukan surat pernyataan
pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Banding yang dicabut tersebut kemudian
dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan
pencabutan tersebut diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan dilakukan dengan
putusan Majelis atau Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat
pernyataan pencabutan tersebut diajukan dalam sidang atas persetujuan

terbanding.”

3.1.2. GUGATAN

Gugatan adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan pelaksanaan
penagihan yang dapat diajukan gugatan sepanjang diatur dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Gugatan dapat diajukan oleh
penggugat sendiri, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan
menyertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima putusan yang
digugat serta melampirkan salinan dokumen yang pelaksanannya digugat (surat
paksa, sita, dan lain-lain). Kemudian apabila selama proses Gugatan penggugat
dalam hal ini meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya atau
kuasa hukum yang ditunjuk dan dipercaya oleh para ahli warisnya, atau
pengampunya dalam hal penggugat pailit.”” Apabila selama proses Gugatan,
penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran
usaha, atau likuidasi, maka permohonan tersebut dapat diajukan oleh pihak yang
menerima pertanggung jawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan
atau pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Berikut ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan

Gugatan yaitu: ol

¥UU No. 14 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 39.

Ibid., Pasal 21.
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1. Surat Gugatan diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia;”

2. Diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan
penagihan atau tiga puluh hari sejak keputusan selain pelaksanaan
penagihan pajak diterima.”> Jangka waktu tersebut tidak mengikat dan
dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari apabila terdapat keadaan
memaksa yang terjadi diluar kekuasaan dan/atau kesalahan penggugat
(force majeur);94

3. Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu Keputusan hanya dapat
diajukan satu Surat Gugatan.”

Terhadap Gugatan yang diajukan, penggugat dapat mengajukan surat pernyataan
pencabutan pada Pengadilan Pajak.96 Gugatan yang dinyatakan untuk dicabut
kemudian dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan Ketua Pengadilan Pajak,
yang dalam hal ini bilamana surat pernyataan pencabutan tersebut diajukan
sebelum sidang atau melalui proses pemeriksaan sidang dengan acara cepat oleh
Majelis Hakim atau Hakim Tunggal bilamana persyaratan permohonan
pencabutan tersebut diajukan setelah sidang dan harus dengan persetujuan
tergugat.97 Dan terhadap Gugatan yang telah dicabut tidak dapat diajukan Gugatan
kembeali.

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak tidak menunda atau
menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan
lainnya. Meskipun begitu, apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan
penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan, maka penggugat dapat

mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak

*'Ibid. Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3).
2Ibid., Pasal 40 ayat (1).

Ibid., Pasal 40 ayat (2) dan (3).
**Ibid., Pasal 40 ayat (4) dan (5).
Ibid., Pasal 40 ayat (6).

**Ibid., Pasal 42 ayat (1).

"Ibid.
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dimaksud ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan sampai ada
putusan Pengadilan Pajak. Permohonan ini dapat diajukan bersamaan dengan

diajukannya Gugatam.98

3.2. ACARA PERSIDANGAN DALAM PENGADILAN PAJAK

Persidangan dalam Pengadilan Pajak berbeda dengan peradilan lainnya
dimana terdapat prosedur khusus yang pada dasarnya tidak dilakukan pada badan
peradilan lainnya. Persidangan Pengadilan Pajakdiawali dengan adanya keberatan
yang diajukan terlebih dahulu. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang
dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak
dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Keberatan harus
diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan
pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecuali apabila
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.”

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak,
Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Keberatan yang tidak
memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai
Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau
tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan,
Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang

menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau

%1bid., Pasal 43.

%UU 28 Tahun 2007, Op. Cit., Pasal 25.
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pemungutan pajak. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan
permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) tidak dikenakan.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Keputusan Direktur
Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus
dibayar. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak,
Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan pajak tersebut. Apabila jangka waktu telah terlampaui dan Direktur
Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Putusan Pengadilan Pajak
merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha
negara.'” Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan
diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan
banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis

hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan. Dalam

191hid., Pasal 26.
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hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak, atas jumlah
pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan
keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak. Jumlah pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang
sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. Dalam hal permohonan banding
ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan
peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang
masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan
Kembali; atau

b. Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali.

Imbalan bunga juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan

kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

b. Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan
diterbitkannya ~ Surat Keputusan  Pembetulan, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak; atau

c. Untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa
denda dan/atau bunga sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan
Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan  Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh

permohonan Wajib Pajak.

3.2.1. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA DAN PEMERIKSAAN

ACARA CEPAT

Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan
atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau
Surat Gugatan. Dalam hal pemohon Banding mengirimkan surat atau dokumen
susulan kepada Pengadilan Pajak, jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung
sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.

Selanjutnya terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding

atau Surat Tanggapan dalam jangka waktu sebagai berikut:'""
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a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau

b. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.
Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak
dikirim kepada pemohon Banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari sejak tanggal diterima. Pemohon Banding atau penggugat dapat
menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding atau Surat
Tanggapan. Salinan Surat Bantahan dikirimkan kepada terbanding atau tergugat,
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan.
Apabila terbanding atau tergugat, atau pemohon Banding atau penggugat tidak
memenuhi ketentuan tersebut diatas, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan
pemeriksaan Banding atau Gugatan.

Pemohon Banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua
untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan. Ketua
menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim atau Hakim Tunggal
untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Dalam hal pemeriksaan dilakukan
oleh Majelis, Ketua menunjuk salah seorang Hakim sebagai Hakim Ketua yang
memimpin pemeriksaan Sengketa Pajak. Majelis atau Hakim Tunggal bersidang
pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada
pihak yang bersengketa. Majelis/Hakim Tunggal sudah mulai bersidang dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding. Dalam hal
Gugatan, Majelis/Hakim Tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3

(tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat Gugatan.

3.2.2. PEMERIKSAAN ACARA BIASA

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang
Pengadilan Pajak yang dilakukan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis.
Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan
terbuka untuk umum. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis
melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau

Gugatan. Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas

'1bid., Pasal 45 ayat (1).
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sepanjang bukan merupakan persyaratan, kelengkapan dan/atau kejelasan
dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.

Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri
dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda
sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan
salah seorang Hakim atau Panitera pada Majelis yang sama. Hakim Ketua, Hakim
Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila
terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau
hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pemohon Banding atau
penggugat atau kuasa hukum. Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera harus
diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus,
putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera
disidangkan kembali dengan susunan Majelis dan/atau Panitera yang berbeda.
Dalam hal hubungan keluarga sedarah, semenda, atau hubungan suami istri
diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus,
sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
terhitung sejak diketahuinya hubungan dimaksud.

Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera
Pengganti wajib mengundurkan diri dari  suatu persidangan apabila
berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu sengketa yang
ditanganinya. Pengunduran diri dapat dilakukan atas permintaan salah satu atau
pihak-pihak yang bersengketa. Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri
apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat. Hakim Ketua, Hakim Anggota,
Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti harus diganti dan apabila tidak
diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan
dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera
disidangkan kembali dengan susunan Majelis dan Panitera, Wakil Panitera, atau
Panitera Pengganti yang berbeda, kecuali putusan dimaksud telah melampaui
jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal kepentingan langsung atau tidak langsung
diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus,
sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

terhitung sejak diketahuinya kepentingan dimaksud.
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Hakim Ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil
pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan. Dalam hal
pemohon Banding atau penggugat memberitahukan akan hadir dalam persidangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Hakim Ketua memberitahukan tanggal
dan hari sidang kepada pemohon Banding atau penggugat. Selanjutnya, Hakim
Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang

bersengketa.' 02

Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai
hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding atau penggugat dalam Surat
Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat Bantahan. Apabila Majelis
memandang perlu dan dalam hal pemohon Banding atau penggugat hadir dalam
persidangan, Hakim Ketua dapat meminta pemohon Banding atau penggugat
untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa
Pajak.

Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan,
Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya
dalam persidangan. Saksi yang diperintahkan oleh Hakim Ketua wajib datang di
persidangan dan tidak diwakilkan.'” Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah
dipanggil dengan patut dan Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar
keterangan saksi, Hakim Ketua melanjutkan persidangan. Apabila saksi tidak
datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil
dengan patut, dan Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka
bahwa saksi sengaja tidak datang, serta Majelis tidak dapat mengambil putusan
tanpa keterangan dari saksi dimaksud, Hakim Ketua dapat meminta bantuan polisi
untuk membawa saksi ke persidangan. Biaya untuk mendatangkan saksi ke
persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak
yang meminta.

Dalam hal ini, saksi dipanggil ke persidangan secorang demi seorang.
Hakim Ketua menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau

tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan,

1%1bid., Pasal 54 ayat (1).

'%1bid., Pasal 55 ayat (3).
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derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan pemohon
Banding/penggugat atau dengan terbanding/tergugat. Sebelum memberi
keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau
kepercayaannya. Terkait dengan hal itu, keterangan saksi yang tidak boleh
didengar keterangannya adalah:'"
a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau
ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
b. Istri atau suami dari pemohon Banding atau penggugat meskipun sudah
bercerai;
c. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
d. Orang sakit ingatan.
Apabila dipandang perlu, Hakim Ketua dapat meminta pihak untuk didengar
keterangannya. Akan tetapi pihak-pihak tersebut memiliki hak untuk dapat
menolak permintaan Hakim Ketua untuk memberikan keterangan. Setiap orang
yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu
sechubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan
kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.

Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan
melalui Hakim Ketua. Apabila pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan
Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.'®
Apabila pemohon Banding atau penggugat atau saksi tidak paham Bahasa
Indonesia, Hakim Ketua menunjuk ahli alih bahasa. Sebelum melaksanakan tugas
mengalihbahasakan yang dipahami oleh pemohon Banding atau penggugat atau
saksi ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya, ahli alih bahasa dimaksud
diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Orang yang
menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam
sengketa dimaksud.

Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu

dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai

1%Ibid., Pasal 56 ayat (1).

'%1bid., Pasal 60 ayat (2).
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bergaul dengan pemohon Banding atau penggugat atau saksi, sebagai ahli alih
bahasa. Sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa diambil sumpah atau
janji menurut agama atau kepecayaannya. Dalam hal pemohon Banding atau
penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim
Ketua dapat memerintahkan Panitera menuliskan pertanyaan atau teguran kepada
pemohon Banding atau penggugat atau saksi, dan memerintahkan menyampaikan
tulisan itu kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi dimaksud, agar ia
menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus
dibacakan.

Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam
persidangan dengan dihadiri oleh terbanding atau tergugat. Apabila terbanding
atau tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak dapat datang tanpa alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan, saksi diambil sumpah atau janji dan didengar
keterangannya tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat. Dalam hal saksi yang
akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat
dibenarkan oleh hukum, Majelis dapat datang ke tempat tinggal saksi untuk
mengambil sumpah atau janji dan mendengar keterangan saksi dimaksud tanpa
dihadiri oleh terbanding atau tergugat. Apabila suatu sengketa tidak dapat
diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari
persidangan  berikutnya yang ditetapkan. Hari persidangan  berikutnya
diberitahukan kepada terbanding atau tergugat dan dapat diberitahukan kepada
pemohon Banding atau penggugat. Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir
pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia
telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh

terbanding atau tergugat.

3.2.3. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

Selanjutnya bentuk acara dalam Pengadilan Pajak yang terakhir adalan
pemeriksaan dengan acara cepat yang dilakukan oleh Majelis atau Hakim
Tunggal.m(’ Pemeriksaan dengan acara cepat pada Pengadilan Pajak dilakukan

terhadap:
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a. Sengketa Pajak tertentu;
b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu;
c. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan format putusan atau kesalahan
tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
d. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan
wewenang Pengadilan Pajak.
Sengketa Pajak tertentu adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya
tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-undnag Pajak. Pemeriksaan

dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak

3.3. SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN
Pembuktian dapat dikaji dalam berbagai hukum acara, baik hukum acara
pidana, perdata, maupun peradilan pajak. Secara dogmatik, aspek pembuktian
yang menggunakan peranan hakim tersebut umumnya terdapat dalam hukum
acara pidana. Dalam hal ini hakim memegang peranan menentukan untuk
menyatakan seseorang bersalah.'”” Berdasarkan penjatuhan putusan tersebut,
maka terdapat beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian
adalah sebagai berikut:
1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka atau Conviction-in
Time.
Sistem pembuktian yang didasarkan atas keyakinan hakim belaka atau disebut
juga conviction-in time, merupakan salah satu teori pembuktian yang dimana
menentukan salah tidaknya seorang, semata-mata ditentukan oleh penilaian
keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan
terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak
menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan
hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa
juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung

menarik keyakinan dari alat bukti berupa keterangan atau pengakuan.log

'%Ibid., Pasal 65.
197Lilik Mulyadi, Op. Cit. , him. 158.

108 Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 277.
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Sistem pembuktian conviction-in time ini, terkadang mengandung kelemahan.
Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata
atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.
Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang
dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat
bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi,
dalam sistem pembuktian conviction-in time, sekalipun kesalahan terdakwa
sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh
keyakinan hakim.'"

Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat
bukti yang sah, pihak tergugat atau pun terdakwa bisa dinyatakan bersalah,
semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dominan
atau yang paling menentukan salah atau tidaknya tergugat atau terdakwa.
Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan
tergugat atau terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud
kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.''” Sistem ini memberi

kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.""

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis
atau Conviction-Raisonee.
Sistem ini pun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan
penting  dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam
sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem
pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas
maka pada sistem conviction-raisonee, - keyakinan hakim harus didukung

dengan alasan-alasan yang jelas.''?

109 1hig,

"07hid,

" Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1985), him. 231.

12 Yahya Harahap, Loc. Cit
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Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari
keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam
sistem conviction-raisonee, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan
reasoning itu harus beralasan (reasonable), yakni berdasar alasan yang dapat
diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis
dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan
yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.'"”® Sistem atau teori
pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk

menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie).''

Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif atau Positief
Wettelijke Stelsel.

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang
ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya
tergugat atau terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang
sah. Terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-
undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan
keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan
tergugat atau terdakwa, bukan menjadi masalah.'"’

Menurut D. Simons, pada hakikatnya, sistem atau teori pembuktian
berdasarkan undang-undang secara positif (positicf wettelijke bewijs theorie)
ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan
mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang

116
keras.

Pemeriksaan perkara oleh hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai
pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang
diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim

majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan

'3 Ibid., hlm. 278.
"% Andi Hamzah, Loc. Cit.
"5 Yahya Harahap, Loc. Cit.

"6 Lilik Mulyadi, Op. Cit., hlm. 193.
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alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan
menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.''’

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada
prinsip penghukuman berdasarkan hukum. Pengertian ini dapat diartikan
bahwa penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan
di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang
berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika
apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-
alat bukti yang sah menurut undang-undang.''® Sistem ini, disebut juga teori

pembuktian formal (formele bewijstheorie).'"”

Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif atau Negatief
Wettelijke Stelsel

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori
antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan
sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time.'?°
Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang tergugat atau terdakwa
ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan
alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini, memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah
atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur
tersebut, misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah
menurut undang-undang, kesalahan tergugat atau terdakwa cukup terbukti,

tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim tidak yakin akan kesalahan

terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.'*’

17 Yahya Harahap, Loc. Cit.

"8 bid.
" Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 229.
120 Yahya Harahap, Loc. Cit.

121

Ibid., hlm. 279.
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Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah
melakukan kejahatan yang didakwakan, akan tetapi keyakinan tersebut tidak
didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat
bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti inipun terdakwa
tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen
tersebut harus saling mendukung.'*?

Terkait dengan hal tersebut, Wirjono Projodikoro berpendapat, bahwa sistem
pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk)
sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah
selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk
dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, sebaiknya hakim tidak
diperkenankan untuk terpaksa menjatuhkan suatu sanksi pidana kepada orang
tertentu sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah
berfaecdah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun
keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh

hakim dalam melakukan peradilam.123

3.4. PEMBUKTIAN DALAM PENGADILAN PAJAK DI INDONESTA
Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas dalam hal ini
Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat

% Dalam hal ini, hakim

atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.'
menentukan putusan atas perkara tersebut berdasarkan beberapa hal terkait
dengan kebutuhan pembuktian tersebut yaitu berupa :
1. Hakim harus menentukan hal-hal apakah yang harus dibuktikan;
2. Hakim sebagai pemutus perkara harus mempertimbangkan pula beban
pembuktian;

3. Selain itu, mengingat pengetahuan hakim diperuntukkan bagi pembuktian

dan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

122 .

Ibid

123 Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 235.

124Ibid., Penjelasan Pasal 69 ayat (1)
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Undang-undang Pengadilan Pajak, maka harus dipertimbangkan pula

penilaian pembuktian.

Untuk sahnya pembuktian atas perkara perpajakan yang telah sedang diperiksa
oleh pengadilan pajak, maka dibutuhkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.'” Hal
ini ditentukan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas
yang dianut perpajakan.

Oleh sebab itu, maka Hakim dituntut untuk mengupayakan apa yang harus
dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak, dan sah
tidaknya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun hal ini tidak
terbatas pada fakta yang telah diajukan oleh para pihak. Dengan kata lain, dalam
persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding
atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, yang belum
diungkapkan. 126

Terkait dengan dibutuhkannya alat bukti tersebut, maka alat bukti yang
diperuntukkan dalam pembuktian dalam Pengadilan Pajak terdiri atas 5 (lima)
buah alat bukti. Alat bukti yang dipergunakan dalam Pengadilan Pajak adalah
Surat atau Tulisan, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Pengakuan Para Pihak,
dan Pengetahuan Hakim.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, bahwa Pengadilan Pajak memiliki
karakteristik yang berbeda dengan badan peradilan lainnya maka untuk
mempermudah dalam memahami kekhususan alat bukti pada Pengadilan Pajak,
berikut ini akan diuraikan tabel mengenai perbandingan alat bukti pada
Pengadilan Pajak dengan alat bukti yang dipergunakan pada sistem peradilan

lainnya:

1251bid., Pasal 76.

126Ibid., Penjelasan Pasal 76.
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Badan Peradilan

Dasar Hukum

Alat Bukti

Pengadilan Perdata

Pasal 164 HIR
Pasal 284 RBg
Pasal 1866 BW

A

Bukti Tertulis
Bukti Saksi

Bukti Persangkaan
Bukti Pengakuan
Bukti Sumpah

Pengadilan Pidana

Pasal 184 (1) KUHAP

g LN

Keterangan Saksi
Keterangan Ahli
Surat

Petunjuk

Keterangan Terdakwa

Peradilan = Tata Usaha

Negara

Pasal 100 UU No. 5
Tahun 1986

S B

Surat atau tulisan
Keterangan Ahli
Keterangan Saksi
Pengakuan Para Pihak

Pengetahuan Hakim

Pengadilan Pajak

Pasal 69 UU No. 14
Tahun 2002

P SR

Surat atau tulisan
Keterangan Ahli
Keterangan Para Saksi
Pengakuan Para Pihak

Pengetahuan Hakim

Berdasarkan tabel yang diuraikan tersebut, alat bukti yang dipergunakan pada

Pengadilan Pajak memiliki kesamaan dengan alat bukti yang dipergunakan dalam

Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, sekalipun terdapat kesamaan Objek

Sengketa pada Pengadilan Pajak tetap berbeda karena tidak dapat dikategorikan

sebagai

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat karena pelanggaran

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum

Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diuraikan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga

menurut hemat penulis, alat bukti yang dipergunakan pada Pengadilan Pajak

adalah sama dengan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi tidak dapat menjadi
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bagian Peradilan Tata Usaha Negara mengingat objek sengketanya berbeda satu

dengan yang lainnya.

3.4.1. SURAT ATAU TULISAN

Surat atau tulisan merupakan surat keputusan atau surat ketetapan yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, surat-surat atau tulisan lain yang ada
kaitannya dengan Banding atau Gugatan. Dalam hal ini, Surat atau Tulisan
tersebut sebagai alat bukti terdiri dari:'?’

1. Akta Autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang
pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang
membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti
tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;

2. 'Akta Di Bawah Tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh
pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan
sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum
di dalamnya;

3. Surat Keputusan atau Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang;

4. Surat-surat lain yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.

Alat bukti Surat atau Tulisan atau pengakuan para pihak dapat berupa
fotokopi, rekaman, film, disket, faksimili, teleks, keluaran cetak (print out), atau
tanda terima. Bukti berupa surat atau tulisan tidak terikat pada bentuknya. Semua
dokumen yang dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan harus telah

dibubuhi bea materai.

3.4.2. KETERANGAN AHLI
Keterangan Ahli merupakan pendapat orang yang diberikan dibawah
sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan

pengetahuannya.'”  Keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut dapat

127Ibid., Pasal 70.

'21bid., Pasal 71 ayat (1).
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diberikan baik secara tertulis maupun secara lisan. Sehingga untuk dapat dinilai
sebagai alat bukti, maka seorang saksi ahli harus mengucapkan sumpah atau janji
dihadapan Hakim Ketua atau Hakim Tunggal.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi
ahli adalah kedua belah pihak atau salah satu pihak atau Hakim Ketua atau Hakim
Tunggal karena jabatannya yang dimilikinya.129 Dengan kata lain, saksi ahli tidak
dapat dihadirkan dalam rangka intervensi pihak ketiga melainkan apabila dapat
membantu proses pembuktian atas hal-hal yang disengketakan dalam Pengadilan

Pajak ketika itu.

3.4.3. KETERANGAN SAKSI

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti hanya apabila keterangan itu
berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi.
Untuk dapat dinilai sebagai alat bukti, maka seorang saksi harus mengucapkan
sumpah atau janji dihadapan Hakim Ketua atau Hakim Tunggal menurut agama
dan kepercayaannya.

Saksi yang dipanggil wajib hadir di persidangan sesuai dengan perintah
Hakim. Dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, maka
majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi. Bilamana
ketidakhadiran saksi tanpa alasan yang jelas atau karena kesengajannya serta
majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan saksi dimaksud, maka
Hakim Ketua dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke dalam
persidangan.

Untuk kesaksian dalam persidangan, saksi diperiksa satu per satu. Hakim
Ketua menanyakan kepada saksi tentang identitas, pekerjaan, derajat hubungan
keluarga dan hubungan kerja dengan pihak yang bersangkutan.'’® Kesemuanya itu
diperuntukkan bahwa saksi yang dihadirkan dalam Pengadilan benar-benar yang
diminta oleh salah satu pihak dan mengetahui duduk perkara yang disengketakan

dalam Pengadilan Pajak.

129Ibid., Pasal 72 ayat (1).

"%1bid., Pasal 56 ayat (1) dan (2).
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Kemudian para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pertanyaan kepada saksi. Mengenai tata cara mengajukan pertanyaan kepada
saksi, pertanyaan tersebut diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak yang
disampaikan melalui Hakim Ketua. Apabila pertanyaan tersebut menurut
pertimbangan Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan
tersebut dapat ditolak."*! Hal ini menurut penulis disebabkan segala bentuk
kesaksian yang disampaikan oleh para saksi harus difokuskan pada duduk perkara
yang disengketakan.

Apabila pemohon Banding atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, maka
Hakim Ketua menunjuk ahli alih bahasa yang sudah diambil sumpah atau janji
menurut agama atau kepercayaannya. Dalam hal ini ahli alih bahasa tersebut
merupakan penterjemah resmi yang telah disahkan sebagai penterjemah oleh
instansi yang berwenang. Namun, orang yang menjadi saksi dalam sengketa
tersebut tidak diperkenankan untuk ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam
persidangan kasus yang sama.'*

Dalam hal pemohon Banding atau saksi ternyata bisu dan/atau tuli serta
tidak dapat menulis, maka Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai bergaul
dengannya atau pihak-pihak yang mengerti dan memahami bahasa isyarat sebagai
ahli alih bahasa.'*® Selain itu pula, terhadap saksi yang ternyata tuli dan/atau bisu
tetapi ia bisa menulis, maka Hakim Ketua memerintahkan panitera untuk
menuliskan  pertanyaan  atau  teguran = dan  memerintahkan  untuk
menyampaikannya, agar ia menuliskan jawabannya. Dalam hal ini tentu pihak
saksi tersebut apabila benar-benar dinyatakan bisu dan/atau tuli harus diperiksa
terlebih dahulu kebenaran mengenai kesehatannya.

Saksi dan ahli alih bahasa yang ditunjuk sebelum memberikan keterangan
harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Dalam hal saksi yang akan didengar
tidak hadir di dalam persidangan disebabkan halangan yang dapat dibenarkan oleh

hukum, maka Majelis Hakim dapat datang ke tempat kediaman saksi tersebut

Bbid., Pasal 60.
321bid., Pasal 61.

33Ibid., Pasal 62.
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untuk mengambil sumpah atau janji dan mendengar keterangan saksi yang
dimaksud."**

Namun, terkait dengan penunjukkan saksi dalam persidangan tersebut
Undang-undang Pengadilan Pajak memberikan batasan pihak manakah yang
diperkenankan untuk ditunjuk sebagai saksi. Dalam hal ini, pihak-pihak yang
tidak boleh ditunjuk menjadi saksi adalah:'®

a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau
ke bawah sampai derajat ke tiga dari salah satu pihak yang bersengketa;

b. Isteri atau suami pemohon Banding sekalipun telah dinyatakan dan sah
bercerai;

c. Mereka yang tidak cakap dalam hal melakukan tindakan hukum baik
menurut umur atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun maupun mereka
yang ditaruh dibawah pengampuan misalnya sakit ingatan, lupa ingatan,
dungu, dan sebagainya yang dinyatakan tidak cakap sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Terhadap ketentuan tersebut, mereka tetap dapat dihadirkan dalam
persidangan, akan tetapi keterangan yang diberikan tidak dapat dijadikan alat
bukti. Dan bagi mereka yang masih akan diminta keterangannya, maka mereka
dapat menolak permintaan Hakim tersebut.'*® Alasan atas penolakan tersebut
berupa pernyataan bahwa mereka tidak berwenang untuk menjadi saksi dalam
persidangan disebabkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dalam
Undang-undang Pengadilan Pajak.

Selain itu, salah satu hal yang paling penting terkait dengan keterangan
saksi adalah dimana bagi setiap orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya
wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya,
untuk keperluan persidangan hal tersebut ditiadakan. Hal ini disebabkan
diperlukannya keterangan saksi akan mempengaruhi putusan Hakim dalam

pengadilan. Dengan kata lain, sekali pun atas perintah jabatannya ia tidak

%Ibid., Pasal 63 ayat (3).
133Ibid., Pasal 57 ayat (1).

B%Ibid., Pasal 58.
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diperkenankan menyatakan rahasia tetapi atas permintaan dari pengadilan maka ia

dapat memberitahukan rahasia yang ada tersebut.

3.4.4. PENGAKUAN PARA PIHAK

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan
alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim."”” Dalam hal ini, pada
hakekatnya alat bukti pengakuan para pihak dalam Pengadilan Pajak serupa
dengan Pengadilan Perdata. Pengakuan di muka hakim di persidangan
(gerechtelijke bekentenis) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun
lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di
persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu
peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang
mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi.'*®

Pembahasan tentang pengakuan pada hakikatnya merupakan suatu
tinjauan tentang kepribadian manusia itu sendiri. Hal itu karena pengakuan timbul
berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia. Pengakuan itu berarti
membenarkan tentang suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu maka pengakuan
yang patut dihargai adalah pengakuan yang jujur atau yang benar-benar timbul
dari keinsyafan batin para pihak yang berperkara. Pengakuan yang timbul karena
keinsyafan batin ini tidak diragukan lagi bahwa akan selaras dengan kebenaran,
atau telah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya telah terjadi.

Disebabkan karena adanya pengakuan yang tidak bulat, yurisprudensi dan
ilmu pengetahuan membedakan pengakuan menjadi tiga jenis pengakuan.
Pertama, pengakuan murni; Kedua, pengakuan dengan kualifikasi; dan Ketiga,
pengakuan dengan klausula.”®’ Yang dimaksud dengan kualifikasi bukan semata-
mata sangkalan, tetapi hendak memberikan kualifikasi terhadap pengakuan.
Demikian juga pengakuan dengan klausula adalah pengakuan dengan tambahan

yang bersifat membebaskan.

57Ibid., Pasal 74.

%8R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta:Liberty,

1985), Hal. 107.

39Ibid., Hal. 92.
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Pengakuan murni adalah pengakuan yang sesuai sepenuhnya dengan
posita pihak lawan.'*? Penggugat menyatakan sesuatu peristiwa pada pihak
tergugat, kemudian tergugat mengakui atau membenarkan seluruh gugatan
penggugat tersebut, sechingga dengan pengakuan saja hakim menyatakan terbukti
apa yang dikemukakan oleh penggugat maka gugatan penggugat dikabulkan.
Pengakuan dapat berupa ucapan atau isyarat bagi orang yang bisu.

Pengakuan dengan kualifikasi sebagaimana tersebut diatas adalah
pengakuan yang dilakukan oleh tergugat yang disertai dengan sangkalan terhadap

sebagian dari tuntutan.'*’

Di dalam pengakuan dengan kualifikasi ini tergugat
menambahkan sesuatu pada pokok gugatan, sehingga sebenarnya tergugat tidak
mengakui apa pun melainkan memberikan gambaran menurut pandangannya
sendiri. Dalam hal ini, pengakuan dengan kualifikasi sebenarnya adalah
pengakuan dan sangkalan. Di satu pihak tergugat mengakui sebagian dari gugatan
penggugat, sedangkan di lain pihak tergugat juga menyangkal sebagian lainnya
dari gugatan. Terhadap pengakuan dengan kualifikasi ini, undang-undang
melarang untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut. Pengakuan semacam itu
harus diterima secara bulat, dalam arti tidak boleh hanya pengakuan yang diterima
sebagai terbukti sedangkan sangkalannya tidak diterima.

Pengakuan dengan klausula sebagaimana tersebut diatas adalah pengakuan
dari tergugat tentang hal pokok yang diajukan penggugat, akan tetapi disertai
dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Pengakuan ini pun
pada hakikatnya adalah pengakuan dengan sangkalan. Akan tetapi bedanya adalah

bahwa dalam pengakuan dengan klausula ini terdapat keterangan tambahan yang

sifatnya memebebaskan sebagai dasar penolakan gugatan penggugat.

3.4.5. PENGETAHUAN HAKIM
Pengetahuan Hakim adalah hal yang diketahui dan diyakini kebenarannya

menurut Hakim.'** Melihat pada pengertian ini maka pengetahuan hakim dapat

"O1bid., Hal. 50.

1Thid., Hal. 150.

"2UU No. 14 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 75.
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juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam
persidangan. Misalnya : sikap, perilaku, emosional dan tindakan para pihak dalam
memutus perkara. Tetapi pengetahuan hakim mengenai para pihak yang diperoleh
di luar persidangan tidak dapat dijadikan bukti dalam memutus perkara. Hal ini
menunjukkan bahwa Pengetahuan Hakim tersebut dapat dijadikan alat bukti yang
sah dalam Pengadilan Pajak.

Dalam hal ini, Hakim juga perlu menilai terhadap kejadian tertentu dimana
hakim tidak dapat menggunakan keterangan saksi, karena keterangan saksi tidak
cukup untuk digunakan dalam hal menilai atas suatu kejadian tertentu. Akan
tetapi, pengetahuan hakim juga tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar
menilai terhadap kejadian tersebut. Hakim tidak mempunyai keahlian khusus yang
dapat digunakannya. Padahal hakim untuk membentuk keyakinannya tentang
salah atau tidaknya terdakwa, sangat memerlukan keterangan-keterangan yang
dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bahwa benar-benar ada suatu
kejadian tertentu. '**

Meninjau kelemahan tersebut, maka penulis hendak mengkaji lebih jauh
seberapa besar peranan Pengetahuan Hakim sebagai alat bukti dalam Pengadilan
Pajak yang dapat memberikan putusan yang menjamin kepastian hukum yang
sebesar-besarnya. Untuk itu dalam penelitian hukum ini, penulis hendak meneliti
putusan yang dimana dalam proses sengketa Pengadilan Pajak dipergunakan alat
bukti berupa Pengetahuan Hakim dan apakah putusan yang diberikan setelah
diikut sertakannya alat bukti Pengetahuan Hakim tersebut dapat menjamin
kebenaran bagi Fiskus.

Alat bukti pengetahuan hakim yang diatur dalam Undang - undang
Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 75 adalah sama dengan yang
dimaksudkan dan diatur dalam Undang - undang Pengadilan Tata Usaha Negara
Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 106. Berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan

secara tegas dimana dan bagaimana pengetahuan Hakim bisa menjadi alat bukti.

"Adami Chazawi, “Peran Laporan Audit Investigasi dalam Hal Menentukan Kerugian

Negara dalam Perkara Korupsi”, http://politik.kompasiana.com/2010/01/29/peran-laporan-audit-
investigasi-dalam-hal-menentukan-kerugian-negara-dalam-perkara-korupsi/, diakses pada tanggal
30 Agustus 2010.

Universitas Indonesia

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012



93

Hal ini disebabkan adanya pengaturan dimana “Hakim menentukan apa yang
harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk
sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan

keyakinan Hakim.”

3.4.5.1. PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM

Seorang Hakim pada hakekatnya tidak mudah dalam membuat putusan
yang idealnya harus memenuhi unsur filsafat seperti Keadilan (filosofis),
kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan (sosiologis) sekaligus. Oleh karena
itulah  diperlukan keberanian Hakim melalui diskresi/kewenangan yang
dimilikinya untuk dapat menemukan hukumnya (rechtsfinding) berdasarkan
pendekatan yang lebih komprehensif dan integral melalui analisis filsafat. Seperti
telah dikemukakan dimuka bahwa tujuan peradilan tidak dapat lain kecuali
pemulihan hak secara adil. Dan untuk mencapai keadilan itu hakekat tugas dan
fungsi dari Hakim adalah melakukan penemuan hukum berdasarkan keputusan
hati nurani terhadap perkara/kasus yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan
diadili. Dan untuk memperoleh sebuah putusan pengadilan yang ideal dan
filosofis, maka dalam proses menghasilkan karya penemuan hukum seorang
Hakim haruslah melakukan pendekatan yang bersifat intelektual rasional, rasional
logis, intuitif dan ethis serta divinatoris.

Metode pendekatan tersebut oleh Soejono K.S disebutnya sebagai Metode

* Dalam metode ini diuraikan beberapa aspek yakni intelektual

Ontologis."*
rasional, yang berarti bahwa Hakim sebagai subyek penemuan hukum secharusnya
mengenal dan memahami fakta/kenyataan kejadiannya dan peraturan hukumnya
yang berlaku yang akan diterapkan sesuai ilmunya. Sedangkan aspek lainnya
adalah Intelektual logis, artinya dalam penerapan aturan hukum normatif terhadap
kasus posisi yang dihadapi, seharusnya mengindahkan hukum logika baik yang
formil maupun yang materiil. Sedangkan aspek Intuitif, mendambakan perasaan
halus murni yang mendampingi ratio dan logika sehingga bersama-sama

mewujudkan rasa keadilan yang pada akhirnya senantiasa diujikan dan dibimbing

oleh hati nurani, sehingga menampilkan keadilan yang bersifat universal.

144Suyono Koesoemo Sisworo, Op. Cit., hal.28-29.
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Aspek terakhir itulah yang memberikan watak irasionil pada penemuan
hukum. Aspek itu pula yang menterjemahkan aspek ethis sehingga mampu
menerima dan menginterpretasikan hati nurani dari Tuhan Yang Maha Esa pada
seorang Hakim. Inilah yang menurut Soejono yang memberikan corak divinatoris
dikarenakan penemuan hukum yang semata-mata hanya mengandalkan intuisi dan
rasa hukum belaka terlalu rawan dan gawat emosionil dalam menghadapi
kekerasan dan kepahitan kenyataan kehidupan. Karena rasa hukum itu sendiri
bukanlah fungsi dari jiwa manusia yang mampu melepaskan diri dari pelbagai
motif irrasionil yang dapat mempengaruhi subyek penemu hukum (hakim) dalam
mengambil keputusan.

Penemuan hukum melalui putusan peradilan dengan menggunakan metode
Ontologis itu secara struktural dan fungsional akan mampu mewujudkan hasil
karya putusan yang memenuhi syarat fundamental dari suatu putusan ideal yakni
adil, dan gesetzkonform atau systeem consistent yaitu sesuai sistem hukum yang
berlaku dinegara yang bersangkutan, baik peraturan hukum tertulis maupun tak
tertulis atau azas-azas hukumnya. Proses penemuan hukum itu sendiri terdiri dari
2 (dua) bagian yaitu :

1. Fase heuristik/pencarian (context of discovery) yaitu proses pencarian
mengenai fakta-fakta yang juridis relevant dan pasal-pasal Peraturan
Perundang-undangan atau peraturan hukum yang bersangkut paut dengan
mengesampingkan subyektifitas/kesan pribadi maupun bisikan hati atau
ilham.

2. Fase legitimasi (context of justification) yang merupakan konstruksi
pembenaran juridis kemudian setelah diperoleh kesan pribadi yang
membentuk pra putusan. Bagi hakim yang kuat bekal ilmu dan
pengalaman dalam bidangnya tidak akan banyak mengalami kesulitan atau
kekeliruan (error facti atau error juris) pada fase heuristik. Namun pada
fase legitimasi, khususnya yang didahului oleh kesan pribadi yang lalu
membentuk pra putusan yang diperoleh secara intuitif segera setelah
konfrontasi dengan kasus/perkara yang bersangkutan kemungkinan akan
menjadi amat subyektif. Sedangkan putusan hakim hendaknya bersifat

rasional, dapat dipertanggung jawabkan (dapat dikontrol/ ditelusur/
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dilacak/ dianalisa lagi dan dipahami) perihal segi adilnya dan serasi pada
sistem hukumnya, terutama akseptabel/dapat diterima oleh para pencari
keadilan (justitiabelen) dan dapat benar-benar dipahami pula oleh
masyarakat yang merupakan auditorium yang dirangkum oleh kultur

hukumnya.

3.4.5.2. PENALARAN HUKUM OLEH HAKIM

Selain penemuan hukum, ada pun yang disebut dengan penalaran hukum
dimana Kenneth J. Vandevelde menekankan dua hal setiap kali orang berbicara
tentang penalaran hukum atau berpikir ala ahli hukum. Menurutnya, “The phrase
‘to think like a lawyer’ encapsulates a way of thinking that is characterized by
both the goal pursued and the method used.”'® Persoalan yang pertama (goal
pursued) berdimensi aksiologis, sedangkan yang kedua (method used) berdimensi
epistemologis. Aspek epistemologis berupa metode yang dimaksud dalam konteks
ini adalah hal-hal yang terkait dengan cara-cara penarikan kesimpulan dalam
suatu proses penalaran hukum. Pada dasarnya, penalaran hukum (legal reasoning)
direpresentasikan dengan mengikuti rangkaian proses bekerja (berpikir) seorang
hakim (judicial reasoning).'*® Dengan demikian pengertian penalaran hukum
seringkali dipersempit menjadi penalaran Hakim tatkala yang bersangkutan
menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran hakim
(judicial reasoning) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran

hukum (legal reasoning).

"SKenneth J. Vandevelde, Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning
(Colorado: Westview Press, 1996), him. 1.
MOKecenderungan ini  demikian kuat, sehingga Peter Noll mensinyalir, “Die
Rechtswissenschaft ist bis heute reine Rechtsprechungswissenschaft geblieben” (ilmu hukum
sampai sekarang hanyalah tinggal ilmu yang murni tentang peradilan). W.G. van der Velden juga
menggarisbawahi, “De rechtswetenschap heeft zich te sterk geconcentreed op de
wetgevingsproducten en de rechtspraak... Deze ‘brave juristenkijk’, zoals Van Schendelen het
noemt, heeft van de rechtswetenschap een rechtspraakswetenschap gemaakt” (Ilmu hukum telah
terlalu kuat berkonsentrasi pada perundang-undangan dan pengadilan... ‘Pandangan yang baik hati
dari para ahli hukum’ ini, sebagaimana disebutkan Van Schendelen, telah mengubah ilmu hukum
menjadi ilmu tentang peradilan). Kecenderungan inipun terlihat dalam susunan materi kurikulum
pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Mengenai ini, lihat A. Hamid S. Attamimi, ‘“Pengantar,”
dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan
Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hm. xv—xxv.
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Terkait dengan langkah-langkah penalaran hukum, pertama-tema perlu
diperhatikan pandangan Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa seorang
sarjana hukum (termasuk hakim, tentu saja) selayaknya menguasai kemampuan
menyelesaikan perkara yuridis (the power of solving legal problems).
Kemampuan ini terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan masalah
hukum (legal problem indentification), memecahkannya (legal problem solving),
dan terakhir mengambil keputusan (decision making).""’ Kenneth J. Vandevelde
menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu:148

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (identify the
applicable sources of law);

2.  Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum
yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze the sources
of law);

3. Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren,
yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah
aturan umum (synthesize the applicable rules of law into a coherent
structure);

4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts);

5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk
memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan
menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam
hal memecahkan kasus-kasus sulit (apply the structure of rules to the
facts).

Selain itu adapun Gr. van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan
tujuh langkah yang harus dilakukan seorang Hakim dalam menghadapi suatu

149
kasus:

"73udikno Mertokusumo, “Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan,” Harian
Kompas, 7 November 1990, him. 4 & 5.

“* K enneth J. Vandevelde, Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning
(Colorado: Westview Press, 1996), him. 2.
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. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau

memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya: memaparkan
secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi);
Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi,
pengkualifikasian);

Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;

Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum
itu;

Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;

Mengevaluasi dan  menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan
penyelesaian;

Merumuskan (formulasi) penyelesaian.

Dengan mempertimbangkan beberapa pandangan di atas, dapat

disimpulkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu:

1.

Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta)
kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil
terjadi;

Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-
sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan
hukum dalam peristilahan yuridis (legal term);

Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk
kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum
itu (the policies underlying those rules), sechingga dihasilkan suatu struktur
(peta) aturan yang koheren;

Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;

Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
Menetapkan pilihan atas salah = satu alternatif untuk kemudian
diformulasikan sebagai putusan akhir.

Pitlo sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali membedakan Penemuan

hukum dalam dua jenis yai‘fu:150

9Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, “Penyelesaian Kasus,” terjemahan B. Arief

Sidharta, Jurnal Pro Justitia, Tahun XII, No. 1, Januari 1994, hlm. 35-36.
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1. Penemuan Hukum dalam arti sempit, penemuan yang semata-mata hanya
kegiatan berpikir yang disyaratkan, karena tidak ada pegangan yang cukup
dalam undang-undang.

2. Penemuan Hukum dalam arti luas, selain kegiatan berpikir juga mencakup
interpretasi.Dalam  mencarikan hukum yang tepat dan melakukan
Penemuan hukum, guna memberikan putusanatas dan terhadap peristiwa
konkrit yang dihadapkan padanya tersebut, Hakim akan mengolah sumber-
sumber hukum baik yang telah tersedia maupun yang belum tersedia,
dengan cara mengambil rujukan utama dari sumber-sumber tertentu yang
secara hirarkis berturut dan bertingkat dimulai dari hukum tertulis
(peraturan perundang-undangan) sebagai sumber utama, apabila tidak
ditemukan barulah kehukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis,
kemudian yurisprudensi, begitu seterusnya dilanjutkan pada perjanjian
internasional barulah doktrin dan ilmu pengetahuan.

Hakim menerapkan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis)
sebagai sumber utama dalam rangka melakukan pembentukan hukum, mencarikan
hukum yang tepat dan penemuan hukumterhadap suatu perkara tersebut,
dihadapkan dalam beberapa keadaan, yaitu dengan cara dan sesuai dengan
keadaan yang ditemuinya sebagai berikut:

a. Bilamana materi ketentuan dari peraturan perudang-undangan yang
mengatur perkara yang dihadapkan pada Hakim tersebut, telah ada dan
telah jelas, maka Hakim menerapkan ketentuan tersebut;

b. Bilamana materi ketentuan dari peraturan perudang-undangan yang
mengatur perkara yang dihadapkan pada Hakim tersebut, telah ada, akan
tetapi tidak jelas arti dan maknanya, maka Hakim yang bersangkutan
melakukan interpretasi = atas materi ketentuan peraturan perundang-
undangan tersebut;

c. Bilamana materi ketentuan dari peraturan perudang-undangan yang
mengatur perkara yang dihadapkan pada Hakim tersebut, tidak atau belum

ada pengaturannya, maka usaha yang ditempuh oleh Hakim yang

0Achmad Alj, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),(Jakarta:
Toko Gunung Agung, 2002), hal. 182.
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bersangkutan adalah mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan
penalaran logis.

Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa metode penafsiran

(interpretasi) ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1.

Interpretasi Gramatikal (interpretasi bahasa) atau tata bahasa (taalkundige,
grammatikale interpretatic) atau metode obyektif. Hakim menafsirkan
kata-kata dalam teks undang-undang apa adanya sesuai dengan kaidah
bahasa dan kaidah hukum tata bahasa."”’!

Interpretasi ~ Sistematis (Logis), menafsirkan peraturan perundang-
undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-
undangan lain atau dengan keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak
boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan (sistem
hukum).152

Interpretasi Historis, penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya
dengan jalan meneliti sejarah terjadinya (terbentuknya), meliputi
penafsiran menurut sejarah hukumnya (rechtshistorisch) dan penafsiran
menurut sejarah terjadinya undang-undang (wetshistorisch, penafsiran
subyektif). i

Interpretasi Teleologis (sosiologis), Hakim menafsirkan undang-undang
sesuai dengan tujuan kemasyarakatan dan bukan hanya daripada bunyi
kata-kata undang-undang itu saja, karena makna dari undang-undang yang
masih berlaku sudah usang atau tidak sesuai lagi untuk diterapkan
terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini.
Interpretasi komparatif, penafsiran dengan memperbandingkan antara
berbagai sistem hukum, guna mencari titik temu atau kejelasan mengenai
suatu  ketentuan undang-undang pada suatu penyelesaianyang
dikemukakan di pelbagai negara, lazimnya penafsiran ini dipergunakan

dalam perjanjian internasional ini penting.

"'Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung:

Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 58.

15321pid

'531bid., hal. 63.
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6. Interpretasi antisipatif (futusritis), hakim menjelaskan undang-undang
yang berlaku sekarang (iusconstitum) guna mencari pemecahan Kkasus
yang dihadapkan padanya, dengan berpedoman pada kaedah-kaedah
hukum yang terdapat dalam suatu atau beberapa peraturan perundang-
undangan yang belum mempunyai kekuatan berlaku dan belum
mempunyai daya kekuatan yang mengikat (iusconstituendum), misalnya
rancangan Undang-undang.

7. Interpretasi Restriktif, hakim melakukan penafsiran dengan mempersempit
(membatasi) arti suatuperaturan perundang-undangan yang berlaku dengan
bertitik tolak pada artinya menurut bahasa,dengan menghubungkannya
dengan persoalan hukum yang dihadapkan pada hakim yang bersangkutan.

8. Interpretasi ckstensif, hakim menafsirkan dengan memperluas arti suatu
istilah (pengertian) yang terdapat dalam suatu teks peraturan undang-
undang yang berlaku.

Selain itu, hakim dalam melakukan penafsiran suatu materi peraturan
perundang-undangan terhadap perkara yang dihadapkan padanya, harus
memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu: materi peraturan perundang-undangan yang
diterapkan oleh Hakim tersebut, tempat dimana perkara yang dihadapkan
pada Hakim tersebut terjadi, dan zaman perkara yang dihadapkan pada Hakim
tersebut terjadi. Berkaitan dengan interpretasi tersebut, juga dibutuhkan adanya
penalaran logis (konstruksi), yang terdiri 4 (empat) jenis yaitu:'>*

1. Argumentum per analogiam (Analogi) atau Abtraksi, hakim dalam rangka
melakukan penemuan hukum, menerapkan sesuatu ketentuan hukum, bagi
suatu keadaan yang pada dasarnya sama dengan suatu keadaan yang secara
eksplisit telah diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi
penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain;

2. Argumentum a contrario (a contrario), merupakan cara penafsiran atau
penjelasan  undang-undang yang dilakukan oleh hakim dengan
mendasarkan pada pengertian sebaliknya dari suatu peristiwa konkrit yang
dihadapi dengan suatu peristiwa konkrit yang telah diatur dalam Undang-

undang. Hakim mengatakan peraturan ini saya terapkan pada peristiwa

bid., hal. 21-25.
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yang tidak diatur ini, tetapi secara kebalikannya. Jadi pada a contrario titik
berat diletakkan pada ketidak-samaan peristiwanya; >

3. Penghalusan  hukum  (rechtverfijning) atau penyempitan  hukum
(penghalusan ~ hukum) atau  determinatic  (pengkhususan)  atau
Pengkonkritan hukum (Refinement of the law). Jadi Hakim bukan
membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan secara langsung
apa adanya, melainkan hakim melakukan pengecualian-pengecualian
(penyimpangan-penyimpangan) baru terhadap peraturan perundang-
undangan, karena rumusan Undang-undang terlalu luas dan bersifat
umum, maka perlu dipersempit dan diperjelas oleh Hakim untuk dapat
diterapkan terhadap suatu peristiwa konkrit tertentu yang dihadapkan
padanya.

4. Fiksi hukum (fictio juris), yaitu dengan cara menambahkan fakta-fakta
yang baru, guna mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan yang baru
dan sistem yang ada, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan
kita, yang bukan kenyataan. Apabila ia telah diterima dalam kehidupan
hukum, misalnya melalui keputusan hakim, maka iapun sudah berubah
menjadi bagian dari hukum positif dantidak boleh lagi disebut-sebut
sebagai fiksi. Salah satu contoh fiksi hukum yang penting yang
masihdiakui oleh dan digunakan dalam hukum modern adalah adopsi,
dimana seseorang yang sebetulnyabukan merupakan anak kandung dari
orang tua yang mengadopsinya, diterima sebagai demikian melalui fiksi
hukum dengan segala akibat yang mengikutinya.

Dengan demikian, Hakim berfungsi melengkapi ketentuan-ketentuan
hukum tertulis atau membuat hukum baru (creation of new law) dengan cara
melakukan pembentukan hukum (rechtsvorming) baru dan penemuan hukum
(rechtsvinding), guna mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak
ditanganinya suatu perkara dengan alasan karena hukum tertulisnya sudah ada
tetapi belum jelas, atausama sekali hukum tertulisnya tidak ada untuk kasus in

concreto. Dalam penegakan hukum, Hakim senantiasa dalam putusannya

"**Nieuwenhuis, Legitimatie en Heuristieck van het Rechterlijke Oordeel, (Amsterdam:
Themis, 1976), hal. 6.
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memperhatikan dan menerapkan serta mencerminkan tiga unsur atau asas yaitu
Kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemamfaatan (Zweckmassigkeiit) dan
Keadilan (Gerechtigkeit) dengan mengusahakan kompromi secara proporsional
seimbang diantara ketiga unsur tersebut. Sehingga Hakim yang bersangkutan itu
tidak boleh hanya mengutamakan atau menonjolkan salah satu unsur saja
sedangkan dua unsur lainnya dari ketiga unsur penegakan hukum tersebut

dikorbankan atau dikesampingkan begitu saja.

3.5. UPAYA HUKUM DALAM PENGADILAN PAJAK

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai
kekuatan hukum tetatp.156 Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas
Gugatan berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh pihak yang memohon
banding atau penggugat. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan
peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta
berdasarkan keyakinan Hakim.'”’ Hal ini menunjukkan bahwa peranan Hakim
dalam menentukan putusan sangatlah besar mengingat Hakim dalam Pengadilan
Pajak juga mengerti dan memahami materi perpajakan sehingga ia dapat
menentukan dan berpendapat yang didasari dari pengetahuannya untuk
menentukan putusan.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak
diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila
dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan
suara terbanyak.158 Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara
musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan

suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan

01bid., Pasal 77 ayat (1).

371bid., Pasal 78.

"!Ibid., Pasal 79 ayat (1).
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tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak. Dalam hal ini, putusan
Pengadilan Pajak dapat berupa hal-hal berikut berupa :

a. Menolak;

b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;

¢. Menambah Pajak yang harus dibayar;

d. Tidak dapat diterima;

e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau

f. Membatalkan.
Terhadap putusan yang diuraikan tersebut diatas tidak dapat lagi diajukan
Gugatan, Banding, atau kasasi.

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima. Putusan
pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6
(enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu
diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu
diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam hal Gugatan yang diajukan selain
atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu,
Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara
cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan
dimaksud dilampaui.

Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu,
dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut :'*’

a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan
dilampaui;
b. 30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal
diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui.
Putusan/penctapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan berupa membetulkan
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu
pihak diterima. Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan

pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak, berupa

"Ibid., Pasal 82 ayat (1).
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tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat
Banding atau Surat Gugatan diterima. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak
diambil terhadap Sengketa Pajak, pemohon Banding atau penggugat dapat
mengajukan Gugatan kepada peradilan yang berwenang.

Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dan apabila hal ini tidak dipenuhinya ketentuan, putusan Pengadilan Pajak
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud
harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum.'® Putusan tersebut
harus memenuhi ketentuan sebagaimana halnya putusan peradilan pada umumnya
dan apabila tidak dipenuhinya salah satu ketentuan tersebut menyebabkan putusan
dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera
disidangkan  kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah
melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun. Ringkasan tidak diperlukan dalam hal
putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak. Putusan Pengadilan
Pajak harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera. Apabila
Hakim Ketua atau Hakim Tunggal yang menyidangkan berhalangan
menandatangani, putusan ditandatangani oleh Ketua dengan menyatakan alasan
berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal. Sedangkan apabila Hakim
Anggota berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua
dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Anggota dimaksud.

Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat Berita Acara Sidang
yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Berita Acara Sidang
ditandatangani oleh Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera dan apabila
salah seorang dari mereka berhalangan, alasan berhalangannya itu dinyatakan
dalam Berita Acara Sidang. Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan
Panitera berhalangan menandatangani, Berita Acara Sidang ditandatangani oleh
Ketua bersama salah seorang Panitera dengan menyatakan alasan berhalangannya
Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera.

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak
memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-

undangan mengatur lain. Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan

'“bid., Pasal 83 ayat (2).

Universitas Indonesia

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012



105

sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan
Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan. Putusan
Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Pejabat yang
tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Dalam hal ini, yang membedakan Pengadilan Pajak dengan Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)
adalah adanya upaya hukum setelah putusan dari Pengadilan Pajak berupa
Permohonan Kembali. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1
(satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan
peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan
Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum
diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut
tidak dapat diajukan lagi. '¢"

Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah
hukum acara pemeriksaan peninjavan kembali sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang
diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Permohonan peninjauan kembali
hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau
tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau
didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan

palsu;

'%'1bid., Pasal 89 ayat (1).
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b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan,
yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan
menghasilkan putusan yang berbeda;

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada
yang dituntut, kecuali yang diputus berupa mengabulkan sebagian atau
seluruhnya dan menambah Pajak yang harus dibayar;

d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya
kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana
memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan permohonan peninjauan kembali
berdasarkan alasan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya
harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim. Mahkamah
Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan
ketentuan:

a. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan
kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam
hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali
diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal
Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum.

Di dalam ruang persidangan, setelah Majelis Hakim atau Hakim Tunggal,
panitera  (pengganti) dan staf siap melaksanakan sidang, selanjutnya salah

seorang staf panitera memanggil pihak terbanding dan pemohon Banding untuk
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memasuki ruang sidang. Selanjutnya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal membuka
sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum.'®

Majelis Hakim atau Hakim Tunggal melakukan pemeriksaan mengenai
kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan dan melakukan penelitian
identitas pemohon Banding dan/atau kuasa hukumnya antara lain dengan
mencocokkan tanda tangan, apakah pihak yang hadir sesuai dengan pihak-pihak
yang menandatangani surat Banding tersebut atau tidak. Apabila kelengkapan
dan/atau kejelasan tersebut tidak menyangkut kewajiban menyampaikan Gugatan
dalam bahasa Indonesia dan ketentuan mengenai batasan mengajukan Gugatan
yang hanya satu kali terhadap sengketa yang sama serta mengenai besarnya
pembayaran senilai 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak terhutang, maka
kelengkapan dan kejelasan tersebut dapat diberikan secara langsung dalam

persidangan. 163

182U No. 14 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 50.

'Sbid., Pasal 50 ayat (3).
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BAB 4
PENGETAHUAN HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA DI
PENGADILAN PAJAK

4.1. SENGKETA DENGAN PUTUSAN NOMOR

PUT-08916/PP/M.X/15/2006

Pemohon Banding dalam hal ini adalah PT. Mingala didirikan pada Tahun
2001. Pada akhir tahun 2001 memperoleh persetujuan untuk menjadi perusahaan
Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).I(’4
PT. Mingala memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang industri garmen
untuk ekspor  khusus pakaian dalam wanita. Setelah melalui persiapan
pembangunan dan lainnya, PT. Mingala beroperasi secara komersial pada Juni
2002. Dikarenakan belum memperoleh pesanan yang banyak, maka PT. Mingala
menerima ongkos jasa jahit (maklon) baik dari dalam maupun luar negeri
sekaligus untuk melatih karyawan-karyawannya. Pada tahun 2001, PT. Mingala
memperoleh pesanan jasa jahit (maklon) dari Shadowline, yang adalah sebuah
perusahaan dari Srilanka. Pesanan tersebut adalah pakaian dalam pria dan
diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan karyawan dari
PT. Mingala. Pesanan tersebut berlangsung hanya untuk sekali, dikarenakan
PT. Mingala hanya khusus membuat pakaian dalam wanita.

Terhadap jasa jahit (maklon) tersebut, pemberi order yang dalam hal ini
adalah Shadowline menyediakan semua bahan yang dibutuhkan oleh PT. Mingala
dan semua barang tersebut dikirimkan dari luar negeri oleh Shadowline sendiri
sehingga PT. Mingala hanya menerima ongkos jasa jahit saja. Pelaporan Surat
Pemberitahuan Tahunan Badan Tahun 2002 telah dibayarkan oleh PT. Mingala
dan diserahkan kepada Direktorat Jendral Pajak pada tanggal 22 Juli 2003 dalam
kondisi lebih bayar.

Pada awal tahun 2004, Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan Surat
Perintah Pemeriksaan dengan Nomor: PRINT-PSL-001/WPJ.07/KP.05/2004
tertanggal 23 Januari 2004. Hal tersebut terjadi berdasarkan UU No. 17 tahun

'**Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-08916/PP/M.X/15/2006 yang diputus

oleh Pengadilan Pajak di Jakarta pada hari Jumat tanggal 1 September 2006.
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2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 28A. Bahwa atas kelebihan bayar dalam
laporan pajak tahun 2002 oleh PT. Mingala akan dikembalikan setelah melalui
proses pemeriksaan.

Setelah diterimanya surat dari Direktorat Jendral Pajak tersebut,
PT. Mingala mulai memberikan data-data yang diminta oleh Direktorat Jendral
Pajak. Selama proses pemeriksaan berlangsung, PT. Mingala secara teratur
mendatangi Kantor Direktorat Jendral Pajak untuk menanyakan perkembangan
proses pemeriksaan yang selalu memperoleh jawaban berupa janji bahwa akan
diberitahukan kemudian setelah ada temuan. Atas pernyataan tersebut,
PT. Mingala menyatakan kepada Direktorat Jendral Pajak bahwa akan bersedia
untuk memberikan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan atau bukti
pendukung lainnya bilamana Direktorat Jendral pajak menemukan adanya
kekurangan atau ketidakjelasan bukti-bukti. Hal ini ditanggapi pula oleh
Direktorat Jendral Pajak dengan pernyataan akan menghubungi PT. Mingala
bilamana terdapat ketidakjelasan dan/atau ada sesuatu yang hendak ditanyakan.

Terhitung sejak bulan April 2004 hingga awal Juli 2004, tidak ada
pertanyaan atau kasus yang tidak jelas yang dinyatakan oleh Direktorat Jendral
Pajak. Namun, terdapat temuan sementara dari Direktorat Jendral Pajak dimana
dapat diperoleh PT. Mingala pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 karena akan
diuraikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan resmi pada hari Selasa tanggal
13 Juli 2004. Dalam  hal "ini, pihak Direktorat Jendral Pajak berpendapat
sesungguhnya tidak ada kewajiban dari Direktorat Jendral Pajak untuk
memberikan temuan sementara atau berdiskusi mengenai koreksi sementara
sampai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan secara
resmi. Direktorat Jendral Pajak kemudian meminta kepada PT. Mingala untuk
memberikan tanggapan dalam 2 (dua) hari kerja atas temuan sementara yang
diberikan tersebut. Berdasarkan hasil temuan sementara tersebut, PT. Mingala
dikenakan koreksi sejumlah Rp.45.522.318.372,- berdasarkan atas mutasi debet
arus kas dan bank.

Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2004, PT. Mingala memberikan tanggapan
secara tertulis atas temuan sementara dan menyatakan tidak setuju atas koreksi

dan bersedia memberikan bukti-bukti pendukung atas koreksi sementara tersebut.
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Dalam hal ini PT. Mingala menjalaskan bahwa tanggapan secara detail dan bukti-
bukti akan segera diberikan karena tidak dapat PT. Mingala siapkan dalam jangka
waktu 2 (dua) hari kerja sebagaimana dinyatakan oleh Direktorat Jendral Pajak
tersebut dikarenakan jumlah koreksinya besar sekali.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2004, Direktorat Jendral
Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang fotokopinya
baru diterima oleh PT. Mingala pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2004 dan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan asli yang dikirim melalui pos baru diterima
pada hari Senin tanggal 19 Juli 2004. Dalam surat tersebut PT. Mingala diminta
memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
tanggal surat dimaksud atau hari Senin tanggal 19 Juli 2004.

Dalam Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan tersebut telah dilakukan
banyak perubahan dibandingkan dengan koreksi saat temuan sementara, yakni
koreksi menjadi bernilai sebesar Rp.10.509.600.036,-. Terkait dengan adanya
koreksi tersebut, PT. Mingala tidak mengetahui secara jelas dasar yang menjadi
koreksi dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut. Hal ini
disebabkan Direktorat Jendral Pajak tidak pernah memberikan penjelasan
perkiraan mana dan/atau hal apa yang tidak dimengerti oleh Direktorat Jendral
Pajak sehingga dikoreksi.

PT. Mingala selanjutnya mencoba memperhitungkan dasar koreksi dalam
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti
pendukung tambahan yang menurut PT. Mingala dijadikan sebagai dasar koreksi
oleh Direktorat Jendral Pajak. Pada tanggal 19 Juli 2004, PT. Mingala menemui
Direktorat Jendral Pajak dan memberikan tanggapan tertulis atas Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut dan disertai bukti-bukti dimaksud serta
bermaksud melakukan pembahasan terhadap Direktorat Jendral Pajak. Namun,
dikarenakan koreksi yang berubah dan secara mendadak tersebut, PT. Mingala
terus terang tidak dapat menyiapkan seluruh bukti-bukti yang baru diminta saat
itu.

Selanjutnya Direktorat Jendral Pajak bersedia untuk melakukan
pembahasan akhir dan PT. Mingala diminta menandatangani berita acara hasil

pemeriksaan. Pada pembahasan akhir tersebut masih terdapat beberapa hal atas
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tanggapan PT. Mingala yang menurut Direktorat Jendral Pajak masih harus
dipelajari dan didiskusikan kembali dengan supervisor dan pihak Direktorat
Jendral Pajak yang memeriksa pada saat itu tidak hadir. Sehingga pada tanggal 20
Juli 2004, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Pajak Penghasilan Badan tersebut. Hal ini selanjutnya ditanggapi oleh PT.
Mingala dengan diajukannya keberatan.

Pada tanggal 11 Oktober 2004 PT. Mingala mengajukan permohonan
keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
yang diuraikan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam kurun waktu 2 (dua) bulan
sebelum jatuh tempo, PT. Mingala mendengar dari Direktorat Jendral Pajak
bahwa proses keberatan PT. Mingala masih diteliti oleh tim review dari Direktorat
Jendral Pajak. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2005, PT.
Mingala dihubungi melalui telepon oleh Direktorat Jendral Pajak bagian
keberatan bahwa tim review meminta dokumen tambahan lain sebagai pelengkap
dokumen yang telah diberikan oleh PT. Mingala Sebelumnya, yaitu mengenai
koreksi peredaran usaha.

Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2005, PT. Mingala memberikan
dokumen tambahan sebagai pelengkap dokumen yang telah diberikan olehnya.
Pada akhirnya tanggal 4 Oktober 2005, PT. Mingala mendatangai Direktorat
Jendral Pajak untuk menanyakan mengenai kelanjutan dari dokumen tambahan
yang diberikan oleh PT. Mingala. Namun, tanggapan dari Direktorat Jendral Pajak
adalah dimana PT. Mingala dianggap masih kurang dalam memberikan dokumen
pelengkap. Sechingga dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa
permohonan keberatan dari PT. Mingala untuk dikoreksi peredaran usahanya
ditolak. Pada akhirnya, tanggal 12 Oktober 2005 PT. Mingala menerima Surat
Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor: KEP-1049/WPJ.07/BD.05/2005
tanggal 6 Oktober 2005 yang menetapkan menerima sebagian permohonan
keberatan Pemohon Banding tersebut.

Akhirnya dikarenakan terjadi kesimpangsiuran dalam tanggapan
Direktorat Jendral Pajak tersebut, PT. Mingala mengajukan banding pada
Pengadilan Pajak. Hal ini disebabkan terhitung sejak mengantarkan seluruh data

dan dokumen untuk kepentingan proses pemeriksaan pajak, Direktorat Jendral
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Pajak belum pernah sekali pun menghubungi ataupun mengirimkan surat
panggilan dimaksud untuk memperoleh penjelasan yang lebih terinci mengenai
pembukuan PT. Mingala.

Dalam hal ini, masih terdapat perbedaan yang sangat signifikan atas
temuan Direktorat Jendral Pajak dimana terhadap temuan tersebut sudah diberikan
penjelasan oleh PT. Mingala dalam Surat Tanggapan Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan. Tetapi Pemohon Banding tidak diberikan kesempatan untuk
membahas terlebih dahulu perbedaan tersebut, melainkan langsung pada
pembahasan akhir yang diikuti dengan penandatanganan berita acara hasil
pemeriksaan. Sehingga, dalma hal in terdapat perbedaan antara uraian Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diuraikan sebelumnya dengan detail
penjelasan dasar koreksi sehingga PT. Mingala tidak melihat adanya korelasi
antara kedua hal tersebut. Untuk itu, PT. Mingala selanjutnya meminta keadilan
pada Pengadilan Pajak agar permasalahannya tersebut dapat diselesaikan
mengingat peranan Hakim dalam Pengadilan Pajak sangatlah dominan selain
sebagai pemutus perkara, juga sebagai peneliti atas perkara perpajakan.

Adapun hasil putusan Hakim dalam kasus sengketa pajak tersebut adalah
mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terkait dengan
keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan
Badan Tahun 2002 Nomor 00050/206/02/057/04 tanggal 20 Juli 2004. Dalam hal
ini, dengan dikabulkannya permohonan banding tersebut maka Pajak kurang
Bayar yang harus dibayar oleh Pemohon Banding berubah dengan tata cara

perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak Rp.1.993.745.000,-
Pajak Penghasilan Terhutang Rp. 580.623.500,-
Kredit Pajak Rp. 568.214.180,-
Pajak yang kurang dibayar Rp.  12.409.320,-
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 4.715.542,-

+
Pajak yang masih harus dibayar Rp. 17.124.862,-
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Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka pajak yang masih harus dibayarkan
oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp.17.124.862,- (tujuh belas juta seratus
dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah). Sehingga apa yang
diputuskan oleh Majelis Hakim berbeda jauh dari apa yang dinyatakan oleh
Fiskus (Direktorat Jendral Pajak). Hal ini menunjukkan bahwa peranan Majelis
Hakim Pengadilan Pajak sangat dibutuhkan, karena Majelis Hakim Pengadilan
Pajak turut serta menghitung kembali perhitungan pajak yang diajukan
sebelumnya oleh Fiskus untuk dipertimbangkan kebenarannya dengan data-data

tertulis yang diberikan oleh Wajib Pajak selaku Pemohon Banding.

4.2. PENGATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP PENGETAHUAN
HAKIM SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI
Berdasarkan uraian kasus tersebut diatas, para pihak yakni Pemohon

Banding yang dalam hal ini PT. Mingala dan Terbanding yang dalam hal ini ada

Direktur Jendral Pajak mengajukan alat bukti sebagaimana diuraikan sebagai

berikut:

1. Surat atau tulisan;
2. Pengakuan para pihak; dan
3. Pengetahuan Hakim.

Keberadaan ketiga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang diakui
dalam Pengadilan Pajak menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sclain alat bukti tersebut, baik
berupa keterangan ahli maupun keterangan saksi tidak digunakan. Akan tetapi,
keberadaan alat bukti tersebut adalah sah dikarenakan terdapat lebih dari 2 (dua)
buah alat bukti sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus
membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan
siapa di antara pihak-pihak yang berpekara akan diwajibkan untuk memberikan

bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan

Universitas Indonesia

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012



114

perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul
beban pembuktian. Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus
bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan
keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama olehnya. Pengetahuan
Hakim diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-undang Pengadilan Pajak, dimana
pada ketentuan tersebut hanya menjelaskan bahwa Pengetahuan Hakim adalah hal
yang diketahui dan diyakini kebenarannya menurut Hakim.

Dasar pengetahuan Hakim menjadi suatu alat bukti dalam Pengadilan
Pajak dapat menjadi dasar hukum secara operasional. Akan tetapi, keberadaan
Pasal 75 Undang-undang Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dapat
menginterpretasikan pengetahuan Hakim yang seperti apa yang dapat digunakan
sebagai dasar pembuktian dalam Pengadilan Pajak. Hal ini disebabkan Hakim
pada hakekatnya merupakan organ yang memutus perkara dengan seadil-adilnya,
akan tetapi dengan adanya Pengetahuan Hakim sebagai alat bukti, Hakim
memiliki fungsi selain sebagai pemutus perkara, dimana Hakim berperan untuk
meneliti kembali, menafsirkan, menentukan, serta menghitung ulang segala bukti-
bukti yang digunakan menjadi objek Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak
sehingga tercapai kebenarannya dan dalam hal ini mengkoreksi segala pengenaan
pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (Fiskus) tersebut. Sehingga
Pengetahuan Hakim tersebut sering kali berbeda dan justru menguatkan
kedudukan dari Wajib Pajak.

Hakim merupakan salah satu catur wangsa dalam sistem penegakan
hukum, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan memutuskan
dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu
seorang Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum
dan keadilan melalui putusan-putusannya. Sehingga para pencari keadilan selalu
berharap, perkara yang diajukannya dapat diputus oleh Hakim yang profesional
dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga putusannya nanti tidak hanya
bersifat legal justice (keadilan menurut hukum) tetapi juga mengandung nilai
moral justice (keadilan moral) dan social justice (keadilan masyarakat).

Begitu pentingnya peran Hakim dalam penegakan hukum, sehingga dalam

Hukum acara Hakim dianggap mengetahui semua hukumnya (ius curia novit)
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yang akan menentukan hitam putihnya hukum melalui putusannya. Namun dalam
prakteknya penegakan hukum sering dijumpai ada peristiwa yang belum diatur
dalam perundang-undangan. Atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan
tidak jelas, karena memang tidak ada satu hukum atau UU mengatur yang
selengkap-lengkapnya mengingat masyarakat yang diatur oleh hukum senantiasa
berubah (dinamis).

Oleh karena itu kekurangan atau ketidaklengkapan aturan hukum atau
Undang-undang harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan
hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dan subyek yang memiliki
wewenang dalam menegakan hukum yang dapat diartikan sebagai menemukan
hukum itu adalah Hakim. Pada hakekatnya semua perkara yang harus diselesaikan
oleh Hakim di Pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan
hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat
dihasilkan putusan yang ideal, yang mengandung aspek juridis (kepastian),
filosofis (keadilan) dan kemanfaatan (sosiologis).

Menurut Soejono Koesoemo Sisworo, penegakan hukum oleh Hakim
melalui penemuan hukum itu termasuk obyek pokok dari telaah filsafat hukum.
Disamping masalah lainnya seperti hakekat pengertian hukum, cita/tujuan hukum
dan berlakunya hukum.'®

Sedangkan menurut Lili Rasyidi, obyek pembahasan filsafat hukum masa
kini memang tidak terbatas pada masalah tujuan hukum melainkan juga setiap
masalah mendasar yang muncul dalam masyarakat dan memerlukan pemecahan.
Masalah itu antara lain :'%

(1) Hubungan hukum dengan kekuasaan;
(2) Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya;
(3) Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang;

(4) Apa sebab orang menaati hukum;

I65Soeyono Koesoemo Sisworo (1), Pidato ilmiah Dies Natalis ke-25 UNISSULA,

“Dengan semangat Sultan agung Kita tegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan kebenaran,
Suatu perjuangan yang tidak pernah tuntas”, hal. 9. Lihat juga karya Soeyono K.S yang lain
berupa kumpulan tulisan beliau dalam “Beberapa pemikiran tentang filsafat Hukum, penerbit
Universitas Diponegoro Semarang, hal. 97.

166Lily Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982),
hal.10.
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(5) Masalah pertanggungjawaban,;

(6) Masalah hak milik;

(7) Masalah kontrak;

(8) Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (social
engineering).

Menurut Theo Huybers, unsur yang menonjol dalam telaah filsafat hukum
antara lain tentang arti hukum kaitannya dengan hukum alam serta prinsip etika,
kaitan hukum dengan pribadi manusia dan masyarakat, pembentukan hukum,
serta perkembangan rasa keadilan dalam Hak Asasi manusia.'®’ Dengan demikian
dalam menjalankan tugasnya memeriksa dan memutus perkara terutama dalam
menemukan hukum dan nilai-nilai keadilan, seorang Hakim dituntut selain
menguasai teori ilmu hukumnya juga harus menguasai filsafat hukum.

Bilamana ditinjau dari kasus yang diuraikan tersebut diatas, seorang
Hakim dalam Pengadilan Pajak memainkan perannya selayaknya seorang saksi
ahli dimana mengungkapkan pengetahuannya terkait dengan perpajakan dalam
memutus suatu perkara pajak yang disengketakan oleh PT. Mingala kepada
Direktorat Jendral Pajak. Dimana penulis melihat bahwa Hakim memberikan
berbagai pertimbangan atas permasalahan yang disengketakan, dalam hal ini
terkait dengan koreksi yang dinyatakan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada
PT. Mingala yang terdiri atas:

1. Hakim Pengadilan Pajak menguraikan pendapatnya dalam memeriksan
Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 yang
disengketakan oleh PT. Mingala terhadap Direktorat Jendral Pajak;

2. Hakim menguraikan serta menghitung bagaimana penyusutan yang
sebenarnya dari Aktiva Tetap yang dimiliki oleh PT. Mingala;

3. Hakim juga menguraikan serta menghitung ulang invoice/ Pemberitahuan
Ekspor Barang dari PT. Mingala kepada Shadowline;

4. Hakim juga ikut serta dalam pemeriksaan dan juga perhitungan pada Buku

Besar, Neraca Keuangan, dan Perhitungan Rugi/Laba milik PT. Mingala;

'"Dr. Theo Huijbers OSC, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta:
Penerbit Yayasan Kanisius, 1982), hal.273.
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5. Hakim memperhitungan segala biaya-biaya yang menjadi beban bagi
PT. Mingala untuk diperhitungkan sebagai pajak terhutang.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut yang merupakan bagian dari Putusan
Pengadilan Pajak Nomor: PUT-08916/PP/M.X/15/2006 menunjukkan bahwa
pengaturan perundang-undangan Pengadilan Pajak tidak memberikan pengaturan
spesifik mengenai bagaimanakah Hakim dalam mempergunakan pengetahuannya
untuk membuktikan suatu alat bukti sebelumnya yang diajukan oleh Pemohon
Banding dan Terbanding dengan benar dan tepat. Secara garis besar, Pengetahuan
dan Keyakinan Hakim Pengadilan Pajak serupa dengan penemuan hukum
sebagaimana diuraikan diatas. Akan tetapi dalam hal ini yang ditemukan bukanlah
suatu hukum yang tidak memiliki dasar hukum yang tepat melainkan meninjau
ulang suatu perhitungan Buku Besar, Neraca Keuangan dan Perhitungan
Rugi/Laba menurut pemahamannya.

Oleh sebab itu, penulis menganggap bahwa Pengetahuan Hakim dalam
Pengadilan Pajak didasarkan oleh adanya penalaran hukum sebagaimana
dinyatakan oleh Kenneth J. Vandevelde. Hakim dalam hal ini lebih menampilkan
bagaimana ia menganalisis suatu permasalahan berdasarkan alat bukti yang
diungkapkan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak.
Dengan kata lain, menurut hemat penulis pembuktian dengan menggunakan
Pengetahuan Hakim hanyalah berfungsi sebagai penunjang atas alat bukti lainnya
(dalam hal ini alat bukti tertulis) yang telah diungkapkan oleh Pemohon Banding
dan Termohon Banding. Beberapa alat bukti yang digunakan oleh Hakim pada
kasus banding PT. Mingala adalah sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan
Tahun 2002 Nomor 00050/206/02/057/04 tanggal 20 Juli 2004;

2. Surat Keputusan  Direktur Jendral  Pajak Nomor : KEP-
1049/WPJ.07/BD.05/2005 Tanggal 6 Oktober 2005 untuk Permohonan
Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak
Penghasilan Badan Tahun 2002 Nomor 00050/206/02/057/04 tanggal 20
Juli 2004;

3. CMT Agreement;

4. Perincian PIB dan Surat Keputusan Fasilitas Bapeksta;
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5. Purchase Order, PEB, Invoice dan B/L dalam Laporan Penjualan Ekspor
Garment (Jasa Maklon);

6. Perincian Perhitungan Penyusutan Fiskal;

7. Detail perhitungan laba/rugi selisih kurs tahun 2002;

8. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Nomor PEMB-
374/WPJ.07/KP.0505/2003 tanggal 23 Desember 2003 sehubungan Surat
Perintah Pemeriksaan Nomor : PRINT-PSL-001/WPJ.07/KP.0505/2004
tanggal 23 Januari 2004;

9. Surat Tanggapan atas Temuan Sementara tanggal 8 Juli 2004;

10. Surat  Pemberitahuan Hasil  Pemeriksaan =~ Nomor . PHP-
140/WPJ.07/KP.0505/2004 tanggal 13 Juli 2004;

11. Surat Setoran Pajak cicilan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar untuk Tahun Pajak 2002 Nomor 00050/206/02/057/04 tanggal 20
Juli 2004;

12. Bukti Pemindahbukuan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak
Penghasilan  Badan Nomor: PBK-00646/VII/WPJ.07/KP.0504/2005
tanggal 25 Juli 2005.

Alat-alat bukti tertulis yang diuraikan tersebut diatas merupakan alat bukti
yang diakui dalam Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Menurut
penulis, ketika alat-alat bukti tersebut digunakan untuk menentukan suatu putusan
Pengadilan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus sungguh-sungguh meneliti lebih
jauh. Hal tersebut = dikarenakan = terdapat berbagai macam koreksi atas
permasalahan Pajak PT. Mingala yang hingga diajukannya Banding oleh
Pemohon Banding telah beberapa kali berubah.

Dalam pemaparan alat bukti, Terbanding juga mengajukan bukti tertulis
berupa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1049/WPJ.07/BD.05/2005
tanggal 6 Oktober 2005 dimana adanya bukti ini disertai keterangan dari
Terbanding bahwa keputusan tersebut menolak permohonan keberatan Pemohon
Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
Nomor: 00050/206/02/057/04 tanggal 20 Juli 2004 untuk Tahun Pajak 2002.

Dalam hal ini menurut hemat penulis, Terbanding menerangkan bahwa adanya

Universitas Indonesia

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012



119

penolakan secara tertulis dari Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00050/206/02/057/04 tanggal 20
Juli 2004 untuk Tahun Pajak 2002. Hal ini berarti keterangan penolakan dari
Terbanding tersebut juga masih dikategorikan sebagai alat bukti tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf ¢ Undang-undang Nomor 14 Tahun
2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Selain alat bukti tertulis yang diajukan, Pemohon Banding juga
memberikan pengakuan serta alasan mengapa upaya Banding diajukan. Dalam hal
ini, pengakuan dari Pemohon Banding serta alasan diajukannya permohonan
Banding adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sudut pandang Proses Pemeriksaan, menurut Pemohon
Banding tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon Banding
dengan Terbanding khususnya ketika Pemohon Banding hendak
membicarakan dan mendiskusikan mengenai Pajak Kurang Bayar yang
dinyatakan kepadanya. Terkait hal itu, Terbanding dikatakan oleh
Pemohon Banding secara sepihak langsung memberikan  Surat
Pemberitahuan  Hasil  Pemeriksaan dan Surat Panggilan untuk
menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan. Hal tersebut menurut
Pemohon Banding merugikan, karena membutuhkan waktu untuk
Pemohon Banding meneliti hasil pemeriksaan dari Terbanding;

2. Ditinjau dari sudut pandang Proses Keberatan, dimana terdapat dokumen
tambahan pendukung yang baru diminta oleh Peneliti untuk direview oleh
Terbanding, akan tetapi Terbanding justru menjawabnya dengan
mengatakan bahwa waktu sudah tidak memungkinkan sehingga keberatan
Pemohon Banding hanya diterima sebagian;

3. Ditinjau dari sudut pandang Materi, Pemohon Banding menilai bahwa
banyak sekali koreksi yang masih ‘dipertahankan oleh Terbanding dan
untuk koreksi-koreksi tersebut dirasa oleh Pemohon Banding tidak sesuai
dengan kondisi yang terjadi sesungguhnya dan tidak sesuai dengan
ketentuan yang mengatur. Pemohon Banding juga mengungkapkan secara

detail hasil perhitungan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam Surat
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Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1049/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 6

Oktober 2005.

Pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas menurut
hemat penulis adalah alat bukti berupa Pengakuan Para Pihak sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang
Pengadilan Pajak. Atas adanya 2 (dua) alat bukti tersebut, maka menurut hemat
penulis Majelis Hakim Pengadilan Pajak bersedia untuk memeriksa permohonan
Banding dari Pemohon Banding untuk selanjutnya diproses dalam Pengadilan
Pajak.

Meninjau adanya alat bukti baik berupa dokumen-dokumen tertulis
maupun pengakuan para pihak tersebut inilah akhirnya Majelis Hakim dalam
Pengadilan Pajak mampu mengungkapkan Pengetahuannya yang akhirnya
menjadi suatu dasar untuk memutus perkara. Penulis meninjau bahwa langkah-
langkah yang dilakukan oleh Hakim adalah pertama, mengidentifikasi sumber
hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan (identify the applicable sources of law). Dalam hal ini,
Majelis Hakim akan meninjau dasar hukum mana yang dapat menjadi dasar
pengenaan Pajak Kurang Bayar PT. Mingala baik yang berkaitan dengan harta,
beban, maupun pendapatan yang diperoleh dari PT. Mingala. Untuk itu,
pengkajian dasar hukum oleh Majelis Hakim adalah meneliti ketentuan peraturan
perundang-undangan Pajak Penghasilan untuk Badan Hukum dan juga terkait
dengan penyusutan Aktiva dari Badan Hukum sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 138/KMK.03/2002
tanggal 8 April 2002.

Kedua, Majelis Hakim menganalisis sumber hukum tersebut untuk
menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut
(analyze the sources of law). Pada tahapan ini, Majelis Hakim akan mengkaji
apakah dasar hukum yang diterapkan dalam perhitungan Pajak Kurang Bayar baik
oleh pihak Wajib Pajak yakni PT. Mingala dan Fiskus sudah benar diterapkan dan
dihitung sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam peraturan perundang-
undangan tersebut. Dalam tahapan ini, Majelis Hakim akan mempelajari peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan objek sengketa yang disesuakan
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dengan data-data yang diberikan sechingga dapat melanjutkan pada tahapan
berikutnya dengan melakukan perhitungan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang dikumpulkannya tersebut.

Ketiga, mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang
koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah
aturan umum (synthesize the applicable rules of law into a coherent structure).
Dalam hal ini, penulis menganalisa bahwa Hakim selain meneliti pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan paling dasar yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), Pajak Penghasilan, hingga Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor: 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002. Hal ini dilakukan
untuk menentukan apakah yang diterapkan dalam perhitungan Pajak Kurang
Bayar oleh para pihak tepat diterapkan. Hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim
dengan melakukan penelitian prosedur perhitungan hingga pada nilai nominal
setiap pendapatan, harta, dan biaya dari Wajib Pajak yakni PT. Mingala itu sendiri
berdasarkan data-data yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa.

Keempat, Hakim menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the
available facts) sebagaimana diuraikan dalam dokumen-dokumen yang
disediakan. Setelah Majelis Hakim melakukan perhitungan dengan menggunakan
dokumen-dokumen yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak, maka
Majelis Hakim akan meneliti perhitungan yang dilakukan oleh para pihak untuk
dikoreksi kebenarannya. Dalam hal ini, kebenaran akan koreksi tersebut
diungkapkan dengan diberikannya alasan-alasan oleh Majelis Hakim bilamana
terjadi salah perhitungan, salah penerapan peraturan, maupun penerapan dan
perhitungannya benar.

Terakhir, Hakim menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta
untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan
menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal
memecahkan kasus-kasus sulit (apply the structure of rules to the facts).
Penerapan struktur aturan berdasarkan fakta-fakta yang ada mutlak terjadi dalam
setiap peradilan pajak, hal ini disebabkan Majelis Hakim selain meneliti dan

memperhitungkan penerapan peraturan perundang-undangannya juga dapat
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menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang dirasa Majelis Hakim
tidak diatur secara spesifik. Hal ini juga membuka peluang bagi Majelis Hakim
untuk melakukan penemuan hukum apabila diperlukan untuk memperoleh
perhitungan objek sengketa yang seadil-adilnya. Dalam kasus yang diuraikan
dalam Putusan Nomor: PUT-08916/PP/M.X/15/2006 terdapat interpretasi dari
Majelis Hakim, dimana dapat menentukan bahwa Garmen bukanlah bagian dari
kegiatan usaha dari Wajib Pajak PT. Mingala.

Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa tepat apabila Majelis
Hakim dalam memutuskan sengketa pada Pengadilan Pajak harus mengikut
sertakan Pengetahuan Hakim sebagai alat bukti. Akan tetapi, sebagaimana
diuraikan diatas Pengetahuan Hakim tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena
baru dapat dipergunakan setelah adanya alat bukti lain baik secara tertulis maupun
lisan yang diungkapkan terlebih dahulu oleh para pihak.

Dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim diberi kesempatan apabila diperlukan untuk
memperoleh pertolongan dari sebuah panitia untuk memeriksa keadaan sesuatu
tempat, sedangkan dalam pasal ini apabila dipandang berfaedah, kepada hakim
diberi kemungkinan untuk minta pertolongan atau pendapat seorang ahli. Pada
hakekatnya kedua hal tersebut adalah merupakan alat atau sarana bagi hakim
untuk mencari kebenaran yang hakiki agar dapat menjatuhkan keputusan yang
adil. Untuk meneguhkan keterangannya yang dapat diajukan secara lisan maupun
tertulis, para ahli itu harus disumpah, walaupun Hakim tidak terikat untuk
senantiasa mempercayainya, keterangan itu boleh diabaikan, apabila itu
berlawanan dengan keyakinannya. Maka, sekalipun telah diajukan berbagai
macam alat bukti baik oleh Fiskus maupun oleh PT. Mingala, Hakim juga ikut
serta melakukan perhitungan atas Pajak Terhutang dari PT. Mingala disesuaikan
dengan perhitungan kedua belah pihak baik Fiskus maupun PT. Mingala.
Sehingga diperoleh hasil Pajak Terhutang dari PT. Mingala yang memiliki
perbedaan sangat jauh dari hasil koreksi oleh Fiskus tersebut.

Penulis berpendapat, bahwa sekalipun secara tegas alat bukti Pengetahuan
Hakim termasuk dalam alat bukti utama dalam proses pembuktian dalam

Pengadilan Pajak, namun ternyata dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 14
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Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa “Pengetahuan
Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya,” Dengan
demikian, pada realitanya penerapan alat bukti Pengetahuan Hakim tersebut sama
seperti apa yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengaturan ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu saja lah Pengetahuan
Hakim tersebut dibutuhkan. Sesungguhnya pengaturan tersebut sesuai dengan
kenyataan yang berlaku dalam Pengadilan Pajak memiliki persamaan. Dengan
kata lain, keberadaan Pengetahuan Hakim mutlak diperlukan karena dibutuhkan
adanya penelitian dari seorang Hakim untuk meneliti kebenaran atas fakta-fakta
sengketa pajak yang diajukan oleh para pihak seperti halnya dengan sengketa
yang  terdapat dalam  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  PUT-
08916/PP/M.X/15/2006. Ketentuan dalam HIR tersebut dapat dijadikan
penjelasan lebih dalam dari penggunaan alat bukti berupa Pengetahuan Hakim
tersebut, mengingat dalam HIR dijelaskan “adanya pemeriksaan”. Hal ini berarti
untuk menjalankan keyakinannya, seorang Hakim harus melakukan pemeriksaan
terlebih dahulu atas objek sengketa.

Pengetahuan Hakim akan selalu dibutuhkan pada setiap persidangan.
Dalam pengajuan Gugatan maupun Banding, pihak yang memohon kepada
Pengadilan Pajak akan menguraikan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar
Gugatan maupun Banding. Sebaliknya pihak yang Tergugat maupun Terbanding
juga akan menguraikan data-data tertulis yang digunakan sebagai dasarnya untuk
menentukan apa yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian, peranan Hakim
dalam memberikan pengetahuannya dan keyakinannya sangatlah dibutuhkan
untuk menyelidiki dan meneliti perkara yang disengketakan. Hal ini berarti bahwa
Hakim akan menjadi juri dalam persidangan disertai dengan penelitian atas objek
sengketa untuk meninjau uraian manakah yang seharusnya diterapkan apakah dari
Terbanding, Pemohon Banding, Penggugat, atau Tergugat.

Uraian  tersebut  menunjukkan = bahwa  Hakim  menggunakan
pengetahuannya dan keyakinannya dengan mengacu pada alat bukti lainnya antara
lain alat bukti berupa Surat atau Tulisan, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, dan

Pengakuan Para Pihak. Hal ini berarti bahwa alat bukti berupa Pengetahuan
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Hakim dapat digunakan untuk menunjang alat-alat bukti yang diajukan oleh para
pihak yang bersengketa, dalam hal ini adalah Pemohonan Banding PT. Mingala
dan Terbanding Direktorat Jendral Pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hakim
meninjau secara menyeluruh akan meneliti dan meninjau kembali berbagai
macam yang diajukan dalam persidangan untuk ditinjau ulang oleh Hakim, yang
mana pada perkara dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
08916/PP/M.X/15/2006 dipergunakan 2 (dua) alat bukti lain berupa Surat atau
Tulisan dan Pengakuan Para Pihak yang kemudian diperkuat dengan Pengetahuan
Hakim untuk dijadikan dasar memutuskan perkara tersebut.

Banding terhadap Pajak Kurang Bayar dari PT. Mingala diungkapkan
bahwa Pemohon Banding dan Terbanding secara bersama-sama memiliki
perhitungan Pajak Kurang Bayar yang harus dibayarkan oleh PT. Mingala kepada
Direktorat Jendral Pajak. Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat bukti tertulis
berupa dokumen-dokumen serta data-data yang dibutuhkan untuk menentukan
besarnya nilai nominal Pajak Kurang Bayar tersebut. Dengan adanya Hakim yang
berfungsi untuk meneliti berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya, maka dapat
diperoleh Pajak Kurang Bayar yang seharusnya sehingga tidak ada perbedaan
interpretasi dalam perhitungan Pajak Kurang Bayar baik antara Wajib Pajak
dengan Fiskus.

Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penggunaan alat bukti
Pengetahuan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor
14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak terjadi perluasan makna dalam
pelaksanaannya sehingga serupa dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal
107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dimana Pengetahuan Hakim dipergunakan untuk menunjang seluruh alat bukti
yang diajukan Pemohon Banding dan Terbanding. Sehingga dasar Majelis Hakim
dalam mempergunakan pengetahuan dan keyakinannya sebagai alat bukti menurut
ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan
Pajak tersebut, didahului dengan adanya alat bukti berupa Surat atau Tulisan dan
Pengakuan Para Pihak, yang kemudian secara keseluruhan diteliti kembali oleh
Majelis Hakim berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya terkait dengan bidang

Perpajakan menjadi sebuah produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.
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Adanya  pertimbangan  tersebut menunjukkan bahwa  Hakim  dapat
mengungkapkan  keyakinannya berdasarkan Pengetahuan dalam bidang
perpajakan yang dimilikinya untuk memutuskan suatu perkara dalam Pengadilan
Pajak ditinjau dari adanya alat bukti lainnya yang diungkapkan. Sehingga dapat
dikatakan bahwa kekuatan pembuktian Pengetahuan Hakim menjadi salah satu
alat bukti dapat dilihat eksistensinya bilamana pihak Penggugat dan/atau
Pemohon Banding terlebih dahulumengajukan alat bukti lain yang mendahului.
Hal ini disebabkan Pengetahuan Hakim tidak akan muncul apabila tidak ada alat
bukti lainnya yang menyatakan lebih dahulu mengapa hal ini disengketakan.
Dalam Kasus Pengadilan Pajak yang melibatkan PT. Mingala tersebut dapat
dianalisa bahwa apabila tidak ada perhitungan pajak baik oleh PT. Mingala
maupun Direktorat Jendral Pajak serta dokumen-dokumen yang digunakan
sebagai dasar perhitungan, tidak mungkin seorang atau Majelis Hakim dapat
memberikan pendapatnya karena tidak memiliki dasar untuk mengungkapkan
keyakinannya bahwa pihak manakah yang benar-benar tepat dalam penerapan
hukumnya.

Selain itu pula, dalam penerapan Pengetahuan Hakim yang dimiliki oleh
seorang atau Majelis Hakim yang memimpin persidangan tersebut adalah berupa
ilmu pengetahuan di bidang hukum pajak bukanlah fakta-fakta yang
disengketakan dalam Pengadilan. Sebagaimana dalam Putusan Nomor PUT-
08916/PP/M.X/15/2006 disebutkan bahwa Pengetahuan Hakim muncul dengan
disertai adanya dasar hukum yang jelas disertai dengan perhitungan yang
dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan interpretasinya terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, asumsi dari adanya alat
bukti adalah dimana dapat diajukan sebagai dasar Gugatan dan/atau Banding pada
Pengadilan Pajak. Sedangkan menurut hemat penulis apabila yang menjadi dasar
Gugatan dan/atau Banding adalah alat bukti berupa ilmu pengetahuan, maka
perkara tersebut tidak mungkin dapat diproses karena adanya penelitian dengan
menggunakan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan oleh Majelis Hakim
muncul sejak pemeriksaan dalam Pengadilan Pajak dimulai.

Untuk itu, penulis berpendapat pula bahwa keberadaan Pengetahuan

Hakim sebagai alat bukti dalam Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal
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76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak sekalipun
hadir untuk menunjang alat bukti lainnya yang telah diajukan terdahulu tetap
memiliki kedudukan yang berbeda dengan Pengetahuan Hakim yang diatur dalam
Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. Perbedaan tersebut dapat ditinjau bahwa alat bukti berupa Pengetahuan
Hakim dalam Pengadilan Pajak sekalipun dipergunakan setelah adanya alat bukti
lain, ketika diterapkan maka Hakim akan mempergunakan pengetahuan dan
keyakinannya dalam bidang perpajakan untuk mencari kebenaran formil dan
materiil dari Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Fiskus yang dalam hal ini
Direktorat Jendral Pajak dan pemenuhan kewajiban serta perhitungan pendapatan

dan biaya dari Wajib Pajak.

4.3. PENGETAHUAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA

PADA PUTUSAN NOMOR: PUT-08916/PP/M.X/15/2006

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pengetahuan Hakim dalam suatu
pembuktian kasus yang diperiksa pada Pengadilan Pajak dapat berdiri bilamana
didukung dengan alat bukti lain yang diajukan terlebih dahulu. Pada kasus yang
dialami oleh PT. Mingala dalam Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor PUT-
08916/PP/M.X/15/2006 ditinjau dari adanya dokumen yang diserahkan oleh PT.
Mingala kepada Direktorat Jendral Pajak yang kemudian diteliti dan dianalisa
oleh Majelis Hakim berdasarkan pengetahuannya sehingga meyakinkan Majelis
Hakim untuk menentukan adanya koreksi pada penerapan peraturan untuk
menentukan Pajak Kurang Bayar. Sehingga dengan adanya dokumen tersebut,
Hakim yang memimpin persidangan baru dapat mengungkapkan keyakinannya
dengan adanya data-data yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan di bidang
perpajakan.

Dalam  Putusan Nomor PUT-08916/PP/M.X/15/2006  diungkapkan
beberapa hal yang dapat dianalisa oleh penulis untuk memperjelas bahwa
Pengetahuan Hakim diungkapkan setelah adanya alat bukti lain. Bilamana ditinjau
dari Putusan tersebut, Pengetahuan Hakim diungkapkan dengan adanya
pernyataan sebagai berikut: “bahwa Majelis telah menghimpun data untuk

menganalisis perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya obyek pajak....”
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Hakim muncul sebagai
tujuan untuk menganalisis data-data yang diajukan oleh PT. Mingala untuk
dianalisa dan menjadikannya sebagai dasar untuk memutus perkara. Berikut ini
adalah Pendapat Hakim yang menjadi dasar Putusan Nomor PUT-
08916/PP/M.X/15/2006 dimana pertama, menurut pendapat Majelis, Terbanding
menggunakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002
sebesar Rp.8.253.378.331,- sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan,
sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT Penghasilan Netto Pajak
Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.2.309.135.719,- sehingga selisih
Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan sebelum keberatan adalah sebesar
Rp.5.944.242.612,-. Kedua, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan
Penghasilan = Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar
Rp.8.253.378.331,-, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan
menyebutkan secara eksplisit besar Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak 2002 menurut  perhitungan Pemohon  Banding  yaitu
Rp.2.309.135.719,- sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah
Rp.5.944.242.612,-. Ketiga, terdapat keberatan Pemohon Banding yang
menyatakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002
sebesar Rp.2.309.135.719,-, Terbanding menggunakan Penghasilan Netto Pajak
Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.6.522.189.370,- sebagai dasar
untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai
sengketa sebelum banding adalah Rp.4.213.053.651,-. Keempat, keputusan
Terbanding yang menyatakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun
Pajak 2002 sebesar Rp.6.522.189.370,-, Pemohon Banding mengajukan banding
dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Penghasilan Netto Pajak
Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 menurut perhitungan Pemohon Banding,
yaitu Rp.2.385.083.656,- schingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding
adalah Rp.4.137.105.714,-. Kelima, banding yang diajukan oleh Pemohon
Banding dimana menyatakan bahwa Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.2.385.083.656,-, dalam hal ini Terbanding
menggunakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002

sebesar Rp.6.522.189.370,- sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas
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keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian
Banding adalah Rp.4.137.105.714,-. Keenam, keputusan Terbanding yang
menyatakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002
sebesar Rp.6.522.189.370,-, Pemohon Banding mengajukan banding dengan
menyebutkan secara eksplisit besarnya Penghasilan Netto Pajak Penghasilan
Badan Tahun Pajak 2002 menurut perhitungan Pemohon Banding, yaitu
Rp.2.391.155.156,- sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah
Rp.4.131.034.214,-. Terakhir, atas uraian yang dinyatakan tersebut diatas maka
yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi
Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 yang tidak
disetujui oleh Pemohon Banding sebesar Rp.4.131.034.214,- yang terdiri dari:

1. Peredaran Usaha : Rp.3.504.445.723,-
2. 'Harga Pokok Penjualan:
a. Biaya Seragam :Rp.  48.500.000,-
b. Biaya Penyusutan :Rp. 99.733.494.-
3. Pengurang Penghasilan Bruto:
a. Biaya Surat Kabar, Pos, Materai : Rp. 8.250.000,-
b. Biaya Penyusutan : Rp. 6.717.185,-
4. Penghasilan dari luar usaha :Rp. 463.387.712,-
Selisih pembulatan : Rp. 100,- +
Total Rp. 4.131.034.214,-

Berdasarkan uraian tersebut, seorang Hakim sebelum mengungkapkan
pengetahuannya yang diperuntukkan bagi pembuktian dan memutus perkara
memiliki dasar dari dokumen-dokumen tertulis yang diajukan oleh para pihak
yang bersengketa. Sehingga dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, seorang
Hakim akan meneliti bagaimana nilai sengketa tersebut diperoleh dan akan
dikoreksi oleh Majelis Hakim. Dan untuk mengetahui hasil koreksi tersebut, maka
penulis akan menguraikan bagaimana Majelis Hakim mengkoreksi angka yang
menjadi dasar perhitungan nilai sengketa Pajak Kurang Bayar tersebut.

Pertama, Majelis Hakim akan menguraikan koreksi untuk peredaran usaha

dari PT. Mingala yang dinilai sebesar Rp.3.504.445.723,-. Dalam hal ini sebelum
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mengungkapkan pendapat dan keyakinannya, Majelis Hakim melihat dokumen-
dokumen sebagai berikut:

a. Pemberitahuan Ekspor Barang;

b. Invoice;

c. Fotokopi Kontrak;

d. Delivery Order/Purchase Order.
Dengan adanya dokumen tersebut, Majelis Hakim melakukan penelitian
berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya yang diteliti satu per satu berdasarkan
nilai nominal yang tercantum pada dokumen tersebut. Berdasarkan penelitian
tersebut maka terhadap peredaran usaha tersebut Majelis Hakim menyatakan
bahwa hal ini tidak dapat dipertahankan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai
tersebut akan ditolak oleh Majelis Hakim untuk tidak dimasukkan sebagai dasar
perhitungan Pajak Kurang Bayar PT. Mingala.

Kedua, terhadap biaya seragam ada pun alat bukti yang disampaikan
kepada Majelis Hakim berupa voucher dan ledger (Buku Besar) dari PT. Mingala.
Dalam hal ini, seharusnya terdapat kontrak antara PT. Mingala dengan
Shadowline atas pembuatan seragam, akan tetapi PT. Mingala tidak dapat
menunjukkan kontrak tersebut sehingga dikarenakan alat bukti untuk penelitian
Majelis Hakim tidak cukup maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya
seragam tetap dipertahankan sebagai dasar untuk memperhitungkan Pajak Kurang
Bayar PT. Mingala.

Ketiga, salah satu yang menjadi perhitungan Pajak Kurang Bayar adalah
biaya penyusutan sebesar Rp.99.733.494,- dan Rp.6.717.185,-. Dalam hal ini
Majelis . Hakim meneliti biaya penyusutan tersebut dengan didasarkan pada
ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002 tanggal 8
April 2002 yang meyakinkan Hakim bahwa jenis usaha pemintalan, pertenunan
dan pencelupan, jenis mesin dan peralatan yang digunakan termasuk dalam jenis
harga berwujud yang dapat disusutkan berdasarkan ketentuan tersebut. Atas
penelitian Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan
tersebut, maka dapat diuraikan bagaimana pendapat Majelis Hakim terhadap

koreksi nilai biaya penyusutan yakni:
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1. Terhadap Aktiva non permanen, dalam hal ini Majelis Hakim

membandingkan perhitungan yang dinyatakan oleh Pemohon Banding dan
Terbanding serta menghitung sendiri berdasarkan pengetahuannya atas
penyusutan tersebut sechingga dalam hal ini Majelis Hakim meyakini
bahwa jenis aktiva non permanen dikenakan penyusutan 10% (sepuluh
persen) dan perhitungan ini sama dengan yang dinyatakan oleh Pemohon
Banding sehingga nilai sengketa terhadap Aktiva Non Permanen tidak
dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim;

Terhadap Aktiva berupa printer dan komputer, dalam hal ini Majelis
Hakim membandingkan perhitungan yang dinyatakan oleh Pemohon
Banding dan Terbanding serta menghitung sendiri berdasarkan
pengetahuannya atas penyusutan tersebut sehingga dalam hal ini Majelis
Hakim meyakini bahwa Terbanding dalam menghitung penyusutan Aktiva
printer dan komputer tidak memperhatikan surat edaran sehingga
disusutkan seluruhnya dengan nilai 25% (dua puluh lima persen)
seharusnya yang benar adalah mengikuti apa yang disusutkan oleh
Pemohon Banding yakni sampai dengan bulan Maret 2002 sebesar 12,5%
(dua belas setengah persen) dan bulan April 2002 hingga Desember 2002
sebesar 25% (dua puluh lima persen) hal ini mengakibatkan koreksi
tersebut tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim;

Terhadap Aktiva berupa Office Machine and Equipment, terjadi kesalahan
hitung dari Pemohon Banding setelah diteliti oleh Majelis Hakim sehingga
untuk Aktiva tersebut memberikan pendapatnya bahwa nilai nominal
terhadap Aktiva tersebut tetap mempertahankan;

Terhadap Aktiva berupa Generator, Water Supply dan Fuel Tank dalam
hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa industri garmen atau pakaian
jadi tidak tergolong sebagai usaha pemintalan, pertenunan dan pencelupan
sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon Banding, sehingga hal ini
dibatalakan oleh Majelis Hakim;

Terhadap Aktiva berupa Garment Furniture and Ficture, dalam hal ini
Majelis Hakim melakukan penelitian terhadap perhitungan penyusutannya

dan ditemukan oleh Majelis Hakim bahwa Terbanding telah melakukan
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kesalahan perhitungan dan berbeda dengan apa yang dihitung oleh Majelis
Hakim karena tidak memasukkan Meja Kantin sebagai bagian yang
disusutkan dengan tarif 25% (dua puluh lima persen) sehingga hal ini
menyebabkan perhitungan atas Aktiva tersebut dinyatakan dibatalkan;

6. Terhadap Fire Extinguiser and Workshop Equipment, Majelis Hakim
meninjau perhitungan dari Pemohon Banding dan Terbanding, dimana
perhitungan tersebut adalah tepat dan benar adanya sehingga berdasarkan
pendapat dan penelitian Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat
dipertahankan;

7. Terhadap Biaya Surat Kabar, [uran Pos dan Materai dalam hal ini Majelis
Hakim berpendapat sama dengan Terbanding bahwa biaya-biaya tersebut
merupakan pengeluaran yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha
dari PT. Mingala sehingga Majelis Hakim mempertahankannya;

8. Terhadap Penghasilan dari Luar Usaha, dalam hal ini terjadi kekeliruan
terhadap selisih kurs yang diperhitungkan oleh Terbanding. Keadaan ini
menyebabkan selisih dari penghasilan luar usaha dari PT. Mingala sangat
jauh berbeda dari yang diperhitungkan oleh Pemohon Banding dengan
Terbanding, atas kesalahan dari Terbanding tersebut Majelis Hakim
menyatakan bahwa membatalkan koreksi dari Terbanding dan
mempertahankan selisih kurs yang dinyatakan oleh Pemohon Banding.
Penulis meninjau bahwa bagaimana Majelis Hakim menggunakan

pengetahuan dan keyakinannya sebagai alat bukti semakin jelas bahwa harus
adanya dasar perhitungan  dan  bukti-bukti = terlebih dahulu sebelum
mengungkapkan pendapatnya. Sehingga adanya bukti-bukti yang terlebih dahulu
diberikan ke dalam persidangan membuat Majelis Hakim dapat melakukan
penelitian akan kebenaran atas penerapan hukum dalam perhitungan Pajak
Kurang Bayar. Pada beberapa penelitian oleh Majelis Hakim ditemukan beberapa
fakta dimana:

1. PT. Mingala tidak dapat menunjukkan perjanjian (kontrak) dengan
Shadowline sehingga dengan tidak adanya bukti perjanjian, maka Majelis

Hakim dapat meyakini bahwa keberadaan perjanjian tersebut non existent
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(dianggap tidak pernah ada) sekali pun pernah dibuat tetapi dengan tidak
adanya bukti nyata maka dapat dihilangkan oleh Majelis Hakim;

2. Adanya kesalahan perhitungan oleh Fiskus yang dalam hal ini adalah
Direktorat Jendral Pajak, berarti dengan adanya kesalahan penerapan
peraturan, maka perhitungan tersebut harus dikoreksi dan tidak dapat
dijadikan sebagai dasar untuk menentukan Pajak Kurang Bayar;

3. Adanya kesalahan perhitungan oleh Wajib Pajak PT. Mingala, dalam hal
ini adanya kesalahan dalam menghitung oleh Wajib Pajak dapat
merugikan kedudukan Wajib Pajak karena yang berlaku sebagai dasar
perhitungan adalah apa yang ditentukan oleh Fiskus;

4. Adanya kesalahan dalam penerapan peraturan, hal ini menyebabkan
bahwa perhitungan yang diajukan dengan peraturan tersebut juga dianggap
tidak ada. Sehingga nilai nominal hasil perhitungan dengan ketentuan
tersebut dihapuskan dan dianggap tidak pernah ada oleh Majelis Hakim.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat diperoleh kesimpulan dimana terdapat

beberapa hasil penelitian yang didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan
Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak berupa mempertahankan, tidak dapat
mempertahankan, dan juga membatalkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim
berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya menyatakan bahwa hal sebuah
koreksi dapat dipertahankan berarti tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk
mengurangi Penghasilan Netto dari perhitungan Terbanding terhadap Pemohon
Banding. Apabila Majelis Hakim mengatakan adanya pembatalan atas koreksi
berdasarkan pengetahuan dan keyakinan Majelis Hakim atas data yang
diungkapkan, maka nilai nominal tersebut dianggap oleh Majelis Hakim dianggap
tidak ada. Akan tetapi, bilamana oleh Majelis Hakim tidak dapat dipertahankan
maka nilai nominal seluruhnya dari perhitungan yang dinyatakan oleh Majelis
Hakim tidak dapat dipertahankan harus dimasukkan sebagai dasar perhitungan
Pajak Kurang Bayar yang harus dikurangi dari jumlah nilai nominal yang

dinyatakan oleh Terbanding.
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BAB 5
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan penulis tersebut diatas,

dapat disimpulan sebagai berikut:

1.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Pengadilan
Pajak ternyata tidak sepenuhnya mampu mengakomodir seberapa jauh,
tata cara, prosedur, dasar penerapan, dan kekuatan pembuktian dari alat
bukti Pengetahuan Hakim itu sendiri. Hal ini disebabkan dalam Pengadilan
Pajak sekali pun Pengetahuan Hakim mutlak dibutuhkan untuk memeriksa
perkara, tetap saja tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti utama
dikarenakan harus didukung oleh alat bukti lain sebagaimana halnya
dalam Putusan Nomor PUT-08916/PP/M.X/15/2006 dimana terdapat bukti
tertulis dan pengakuan para pihak yang mendukung adanya pengetahuan
hakim;

Bilamana ditinjau dari sudut pandang penerapannya terhadap kasus yang
diuraikan  dalam Putusan ~ Nomor  PUT-08916/PP/M.X/15/2006,
Pengetahuan Hakim dapat dipergunakan setelah seluruh alat bukti yang
ada diberikan dan/atau diuraikan dan kemudian diteliti, dianalisa, dan
ditinjau ulang oleh Majelis Hakim sesudah ada alat bukti surat atau tulisan
dan  alat bukti pengakuan para pihak. Hakim menggunakan
pengetahuannya sebagai dasar dalam memutuskan perkara dengan
didahului penelitian dan pengkajian atas peraturan perundang-undangan,
fakta-fakta dan bukti-bukti yang diuraikan oleh para pihak yang
bersengketa.  Pengetahuan yang digunakan oleh hakim adalah
pengetahuannya sendiri berdasarkan kemampuannya dalam mengitung dan
menerapkan peraturan pajak yang tepat untuk pokok perkara banding
tersebut dan pengetahuannya yang diperoleh setelah melihat sendiri fakta-
fakta dan dalil-dalil yang diungkapkan oleh para piha selama masa
peridangan. Hakim dengan pengetahuannya mengungkap segala sesuatu

yang seharusnya dilakukan dan diterapkan oleh para pihak yang

Universitas Indonesia

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012



134

bersengketa serta memiliki hak berdasarkan keyakinannya untuk
mengkoreksi setiap kesalahan yang ada. Dengan kata lain, alat bukti
Pengetahuan Hakim dapat diperoleh dan dipergunakan setelah ada alat
bukti yang lain sebagaimana diakui dalam Undang-undang Nomor 14

Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas terhadap penelitian yang dilakukan oleh
penulis, dalam hal ini terdapat saran yang dapat diungkapkan untuk
menyempurnakan penerapan Pengetahuan Hakim sebagai salah satu alat bukti
dalam Pengadilan Pajak di Indonesia sehingga harus dilakukan perubahan
terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
dengan substansi-substansi sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak itu
sendiri harus segera direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diperbaharui. Hal
tersebut disebabkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai hukum materiil dari
perpajakan di Indonesia telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007. Schingga dengan adanya perubahan pada hukum materiil
tersebut, maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang
Pengadilan Pajak harus disesuaikan dengan apa yang diterapkan dalam
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, mengingat keberadaan Pengadilan
Pajak tidak terlepas dari adanya delegasi Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Keadaan ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam penerapan hukum, serta menjamin kepastian hukum yang ada;

2. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
ketentuan alat bukti Pengetahuan Hakim menurut hemat penulis tidak
dijelaskan secara spesifik sehingga dalam penerapannya masih harus
mempergunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk itu, agar dapat mengetahui seberapa jauh kewenangan, prosedur,
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tata cara, tata laksana, dan juga kekuatan hukum pada alat bukti
Pengetahuan Hakim, sebaiknya diberikan penjelasan lebih lanjut baik
berupa Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan lain yang
kedudukannya dibawah Peraturan Pemerintah tersebut. Dengan demikian
kepastian hukum untuk para pihak yang bersengketa dapat dicapai;

Pada bagian penjelasan Pasal pada ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang
Pengadilan Pajak terdapat uraian yang menyatakan bahwa Pengadilan
Pajak menganut prinsip pembuktian bebas, dengan demikian hakim dapat
memilih jumlah dan wujud alat bukti yang akan digunakan. Hal ini
menimbulkan adanya kerancuan pada penggunaan alat bukti, mengingat
dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang
Pengadilan Pajak menyatakan tegas bahwa alat bukti yang dipergunakan
haruslah berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) buah alat bukti. Sehingga
dikarenakan adanya kerancuan tersebut, scharusnya penjelasan tersebut
diubah dan diamandemen agar dapat mempertegas keberadaan alat bukti
tersebut;.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
sebaiknya mengatur mengenai kedudukan hakim dalam Pengadilan Pajak
yang hingga kini masih simpang siur dikarenakan tidak sepenuhnya berada
di bawah kekuasaan kehakiman dan masih dipegang sepenuhnya oleh
Departemen Keuangan. Hal ini dikhawatirkan mengingat setiap Putusan
Pengadilan Pajak seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan
badan peradilan lainnya yang diatur menurut Undang-undang Kekuasaan
Kehakiman;

Pengaturan sebagaimana yang diungkapkan mengenai alat bukti dalam
Pengadilan Pajak seharusnya juga diubah, karena Pengetahuan Hakim
dalam Pengadilan Pajak tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya alat bukti
lainnya. Untuk itu, seharusnya ketentuan pembuktian dalam Pengadilan
Pajak seharusnya direvisi untuk menempatkan Pengetahuan Hakim

sebagai alat bukti penunjang sebagaimana juga diatur dalam ketentuan
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Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.
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- PENGADIL AN

PAJAK »

PUTUSAN
NOMOR:PUT-08916/PP/M.X/15/2006
jJPEMI KEADIUN nERDASARI<AN J<ETUHANAN YANG MAIlA ESfll.,

PENGADILAN PA.TAK,

: L Surat Banding Nomor : 0031MGUI1212005 tanggal 27 Descmber .Wa§, Yang
diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada h:wi Selasa tanggal 27 Desember
2005 (diantar), dan terdaftardalam berkas sengketa Nomor: 15 23308 2002, yang
dI?jukan oleh Pcmohoo B.audif!g:

Nama :PT.Mingala,

‘NPWP '02,040.590.8-057.000.,.

Jenis Usaha :Manufacturer of Ladies Underwear <md Lingerie,
AJamat - JL Batusari Barat No.22,

B.1tucepci--Tangerang 15121,

berisi banding terhadap keputusan Terbanding:

NamaJabaUm : Direktur Jendeml Pajak,

i’ AlJamat -N.Jenderal Gatot Subroto No0.4042 Jakarta,
Nomor ICeputusan ¢ KEP-1049/WPJ.071BD.0512005,
Tanggal -6 Oktob<t 2005,

mengena! keht:ratan ata’> Surat Ketet.apan Pajak Kurnng Bayar P:-Jak Pe gbasiian
Badan Tabun Pajak 1002 Nomor: 00050/2:061021057/04 tanggal20 Juli 2004 yang
dikenakan kcpada Pemohon B.-mding;

2. Sural Urnian Banding Nomor : S 1231WPJ.071BD.05/2006
2006;

3.Surat 133:ntahan Nomor - 0031fvfGUilTI2006 tanggal 9 Maret 2006;

g wa

rnemutus Sengketa Pajak;
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pakaian dalam wanita. Atas jasa jatrit(ma!don) ini, pernberi order akan menyedi<lk:an
scmua bahan ya;lgdiburuhk:an dan d'kirimk:m dari lua.r negeri oiech pemesan
schingga Pemohon Banding h..mya mencrima cngkosjasajahit saja. Peitiporan Sumt
Pemberitahuan Tahunan Badan Tahun 2002 telah Pemohon Banding serahkan ke
Terbanding pada tanggal 22 Juli 2003 dalam kondisi Jcbih bayar;

Proses Pemerlk.snnn

)
bahwa Sura! Perintah Pcmeriksaan telah dikeluarkan dengan Nomor: PRINT-PSL-
001/WPJ.07IKP,0512004 tanggal 23 Jamrnri 2004 dan setdah tanggal tersebut
Pemobon Banding mulai memberikan data-data yang ditninta. Selama' proses
pemeriksaan berlangstmg Pcmohon Banding secara te0ltur mendatangi Terbanding
(terntama setelah April 2004) unt\lk menanya!;an perkembangan proses pemeriksaan
.yang sr!lalu.dijawab oleb Terbanding akal? diberitah}lkan jib sudah ada tem\Uln.
Pemohon Banding juga menyatakan kepada Terbanding bahwa Pemohon Banding
bersedia memberikan penjclasan litau bukti-bukti pendukung lalnn:y;: jika Terbandin:;;:
‘r.tenemukan suatu hal yang kurang t:.tau tidak jelas, dan hal tetsebut ditenggai
Tetbanding deng.an mengalakan akan menghubungi Pernohon Bandingjika ada yang

tidak jelas atau ada yang hendak ditanyakan.

bahwa terhltung sejak April 2004 samp&i dengan awal Juti 2004, tidak ada

pertanyaan atau ka.sus yallgtidak jelas yang diutarakan oleh Terbanding.

bahwa adapun temuan sementara dari Terbanding barn Pemobon Bandijlg dapatkan
setelah memobon pada hari Rabu langgal 7 Juli 2004 karma Terbanding
mengutarakan akan menerhilkan Sural Pemberitabuan Ha.sit Pemeriksaan resmi pada
hari Selasa tanggal 13 Iuli 2004, ierbanding saat itu berpendapat sesunggnbnya
tidak: ada kewajiban dari Terbanding tmtuk memberibn temuan ;;cmentara atau
bentiskusi men_genai koreksi sementara sampai deogan diterbitkannya Surat
Pentberitahuan Hasil Pemeriksaan secarn resmL Tedr.mding kemudia.n 'meminta
kepada Pemohon 'Banding untuic memberikan tanggapan dalam 2 (dua) hari kerja

at:as temuan sement&13 yang diberikan.tersebut

bahwa pada hasil tcmuan sementara tersebDi Pemohoo Bandiug dikenakan korek.si

umlah
*bank)

.babwa pada hari Kaiilis tanggal 8 Juli 004,

ke 34w 52 tan%%gan secara tertulis atas temtlan sc:mentara d;m menyatakan tidak setuju atas
{PUT.CESIE/RRIMKS

‘koreb:i dan bea;edta memberikan bukti bukti

" “ter.;:dmt. Pemohon Banding jelaskan bahwa tanggapau secara detail dan bukti-buk:ti

akan segem diberikan k:itreua tidak: dapat Penmllon Banding siap}Qm dalam wakiu

2 (dua) bari tersebut (kKrrelrﬁgJaﬁ?nqa%I%%'r'ékvs\{}l@% gglaarge aﬁ!-)l Ul, 2012
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bahwa Pemohon Banding mengajukan pemlohonan banding dari sudut pandang

fol''MI dan material atas Keputusan Kebernt.an di atas sebagai berikut:

Sudut PanditnJ! FnrmnJ

bahwa Sesuai dc:ngan Pasnl 10 dari KEP 722/PJ12001

Tentmg Pettmjtlk Pdaksnnn;n Pemcriksaan:
"Untuk memperoleh pcnjeltrsan yang febill lerinci. Pemeriksa PaJak melalui.....dapat
memanggil Wojib Pajak dengan menggvnakan Svrat Pcnggilan I I Panggikm 1/

-sebagaimann diietnpknn dnlnm :..=..";

Pemuhon Banding Keber.atan knrena:

Dalam Proses PemerJksann

bahwa terbitung scjak mcnganta.rkan se!uruh data'dan dokumen untuk kepentingan
proses pcmerlksaan - pajak, Terhanding belum pemah sekalipun mengbubungi
ataupun mengirimkan  surot panggHan dim;tksud di atas untuk memperoleh

penjelasan yang Jebih 1crinci mengenai [>embul<uim P'emohon Banding.

bahwa mec.<>ldpun  bcbernpa knli - dihubungi, Teibanding mengatakan n:taSJ.I!

mempelajnri pembuk"lt<m Pr:.mohon Banding dan akan mengbubungi kembalijika ada
bal bal

bahwa sehingga Pcmohon Banding 'terkejot ketika menerima Sural Pemberitahua.n

H:>sil Per.teriksaan dan Surat Panggilan untuk menandatangani Berita A.aata Hasil

Pcmenbaan,

-Dalam Proses Keberatan

bahwa [ {satu) minggu menjelang jatuh tempo kebemtnn, terdapat dokwl.'len
, tambahan pcndu!amg yang baru, diminta P-en liti
Wiayah untuk koreksi percdaran waha yang mana untuk koreksi lainnya tidak

diminta doh'limen pendnkung tarnOOhan.

bahwa namun untuk ke-dua kalinya Pemohon Banding tetkejui kclika Pene!iti
mengatakan bahwa dikarenakan waktu sudah tidak memnngkinb.n dan OOkumcn
yang Pemohnn Banding bawa maslh kurang rnaka pennohonan kebemtan Pemohon
Banding diterima sebagian yang mana telah kami urnikan dalam 1 31'

atas. t
Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012
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bahwa Perusahaan dalarn meng-invoice SHADOWLINE, SRILANKA dalam fEB-
nya taros mencantumkan ongkos jahit dan perkiraan nilai barang yang dikirill'!" sesuai
do:ngan ketentuan Direkrorat Jenderal Sea & Cuka.

penjclasan dan kontmk kerja tclah Pemohon Banding utarakan kepada Terbanding.
Peruobnn Banding tidnk setuju atas koreksi Terbanding yang dipertahankan oleh
-Terbanding -dalam proses keberatan karena -perusahaan Pemohon Banding yang
bergerak daiam bidang garment juga menerima jasa maklon (jahit} dari luar negeri
dimana seluruh baban baku dikirim oleh pembeli dan Pemohon Banding hanya
‘melakukar. jaSa jahit di IndoneSia. Pada waktu Shadowline mengirim bahan-bah<t:il
kepada Pemohon Banding, Sbadowline juga rnencantumkan perkirnan nilai
hargnlnilai bahan baku tersebut datam PIB. Pemobon Banding tidak meoerima
pembayaran atas nilai barang jadi yang tercantum dalam .invoicelPEB Pemohon
Banding. sebaliknya Pemohon Banding juga tidak membayt.:r atas bahan baku yang
terc:tntum dalam PfR TC<'banding melakukan koteksi: atns jumlah nilai harmg jadi
sesual pesanan yang dalam PEB. sebagai I<oreksi atas penjuabm, sedangkan nilai
pemasuk211 baban baku dari Shadowline lirlak il<oreksi

berdnsarkan koreklii Terbanding: ter$Cbut, perosahaan akan memperoieh proscntase
Laba Kotor sebesar 24%. Perscntase tersebut suam jumlah yang sangat tidak wajar

untilk pcrus:ihaan gannenl, opalagi untuk yang barn beroperasi selama kira 6 bulan.

bahwa flemohon Banding telah membukuhn pendapatan jasa jahitsebesar

Rp. 2.771.020.450,00 didalam pos pendapatan lain-lain — komisi jahlt yang terdiri

dari;

I<omisi jt Rp.1.579.681.000,00
Komisi jahit pesanan perusahaan I..uar Negeri RQ.U91.339.4 0,00
Jumlah Korqisi Jahit Rp2.771.020.450,00

bahwa sedangbn nilni bahan baku sebesar Rp. 3.630.748.800,00 yang Pernohon
-Banding ekspor berkenaan dengan jasa maklon tersebut tidak bisa disebnt sebagal
selisib peojnatan ekspor dengan yang Pemohon Banding laporkan, karena bahan
baku yang Pemohon Banding ekspor tersebut merupakan pengernbalian bshan baku
(vang telah menjadi barang jadi) dari impor (yang disediaka..-t uJeh penlesan)
sebingga nilai bahan baku tersebut centu bukanlab peredaran usaba Pemobon
Banding sehagaimana umumnya jasa maklon diWrukan.sehingga log!s pen:daran

usaha Pemohon Banding hanyalah pada porsi jasa jabitnya saja,

bahwa dalam pernbukuan, Pemobon B< nding juga tidak meneatat baku yang
discdiakan oleh pemesan sebagai pembelian maupun persediaan = Jauena bukan
millie Pemobon Sandin:; dan akan Pemohon Banding kirim kembali berupa barnng
jadi sesual dengan pesanan.

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012
2) Darga Poktlk Penjualan:Koreksi sebcsar Rp 216.985.447,96
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bahwa Pemobon Banding tidak setuju deogan koreksi

"Terbanding: tersebut karen::::

tidak berhubung:m dengan usaha.

a) Surat kabar, iunm pos dan matcrai; Koreksi Rp.8.2S0.00D.00 dengan 3lasan

yang diper.ahankan oleh

pengeluaran tcrsebut sangat berhubungan deng.an usaha,

seperti surat kabar dapat digunakan tmtuk mengetahui kurs mata uang asing Gan!mrs

pajak, Pos untuk pcngiriman surat yang berhubungan dengan usaba, dan Materai

untuk pengesahan dokumen

undang: Tentang Bra Meterai.

tt;ansakst keuangan yang disyaratkan oleh Undang

v
")
b) Penyt sutan aktiva tetap ¥ Koreksi sebesar Rp.6.717,185,(}0 dettgnn alnsan
berdasarkan perhltungsm kembali.
_ bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan kéreksi yang dipertabankan oleh
- Kzsc%"ﬁxrgudlug karcna alasan] yang pama dém enjelfhglusPemonon BLoeekee
~1aba schisih ks baindafn §.8534.338.581,78 5.353.291,76¢ 201421006
“aba it b PRy Paa koSt ey usutam : 348,60 1
o,&d;ustmmt anditor KAPR 15483.980,00 - {36.483.980.00)
izba Sel@ih Jors seicla adjastment 3Udit G| E769.531.650,00 | TS50 106P0.78 | MAaA69.270,20)
“duba (Rogh) selidh pesidiaian dari Juar usaba - K al 38 SB&INRurs8302223 00
“iAdjostrvent auditor KAP T48 754.699,00) AR 758.699.00
¥ Laba (Rogh selisih B S0 aRSdidmdild sudit {b} (460.721.149,00% 1?335,833,00 #77.850.982 00
__iél»l 7 {mgi) Aelisth keees o~ niet REV Ak 7] FORBGDH01.00 | 1.172.243 512,76 4563.387.711.76

babwa perincian koroksi d;;n pe!bedaan perh:itungan menurut Pemohon Banding dan

Terbanding ada.lah sebagai berik 1t:

Menarut Terbanding:

bah'W1' Perbitungan koreksi di atns berdasarkan perhitungan ulang Tetbanding.

Menurnl Pem(lhon Banding :

Bk 3 e 52

i PUT.08516PPAMEISIBOkurs yang dilakukan Te .banding dan dipertahankan oleb Terbanding,.

bahwn Pcmohon Banding tidak setuju deugan perhitnngan ulang atas laba / (mgi}

ac:c

babw pada perhltung;m laba selisih lam; lain - lain yang dibuat oleb Tc:Qxmding
berdasarfcn buku besarKekmataneiatnt, Y¥Ndeo Tr8anag FHA0|, 2a82ndtng tidak

Tnemaan!dean mutaci dehit vano ada di hnlen hacar namar accannt 4824 00 (iw nua
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d) Koreksi scjumlab Rp.20.$50.000,00 karena Terbanding mengakui Rp.0,00 atas
labal(rugt) selisib kurs sedangkan Penmhon Banding mengakui rugi selisib kurs
sejumlah (Rp20.55Q.000.00) sesuai dengan jumal tanggal 31 :Pesember 2002,
rugl selisih kurs hntang kePT. Sumbe:r Bintang. Rejeki per 31 Desember 2002
US$0.00@ Rp.S.920,00;

Berikut perhitungan Pemohon Banding atas jumal ini :

Di pembukuan Pemohon Banding mencatat rugi selisih kurs padajurnal ini sejumlah
(Rp. 20.550.000,-) berdnsarkan:
-Saldobnkubesarno,acc.3168.01 Rp. 0.00
Per31 Descmber 2002 berdasarkan kurs tengah Bi
.(US$ 0 x Rp.8."20,00)
Saldo buku besar no. ace. 3168.01 (Rp.20.5S:0.000.00)
Per 3!Desember 2002 berdasarkan kurs transaksi

(Rp.1.968.150.000 Rp. 1.965.600.000)
Rugi selJsih lturs {Rp.20.550.000,00)

.e) Korcksi sejumlah Rp.108.631.0S5,00 karena Terb{mding r.tengakui iaha seHsih

kurs sejumtah Rp,.9&.846.521,00 sedangknn Pemohon Banding mengakui rugi
selisih  kurs sejumiah (Rp.9.784564,00) sesuai dengan jumal tanggal
31 Desember 2002, rugl selisih kurs-saldo hutang dagang - (USD) per
31 Desember 2002 US$ 225,902.37 @Rp.9.233,00 (Terdapat kesalahan tulis

ketemngan pada jurnal ini di buku besar Pemohon Banding yang seharusnya US$
3>7,360.14@ Rp.8.910,00)

Berikut perhitungan P mobon

Di pembukuan Pemobon Banding rnencatat ru$1 seiisih kurs pada jumal jni sejumlah
(Rp.9.71'4.563,77) bernasrubn:

Saldobtlku besar no.ace.3142.00 Rp.3.009.252.449,00
Per 31 Oescmber 2002 berdasarkan kurs tengah BI
(1JS$337,360.14 x Rp.8.920,00)
SaiOObuku besar no. ace. 3142.00 (Rp.2999.467.885,1])
Per31 Descmbcer 2002 beroasarlcan kurs transaksi

(Rp. 2.324.160.072,91-Rp. 5.323.627.95&,14)
Rugi se/Whkur.f (Rp. 9.71'4.563,77)

f) Kotd.:si sejumlah Rp.t90.000,00 karena Terbanding mengakui laba selisih kurs
sejumlah Rp.380.000,00 sedangkao Pemohon Banding mengakui iaba selisib kux's
sejumlah"Rp.190.000,00 sesuai dengan juhlal tanggal 31 Desernber 2002, rugi

selisih lalr$ saldo pittekgdtamalddin, Windie DiaaabetH2002208% 9,500.00 @
Rn R 020 NN
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‘bahwa dalam Surat Sanding Noffior : 003JM:GV 1212005 tanggal 27 Oesember 2005

Pemohon Banding me\ampirkan fotokopi dok"Umcn-dokumen pendul..:ung sebagai

berilrut :

10.

11.

12.

Surot Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badatl Nomor
000501206/021057/04 tanggal20 Jtili 2004 untuk Taimn Pajak 2002;

Sum! I<eputusan Direktur Jenderal Pajak Nor.lor : KEP-1049/WPJ.OU
BD.05J2005 Tanggal 6 Oktober 2005 untuk Permohonan Keberatrw. atas Sural
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nomor
00050/206/021057104 tertanggal 20 Juli 2004 sejumlah Rp.. 1.6&9.467.926,-
untuk Tahun Pajak 2002;

CMf Agreement;

Pcrincian PIB dan Surnt Keputusan Fasiiitas Bapeksta; |
Purchase Order, PEB, Invoice dan BIL dalam Lnpornn Penjualan Ekpor Garment
(Iasa Mak!on};

Perinclan Perhltungan Penyusutan Ftslwl;

Detail perhitungan laba [ (rugi)sclisih kun; tahun 2002;

Smat Pemberirahuan Pemeriksaan Lapangan nomor = PEMB-374!WPJ.07]
KP.0:S0/200} tanggal 23 Desember .2003  schubungan  Surat Pcrintah
Pemeriksaan = Nmnor : fRINI'PSL001/WPJ tanggal
23 Januari 2004;

SuratThnggapan ams Temuan Sementara Tanggal8 Juli 2004;

Stuat. Pemberitahullon Hasii Pemeriksaan Nomor : PHP-140JWPJ.07/
KP.0S0S/2004 tanggal 13 Juli 2004,

Surnt Setoran Pcjak cicilan pembayaran Surat Ketetapan Paja): :Kurang Bayar
Pajak Pengbasilan Badan Nomor = 000501206102/057104 t:anggal 20 Juli 2004
untuk Tahun Pajak 2002,sejumJah Rp.250.000.000 00;

Buktl Pemindahbukuan Surnt Ketet:!pan P&jak Lebih Bayar Pajak Penghasil:m
Badan nomor : PBK-00646/V1iiWPJ.0?/ KP.050312005 tanggal 25 Inli 2005,
s;eJumlab Rp.688.1156.949,00; 1

bahwa Terbanding dalam Surat Uriian Banding Nomor: S-123/WP'J.07/BD.0512006
tangga! 13 Fcbruari 2006, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan Formal

bahwa Surnt Kcputusan Terhanding Nomor : KEP-10491WP1.07/BD.05f1005.tanggal

6 Oku>ber 2005, keputumm tetsebut menolak pennobonan kebmtm Pemohon

i’%‘i&?@ﬁ@%atm Surat Ketetapan Pajk

Pajak 2002 Nomor ; 00050!20G/021057104 tanggal2.0 J111i 2004;

bahwa pennohonan bandine Pemohan Banding, diamken-fepgangiwat Nomor :
003/M:GIJIZ/2005 t;nggal 27 Desember 2005 te]ah diterima oieh Sekrttaria.t




"Peng::dilan Pajak t:J.nggal27 DcSember2005'(diantar);

&
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bahwa dalam surat keberatnnn.
Banding tidak seruju atas koreksl tcrsebut karella Pemobon .Banding bergerak dalam
.bidang garment, juga mcnerima jasa maklon dari luar.negeri dimana seluruh bahan

baku dikirim olch pembe!i dan Pemohon Banding me:lah."Ukan jasa jabit di Indonesia;

'bahwa Pemohon Banding telah membulrukan pendapatan jasa jahit sebesar
Rp.2.171.020.450,00 di dalam pos pendapata:n lain Iain

belum memjm'hitungkan pendapatan tersebut dalam koreksi itu;

bahwa Pemohon Banding mengakui adany. pencanturnan nilai ekspor dalam PEB
adaiah bahan baku ditambahkan dengan jasa maktonnya, Oalam menghitung pnjak
terhutang, bahan maklon tidak dimasukkan dalarn persediaan barang dan tidak
dimasukkan dalam omzet peredaran usahanya dengan alasan bahwa bar;mg tetsebut
buk:an merupak:m barang atau persedi.aan Pemohoo Banding karena Pemnbon

Banding hanya mengerjakan jasa jahitnya .;aja;

hijthwa atas hal tersebut diatas, ?eneliti melakukan penghitungan kembali atas
penjuatan Tahun 2002 maka dapat diketabui bahwa jumlah penjuaJan Tahun 2002

dapat diriw;i sebagai berikut : .

NettoPer\iualan(PEB) tfin Terbanding Rp.3L199.431.S2&,00
Ditl!1lIblth Komisi Jahit cfm TtrbaMing Rp Ui?;J.339.45:1.00
Penjuabrt Bruto (PEB} ;fm Terhanding Rp.32.590.717.279,00
Penjmbrt yang dilap(I<'b;n Pemobon Sanding pada;

s pMptnjualan . Rp,2?.894.992.10.S,00

' _pospr.ndapatan lain-bin : komiJ>i jahit LN fW. 1.191,3]11."4$1,00

mm Rr<.29.0.86.331S56J/Q;
Sdisth Kmtlksi Omzel yang belum dil¥porlmn Rp. 3.504-445.723.00

bahwa meourut Pemobon Banding sellsih sebesar 'Rp.3504.445.723,00 texsebut
merupakan baban baku sehnbungan dengan jasa maklJon yang dilakukan Pemohoo

Banding;

bahwa berdas.arkan Stm.lt Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-325/PJ.31212000
tanggal 1 Agustus 2000 huruf d angka 4 disebutkan bahwa "atas. imbalw: }IMa
maKlon. separtjflllg telah mencerminkan harga yang wajar (ann S length price) tlapal
diterima sebagai penghosilan PT.XYZ sebagai Wajib Pgjak dalam negeri, sehingga
perbedoan ontgra n.ilai ekspor dalam PCB dan pentfapal(m yang didasarkan pada
kontrak manufacJurin.g agreement tidalc diJpllt dijadilum Josar untuk mingl)!-dsi
pettdnpatan dan-PTXYZ sebogai Wajib Pajak dalam negeri":

1
bahwa datam ketenroan pengisian PEB, Pemohon Banding barns mengisi jumlah

bahan dan Jasa sesuai dé@kuatanialatyand/iodatdjianga, Ridddl k2092 jast. m:U:.ron

vano dihrialkatt aleh Pemohon Randino cedanclkan dala m lanaran kenA Aoan dan
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Koreksi Penyusutan sebes:r Rp.99.733A94,0fi

MMIffl.ft Terbanding:

bahwa berdasarkan Kertns Kerja Pemeriksa;m penyusutnn Terbanding diketahui
terdapat koreksi positif sebesar Rp,99.733.494.00 yang diatokasikan ke Harga Pokok

Penjualan berdasarkan penghitung;m kembali penyusutan \lleh Terbaixling;

MfllIfUUt Pemohon Banding:

babwa Pemohon Banding tidak setuju karena perhitungan penYtl:lutan telab

disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Memnta Penelfti :

balrwa berdasarkan peneliti:m Kertas Kerja Pemeriksaan penyusutan diketahui
karena Terbanding telah benar mengelompokkan dan menghitung besamya bebap

ppenn

Pemobon Banding. ierbnndlng tclah mengelompokkan peoyusutan aktiva
berdasa.rlcan - KepmuSan Mentcri Kcuangan NomQr : 13SJKMK.0312002 tailggal 8

April2002 secara 1ttat azas;

ha. wa

Ntlr(I(Ir - 1381KMK.0312002 !anggai 8 April 2002. disebutkan bahwa jenis usaha
pemintatan, pertenunan dan pencclupan, jenis mesin dan peralatan yang digunakan
ten:nasuk dalam jenis berwujud yang termasuk dalam ketompok Muntnk disusutkan,

sehingga Terbanding tclah benar rnengikut:i azas penyusutan tersebut;

KoTeksi I>eng.urang .hngbasil:m IJ.ruto Atas Biaya Surat Kabar sebesar
RpJ1.Z80.000,GO

M(I3'UU'Ut Terbl11Iding :

\J
bahwa berdasarkan KKP S-3.4.7 Laporan Hasil Pemeriksaan diketahui bahwa
tet"dapat k:oreksi positif atas pos pe..'Tlbelian surat kabar, iuran.pos dan benda materai
Rp.8.250.000.00,. Koreksi ini dianggap tidak berhubungan dengan kegiatan

usaha Pemohon Banding;

MtmlITJrf Pemohon Banding:

"?’“’”wmﬂm#’emohnn Banding. menyataka.n bahwa pengetuaran tersebut berhubungan

PR

. dengan kegiatan u.snha Pemohon Banding;

Mmumt Peneliti ; Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012
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bal.wa Tcrbanding dnlam menghttung utang mecnggunahn kurs tengah Bank
Indonc;;ia sccara taat azas, oerlu diketabui bahwa dalam penghituugan selisih kurs
oleb Pemohon Banding, dtkctahui hahwa atas selisih kurs untuk sub poS pinjaman.
perbitungan Pcmohon Banding dengan Terbanding adalab -sama atau tidak ada
koreksi. Namun demiklan untuk sub pos lain lain,

bahw:! rugi sclisih kurs adalab sebesar Rp.411.966.450,00 sedangkan illenurut
Terbanding terdapat laba selisih kurnsebesnr Rp:,17.135.833,00;

bahwa sdelnh dilakukan pengecekan nlang terhadap ilem transaksi sub pos pinjaman
tain-lain yang diuji, dikelahui bahwa dalam mengbitung selisib kurs. Pe:mohon
Banding terdapat ke. alahan dalam perhitungnn yang disebabkan oleh adau.ya
perbedaan damn perllitungan selisib kurs dan kurs.yang dipakai oleh li'emohon

Banding;

babwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) humf 1 Undang-undang Nomof 7 Talnin 1983
tenlang Pajak Pf'nghasilap <;ci>agaimana Lelah rliuhah terakhi!™' dengan Undaog-
undang Nomor 17 Tahun 2000 anrarn lain diatur bahwa kcuntungan selisih kurs mata
.uang asing tennasuk penghasilan yang menjadi objek pajak . pcnghasilan dan
pengena<ln pajaknya dikaitkan dengan sistem pembulruan yang dianut ole:b Pemohon

Banding sec:;ra taat az.as;

bahwa berdasarkan Pasal 6 i>yat (1) huruf e Undang..undang Nomor 7 Tahun 1983
tentAng -llajak Penghasilas] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Uudang-
undang; Nomor 17 Tahun 2000 diatur balnva kerugian dari selisib. kuts mata uang

asing merupakar. unsur pengnmng penghnsilan bruto;

bahwa benf.asarkan hal tersebut diatas, Peneliti mengusulkan untuk menolak
pennobonan keherntan P mohon

selisih kurs Pemohon Banding;

Koreksi Atas Kompcensnsi Keruginn sebesat' Rp.6S8.917.G20,00

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Terbanding dan Kertas Kerja

Pemeriksaan B6

kompensasi kerugilln yang tidalc diakui oleh Terbanding sesuai dengan basil

pemeriksaan Surat Pembcritahuan Tahunan Lebib BayarTahun Pajak 2001;

- Menurut Peh!Ohoil Banding:

-bahwa Pemohon  Bapdipg ot diateivind SR EHIgIckh 1 gorsebut ==

Pemohon Banding juga sedang melakukan pengajuan keberatan untuk Tahun Pajalc
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Memmggapi

Jlanding Pcmohnn

Banding Alas

Disa.mpaikan Tanggapan Sebagai Berikut:

bahwa materi surat permohonan banding Pemo on

Seluruh Koreksi

Oiatas,

mengulang isi surat keberatannya, dengan demikian sesuai Surnt Edaran Direktur

Jenderal Pajak Nomor

: SE 05/PJ.45/1994

diajukan banding tidak pcrlu diurnikan lagi;

bahwa dengan demikian dim:ulkan untuk menolak banding Pemobon Banling dan

tetap mempertabaukan kori

Kesimpula:n dnn Usul

Heatnn Peoghasitan Runga Kredit Pajak  §  Sandsi Jumiah YMH
bahwa berda;smism urgi:an terscbut diatds, mnka Terbanding.memgusilfan kepagdar
‘RP} D o 1
"t l$2“f§'t‘4’$§0{) 69, B77.819.663.00
563 24 130 ) 455215.866#0 1.885467.926 00

ke 21 dnev 52 .

3001

2005 tanggal 6 Oktob cr 2005 yang 1smya menolak perrnohonan keberatan Pemohon

Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor,:
000501206J(t2/0S7104 tanggal 20 Juli 2004 Tahun Pajak 2002 atas nama Pe:rnohon

Banding dengrm p :rincian sellagai herikut:

bi"tbwa dalare Surat Uraian Banding Nomor

: S-1231WPJ.07/BD.0512006 tanggal

13 f.:bruari 2006, Terbl Inding tidak melampirkan dokumcn-dokumen pendukung;

bahwa dn!am Surat Bantahan Nomor

: 003fMGUID!2006 tanggal 9 ™Mt

Pemohon Bnnding pada pokoknya mengemukakan hat-hal sebagai berikut :

bnhwa pada tanggal 23 Fcbuari 2005, Pemohon Banding :mmerima Surat dari

Pengadilan Pajak deugan omiW:

mclampirkan Surat Urnian Banding ierbanding;

bahwa Pemohon Banding memberikan hantahan atas Surat Uraian Banding tersebut

,mmaamw&bagal berikut:

Bantahan

Kekuatan alat...,
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bahwa berdasark::m SIJfat Permohonao Banding yang PemohOn Banding ajukan dan




c. Koreksi Alas Biay3 Penyusutan sebesar Rp.;)9.733.494.,00;

bahwa Pcrnolmn Banding ridak setujlt dengan koreksi yang dipertahankan oleh pihak

Terbanding terscbut dimas karena :;etelah Pemohnn Banding teliti dan bandingkan

antara perhitungan penyusut!ln fiskal fiskus deng;m perhitungan Pemohon Banding,

m:tka diketabui terda at

aktiva bazaimana

Banding;

3) Koreksi Pengurang Pcnghasilnn Brute sebesar Rp.28.234.669,60;

,n. tCoreksi iaya.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dipertabankan oich pihak

Terba:nding tersebut karena pengeluaran lersebut sangat berhubungan dengan usaha

-dan te-lah Pemobon Banding befikau fotokoPi dokumen penduk:ungnya dalam surat

tanggapan basil pemerlksaan Pernohun Banding;

b.:K:oreksi Atas Pengurang Fenghasilan :Sruto Atns Blaya Penyusutan aktiva
-map sehcsnr Rp.6.117.18S,00;

{ { P U}lUlI Bdll\.‘li’ll hd
- - UdILW 1 Il
i Ketcranpan S

1 2IRE
K-Sty

dcl ydar l:*?lalg; )’

T ]l aln ;L 1
W T

" Laha W‘*ﬁh k"~'J‘3T§‘3ﬂ’(‘!ﬂ'§l?lmcr lmrpna alasan

Yang s
(=4

‘Taba ccligih kers pisjssan

LRI IG LGS
i 118.739.3%88

r l%}i’l‘siﬂ‘}/l tﬂ[jlll\
3P

o B2AIHEI0

1318.755.388 00

1

Adjustment sudebdRENNya pada korcks, penfyusul;m ejun:!aksﬁiﬁf@@ 34970 LT {16.483.580,00)

Laba selisih ks seictab #djustroent audit ) 1.169.581.950,00 | 1,1S5.1126,9.796 | (1446927020}

‘faba (Rug};;plmh s fain-lain (431.9686.450,64 §7.135.83300 429102283 00

ﬁw.%%wumm 63387.71:2.Q0] 4875469200

Laba {Rugi} selisih kurs solelah adjgstmen sudil (b3 (360.721.145.00§  17.135.833,00 477.856.952 00

Laba / (vugi) selisih kers - net 2} T62.860,801.08 | 1.172, &5)2,?6 46332771176
pahwa KOorcksi pe:,lgnasuan d U Tuar usama datdsS ) SCISTT KUIS SCDCSar

NRZ&MSX

Rp.463.387.712,00;

bahwa perindan koreksi dan perbeda:::.n perhitunean menurut Pernohon Banding dan

pihak Terbanding adaluh sebagai ben'kut

g FUT-029 | SRR 1005

bahwa Pemohon Banding tidak zetuju dengan perbitungan utang atas laba/(rugi)

seUsih kulS «<—p

pe:rhitungan ulang sebagaimana telah Pemohon Bandin

Kekuatan alat..
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kebetatan dan surat banding Pemohcm Banding;

H Ul, 2012

sampalkan dalrun proses

t
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- bahwa Wakil Pemohon Banding yakni Sdr.. Sutrisno, jabatan Direklur Mingala dan

Kuasa Hukum Pemohon Banding yakni Sdr, Lukm:an Sudjandi dan Sdr. Anton
Prawirn, berdasarkan Surat Kuasa taupa nomor dan tangg<:J ht«lir dalarn beberapl:l
kali persidangan yang diselenggarabn untuk b::nding ini, tera.l¢ir pada sidang
tanggal 9 Agustus 2006 memenuhi surat undangan s:idang Nomor:
Und.02441SP!Pg.20/2006 tanggal27 Juii 2006, guna. memberikan keterangan secara

lisan;

-bahwa pejabat yang mewakili Terbanding yakni Sdr. Purwadi Setya hadir dalam
bebempa kali pei'Sidangan.te:-akbir lidak hadir pada petsidangan tanggal 9 Agustus

2006 untuk memenuhi surar panggiian sidang Nomor: Pang..Ol1&2/SP/Pg.20/2006

tanggal 27 Juli 2006, guna memberiknn keterarigan secara lisan;

bahwa sebehun mr:meriksa materi pokok sengk a.

pemenuhan ketentuan-keter.ruan yang bersifat formal;
1. Pemenuhan Kctentu:m Formal Pengajuan Banding

bahwa Sornt Banding Nomor : 003/MGUI212005 tangga:l 27 Desember ::1005,
,ditandataogani oleb Sutrisno.jcbatan DirekntrPT Mingala:

bahwa Surat Banding terscbnt dirujukan kepada Pengadilan Pajak dan dibuat dalam
'bahasa Indonesia, sehingga meffienllhi ketcriruan Pasat 35 ayat (1) Undang Undarig
N'(HIl.or 14 Tahun 2002 lentang f'engadilan Pajak;

bahwa Surnt Banding NQmor ; 0031MGU12/2005 tanggal 27 nesember 2005
menyatakan tidnk setuju tcihadap keputusan Terbanding NolllIQT : KEP-1049/
WPJ.071BD.0S/2005 tanggal 6 Q!dober 'ZOOS. mengenai SUL3t K:etetapan Pajak
Kurang B3yar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002: Nomor : 00050/2.06!021
057104 tanggal20 Juli 2004;

hahwa tanggal Surat Banding Nomor ; 003/MGUI2/2005 adalah 27 Desember 2005,

hari dan langgal diterima oleh Sekretariat Pengadilan I>ajak adalab Selasa,
27 Desembcr 2006 (diantar) sedang tanggai pcnert>itan keputusan Terbanding atas
kebern.tan Pemohon Banding adalab 6 Oktober 2.005, sehingga pengajuanl bandlng
rnemenuhi kctenruan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-nndang Nomor 14 iahun

2002 tentang Pcngadilnn Pajak;

wat Banding Nvmor : 001'MGUI.2/200.5 langgal 27 Desember 2005
.memenuhi persy;trntan saru Surat Banding nnwk: sam kepnrusan Tetbanding
sebagaimana dimal<ii.UJ daln.m Pasal36 I<yat él) Undang.-Undan OT;Ié)mor 14 Tabun

_ Kekuatan alat..., Winda Triana, FH UlI,
200tentang Pengadi!:m Paj:tk;



<rrimbang

: bah-..va pemeriksaan terhadap materi sengketa mengcoai obyek pajak dimulai tlengan

menganalisis perkembangan sengketa mengenai obyek pajak, dilanjutk:m
menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai obyek pajak, membahas setiap
pokok sengketa mengenai obyek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian
.Majclis tcrbadap nilai obyek pajak menurut kepuruS4n Terbanding atas kebe tan

Pemohon BanJing sebclum banding ini;

‘bahwa Majclis telah mengbimpun data untuk menganalisis perkembangan nilai

mengen!ili _amy!§Oy$ .P.ajak, _—————— - ,

bahwa menurot pendapat Majelis. Terbanding menggunakan Penghasilan Netlo
Pajak Pengbasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.S.:t53.J78.331.00 sebagai
dasar untuk menerbitkan ketetapan, sedangkan Pemoh(1\ Bar.ding melaporkan dalam
SPT Pengbasilan Netto Pajak Peng.hasiiM Badan Tahun Pajak 2C:02 sebesar
Rp2.309.L15.719,00 jlo ;hingga selisib Penghasiian Netto -P2jak Pen g:baj>!tan Badnn
scb¢lum keberatan adalah Rp.5.944.242]i!2,00;

babwn menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatak; n
Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badun Taht.m Pajak 2002 Silbesar
Rp.8..25),378.331,00, Pemohon  B;mding mengajukan )ceberatan dengan
menyebutkan Secar3 eksplisit besar Penghasilan Netto l'ajak :Penghasit:J, Badan
Tab:uu Pajak =~ 2002  mer.urut perhitungan Pemohon  Banding  yaitu
Rp2..309.135.719,00 sebingga nilai sengketa sampai dengnn kcberatarL ndalab
Rp.5.944.242.612,00:

bahw.i menurut pendapat Majelis, at:as keberatan Pemohon Banding yang
'menyatakan-Penghasilar. Netw Pajak Penghasilan B;;clan Tahun Pajak 2002 sebesar
Rp2.309.135.719,00, Terbanding menggunakan Pengbasilan Netto Pajak
Penghasitan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.6.522.189.370,00 sebagai dasar
unillk menetbitkan keputusan -aw: kebernian Pemobon Banding. sehingga niW
sengketa sebetum banding adalah Rp.4.213.053.651,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ktputusan Tetbaoding y3ng menyatakan
'Peoghasllan Netto Pajak Pengbasltan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar
Rp.6.522.134.370,00.Pemohon Banding mengajukan banding dengan mcnyebutkan
secrua eksplislt besamya Penghastlan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak
2002 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp.2.385.083,656,00 sechingga
nilai seng keta sampai deugan Surat Banding adalilh Rp.4.137 105.714,00;

pomd Lda s ey

bahwa mcnurut pendapat Majclis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan

Penghasilan Neto — Pajal Benglipila Radpyataiy fop2002  se:b
Rp.2..385.083.656,00. Tetbandtng dalam Surat Uraian Banding berpent:apat b<iliwa

F o Y



besam,ya Penghasitan Netto Pajak Penghasilan Badan Tatum Pajak 2002 !'ah

&
=
= UL

/.
=
s

-7 R\

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012



= Penjualan cfm Pemohun Banding Rp. 27.894 992.105,0n
* P ualan BnJLJ99.437.828,00
" Sclisih penjualan yang tidak dilaporkan Rp. 3.504.445.723,00

bahwa Pemohoo Banding tidak semj:.r atas koreksl tclsebut knrena PemohoO

d..nding ber,;;cmk dalam bidang garment yang juga mcnerima jasa maklon dnri tuar

negeri dimana seluruh baban baku dikirlm ke pembeli dan ?efnohon Banding

meW kukan jasa jahitdi fndonesia;

babwamenurut Terb:anding peujualan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Netto penjualn Rp.31.399.437.328,00
Komisijahit Rp. 1.191.339.451,00
Penjua:lan bruto (Pembcritalnum Ekspor Barang) Rp.32.590.777.279.00

Penjualan yang diloporkan Pemohem Banding

- Peujualan Rp.27.894.992.105,00

- Peodapatan lain-lain- komisi jahit Rp  1.191.339.451,00

Penjualan Rp.29.086.331.556,00
Korebi Penjualan yang belum diiaporknn Rp. 3.504.445.723,00

bahwa menurut Pemohon Banding selisih sebesar Rp3.504A45.723,00 merupakan

.balumbaku ;;ehubungan dengan jasa maklon yang dila};ukan Pemohon Banding;

bahwa sengketa ini muncul karena adanya perbedaan penjuatan yang dilaporkan
‘Peroobon B ing bad2..'l

dengan penjualan dalam Pcrnberitabuan Ekspor Barang;

bahwa da.latot ketentnan pengisian PEB, Pemohon Banding hams.mengisi jumlah
baban dan jasa sesuai dengau kontrak yang dlsetujuinya, tidak banya jasa maklon
yang dikcrjal::an oleh Pemobon Banding. sedangk:an dalam taporan kenang:an.

pendapalan maklon d!ist betdasarkan jasa maklonnya saja";

babwa berkenaan dengan hal tcrsebut. berdasarkan sura.t Direktur Ie dera!

Nottt00 : S-325/PJ"31212000 tangga:t 1 Agustus 2000 buruf d angka 4 disebutkan
bahwa atas imbalan jasa maldon sep;:mjang telah mencerminkan harga yang wajar
dapal diterima sebagai penghosilan PT XYZ sebtigai Wajib Pajak dalam negeri.

1 sehiu;ga perbedaan antara niial ekspor dalam Pemberitahuan Eksp<Ir Barang dan
g ke w&gmm;tan yang didasarkan pada kontramanufacturing agreement tilitk dapat

LR ".d,ijadikan da;;ar untuk mengoreksi pendapatan dari PT XYZ sebagai Wajib Pajak

dalam negeri;

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012
OOhwa atas haltersel. M daiam petsidangan, Majelis memberibn kesempat.an kcpada



Teb!md!ng dan Pemohon Bar.ding untuk melakukan pengeeckan bukti-bukti;

&
=
= UL

/.
=
s

-7 R\

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012



J>ahwa berdasnrkan basil pemeriksaan dala.m persidangan atas seluruh sengketa
pajak, faktawfakta, bukti bukti,
tenm,gkap dalam persidangan, Majdis berpend<lpat bahwa koreksi atas pereduran

usaha sebesar Rp.3504.445."723.GO terscbut tidak dapat dipertabankan;
2)Koreksl H rg.a

a. Koreksi Atas Biaya Sera gam sebesar Rp.48.500.000,00;
Meaurut Terbandlng

babwa terdapal pembelian semgarn yang bcL ifat

yang hdak dapal dibiayakan;
Meaurut Pemotum Banding

bahwa seragam dalam lingkungan pabrik bukanlah pemberian yang bersifat
kecilttnatan!natura. Pengemmn seragam bagi karyawan dan buruh perusahaan
ditujukan untuk alasan keamanan lingkungan kerja dan kebersihan pmrluk garment

.y.rngdihasilkan.

PB dapat Majelis

baltwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pajak Kantor
Pelayanan Pajak Per:anaman Modal Asing Empat Nomor : LH:PSL-
14tJWPJ.071K.P.05052004 tanggal 20 Juli 2002 dan Kertas Kerja Pemeriksaan
tetdapat koreksl perr.belian seragam yang bersifat natura sebesar'RpA8.500.000,00;

baltM] menurut Terbanding berdasarkan Pasal 3 ayat (I) I(eputusan Direktur
Je:Jdrnl rajak  Nomor : 2131PJI1001 tmggal 15 Maret 2001 disebofkan bahwa

pcmberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmataD yang berupakan

gy
atau yang berkenaan dengan sit:uasi lingkungan Kerja,. dapat dikurangkan dal'i
pengbasilan brute pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai

wabupun diberikan bukan di daerah terpencii;

bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya menyatakan
tidat setuju karena serag.am dalam Jingkungan pabrik bukanlah pemberian yang

 RTORSI PR, sifglkenikmatanlnatura, Pengenaan seragam bagi karyawan dan burub perusahaan

~_-Adi'tujukn\n_:1_;1:ntuk aiasan keamanao lingk.mgan kerja dan kebersiban produk garment

e

yangdihasilkan;

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012
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JatAAding dan Pcmohon Ban4ing untuk J}lelakukan pengecebn bukti-bukti atas
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3. Untuk <Jktiva !0 umt mcja kantin & 20 unit meja: kantin {kelompok ganncnt

WUrJiUlre & fixture} y<:ng dipcrolch tanggnl 1 Dc:sembet 2002 pemcrlksn tidak
menghltulg pcqyusutan fiskalnya;

habwel untuk kelompok office equipment berupa printer & <:omputer Pemohon

BanGing menghiomg penyusman fiskal sesuai dengan Keputusan Menteri: Keuangan

Nomor : 138!KMK.03!12004 yang isinya antara lain tentang perubah<on penggolongan

computer dari sebelum bulan April mhun 2002 masuk ke dalam kelompok 2 menjadi

masuk kc dalam kclompok t sedangkan Terbanding tidai< melaku an

(menghitung dengan golongan kelcmpok 1};

bahwa atas perlx:daan pengelompokan ini, Terbanding dan Pemohon Banding dalam

persidang:m sepakat bahwa pennasalahan inl diserahkan kepada Majelis;

v

bahwa dalam pcrsid:mgau Pcmohon Banding dan Terbanding, masing-masing

menyampaikau perhitungan penyus.ut<!:n;

S Instaltation . 2001

bahwa berdasarkatl pemeriksaan lerhadap perhitungan penyusutan antara Pemohon

Banding dan Tcrhanding dipcroleh perbedaan perhitungan pcenyusutan atAs aktiva

sebagai berikttt :

e Pcrbedaan pengclompokan bnngunan

k Jen ti\lrta ‘(ahun Perolth'n I w. Twif | vean [ m PenYVaran
i Pemohoo_ Tertundtn
19* (Rpl (Rpj
[ NIN NN NN NN .
' Tllulsdey, Septtl'l.hef 20,
'ulEIH1ICIIE >-milOED NP
nm mn yreety b m 1,130,000
Wednll$jay,Odobet 113,
§HNG8.ECTRICITY 2001 100000100 NP P 10,C0O0
e )
- m
0000000
A " e
. : NP ] !
A2 ECIRICITY, Mknday, 25,2001 IUKXUKII 1 ),200,000 B ?ﬁ' 809590
-Ua..ECIR!CtII tilday, Z <>_  [2:1000)) o0 710,fro P
L O Ss
Hf
i
— nmm
N s 1"y 4,10&CO0 W 10% P 5% 2461100
251191600 XXX

Inct TN aniNNI-
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vy I TwsQay.Jat,wwyut,1Ct"12 4,250,000 oo m mixK) P m 212.$00
(srgon datis.oodr T e sarlu3<yfil, 2002 1I51IXK) NI 1 p
“aage Ddud
: PUT- L8N GPEE XA 3266
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rrmnfaatr.ya tidak lebih dnri scpuluh tahun terscbul adalah dikelompokkan dalam

bangunan non pcrmancn dengan tarif pcnyusutnn 10%;

bahwa s-elain terdapat perbr:daan pcngelompokan bangunen juga tcrdapat perbedaao

tahun pero!ehan atas aktiva berupa S m kabei telepon.4 unit penarikan kabcl telepon

I unit line expan:;ion card, dan [ unit line expansion card dimana me.JUrut Pemohon

Bahding tah&r’iﬁ‘f;!erolehan églah T"?ﬁﬁ“ﬁ‘&?ﬁ seda%ﬁgmmeou rutwgrb lnﬂ(ﬁ%‘iwa’ﬁl
8, lepon, BP | {domi 2003 80.0000¢ § 8% 233340

1 R e T3 dan 2007 20000000 | 5% 583,00
1 onii fine expongion card B 5o 2002 182364068 | 5% . B EGN)

T ot fire exenanedon card N2 | 1 uni 2002 3344806000 § 5% 112.140.4%
Perbjum,gan”mﬁnnﬂlf T(jﬂ'\];lndi g 73406,00
: Halivy Ked §  Tahon Pamdehan Jalbok Pescishin Tont Peryusiion tatrn

¥ o) 2002 (s

B el blepon, ) BOTOG00 | 0% 4§70
4unil penarcan kabel (e | NP | 4 4ot 2002 206.005.00 1 10% 187,00
3 st Ene expansion card P | {uE2002 182354000 § 10% WR375.00
" it B smonrsion corg | NP 4 §Ju1 2002 : TR B000 | 0% T EM B0
34839300

Peffilrungan menurut Pemohon Banding:

t.::lepon. 1 ttnit line expansion card,. dan 1 unit line expansion card tahun

perolehannya adli:lah t Juli 2002;

bahwa Qleh b.rena Pemobon Banding tldak dapat menunjukkan bukti liahwa tahun
pendcllannya adal.ah T Juli 2002 maka'Majelis betpendapat Wituk: mempertahankan
koreksi Terband!ng batnva tahun per..1lehannya adalah t Junt 2002 nainun tarif yang
digunakar. sesuai dengan jenis aktiva non permrmen adalah JOOA, dengan perhitnngan

sebagai berikut;

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012



—

oa—

Siea 1 Ke
2. Office Machin
Gty Hachine
Egépimant

a1t

e & Equipment

gt 4%
SHAN S TN
b s 4 181

Pemvivon Bandling Tesbanding
peayusuisn [ Taddf Peayusutan Yadi Panyusutan
{Rp) tatn K2 : Yahn 20T

{Ro} {Ro)
H0O.0.00 | 25% 15331700 | 25% 168,300
220840

bahwa atas koreksi penyusutan tcrhadap Office Machine & Equipment — 4 unit 3

com HUB Pcmohon Banding menyatakan salah hitungsehingga Pemohon Banding

seroju atas perhitungan Tetbandi!'lg, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk

mempertahankan kQreksi Tcrbaoding atas

kofeksi penyusutan terbadap Office

Machine & Equipment 4 unit 3 com I[-nJB sebesar Rp.2.S2.084,00 sehingga

perhinmgan pegyusutam ya atialah Rp.1.C08.333,00;

3. Generator, Water Supply dan Fuel tank
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bahwa menurut Majelis, aktlva tcrsebut dikelompokkan dalam kelompok 1 dengan
masa manfaat 4 tatmn dan merupak:w alat perlengkapan khusus bagi indmnri

sebagaimana diatur  dalam Kepurusan Menteri  Keuangan = Nomor:

1JSf1(JI,.fK.0312002tanggnl 8 April2002;

bahwa <Jengandemikian, Majelis berpendapat bahwa hitungan
Pemohon Banding adatah telah bena.r sehingga koreksi penyusutan atas Fire

Extinguiser dnn  WorKshop Equipment sebesar Rp.9.41S.124,00 terscbut tidak dapa

dipertabankan;

bahwa berda.sadcan hasil pemeriksnan dalam perSidangan, fakta-fakta. bukti-bukti,
penjelasan P?mohpn Banding dan Tcrbanding yang lerungkap dalam persidangan,
Majelis berpend3pat mempettahanka:n koreksi Terbanding atas koreksi penyusutan
terharlap Office Machine & Equipment-4 unit 3 com HUB sebesar Rp.252.Q84,00
dan membatalkan koreksi sebesar 106.198.595,00 yang terdiri atas:

- Penyusutan bangunnn seb ::r

Penyusutan atas Office Equipment scbesar (Rp.874.343,00)

- Penyusntan at:as generotor, water supply dan Fuel tank sebesar Rp.58.412.212,00

- Penyusutan atas Gannent Furniture & Fictute sebesar Rp-..218.750,00

-renyusutan atas Fire Extinguiser dan Workshop Equipment sehcsar

Rp.9.4!8.124,00;

J} Korekst Pengurang Pcngbasilan Bruto sebesar Rp.28.234.669,00;

a. Kor-eksi Biay:t Surnt kabar, inran pos dan mnteraisebesar Rp.8.250.0tl(),00;;

Menurut Terbanding

bahwa t(;;rdapat kort-ksi poS pembelian sura.t kabar, luran, pos dan benda materni

sebesar Rp.8.250.000,00 karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha P':rnohon
Banding;

INfenurut Pemohon Banding

bahwa PemohG.") Banding tidak sctuju dengan korcksi yang dipertabankan oleh
Terbanding tersebut k.arena pengetuaran tersebut sangat berhubungan dengm usaha.
Scperti surat kabar dapat digunak'an untuk me"ngetahui kws mata 'Uang aslng da.n kurS
pajak, Pos untuk pengiriman surat yang bedwbungan dengan usaha, dan Materai

gpkg&?f@%w%&&engesaban dokumen transaksi keuangan yang disyaratkan oleh Undang-

> .., - undang Bea Meterai.

3 k3
ainliaiak#ia S Sas gl o DY or > e g
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bahwa berdasarkan
ditandalangani
menyatakan setuju
Rp.34.285.429,00 yangterdiri dari:
I. Laba sclisih kurS fain-lain
2. Adjustment nuditcr KAP
;;- Adjusimeqt auditor KAP

berita acarn: rekonsiliasi

koreksi Tcrbanding atas

tanggal 12 Jult 2006 yang

oleh Terl:mndin,g dan Pernohon Banding. Pcmohon Bandin.

laba sclislh  kurs scbes;
Rp.2.014.110,00
(Rp.16AB3.980,00)

Rp.48.754.699,00)

batrwa sedangkan %g%scﬁ% k(@gﬁcﬁ rﬁaﬁxﬁp %?02 thr%géﬁc]; Lo
%Pe%f)&?idak setuju; ) Teagan ¥ Bandeg @
gi’ . {Rp) )
7062 Mraeﬁia»wmw 0,00 G000 ;- B9 (80} {40,000 Aikev.
Wawawepeilncian sefisih kurs $ejumlah {RpA29.4 02.2&3,00] adalah scba?gt’l
zwtzz m%ﬁwﬁmm 20600 5543 8947 R 8GN 2w o7
3w Seshrte das 00,0000 BES 8843 (B 1 (5408000 545 sf” T T
perdadabuiann ke IDR NC ; ,
_i 9009 12800200 _ | .
22307 Sebud s o3 DoKX CEES 835 {153 (R00.006 Y A
| perminsbtoasn ka IGRAG i
{300, 1 2HX0L01
ZIB02  Sokedh rale ates deposl 0ol PT | 2000000 L) 8% i2 240,000 SR
) Suerber Biiang Befehi N i
AR Sebshrste slas B[00 &a872 EXI) 12 $20000 o | it
pesrindabbuiizn ke Batgkak Sank Rupiah : ;
Grent MG XS-128002.004 N
aballigl) SeRsi Kl SaK FokBimg 23056 [ABBESIATY | -
Stanchat Back 1SS i
Tabalrog) sohsun kurs Sakjo rekerng 355,00 43855 -
_i Kotan BCA 5%
‘sekislh Js sakde rekes
[43
Tk seddt KOFy Sk
JOkonaReli
Rugp seish kus 83 h
UsD; - ;
Lobafrog) seksh s ¢ sadopuizng | 050000 L T ] 13,000 kIR
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a). Koreksi pad a point A scjumlah Ru.26R.245.177,06

bahwa Tcrbanding berpendap<t rugi k.ens bmjumlinh .{Rp.420.570,00), sedangkan

menurut Pemohon Banding nlgi k:urs seh:nvsnya be um!ah

bahwa dala:in persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukli pcadukung
sebagai berikut :
Buku besar account Stanchart Bank-USD A/C Nomor:306-010-41299;
- Rekening koran Stanchart Bank dengan satdo USD 2,350.86;

bahwa  Terbanding dalam persidangan menyatakan belum dapat menerima
pembuktian dan penjelasan Pemohon Banding dan menycrahkan pennasalahan ini

kepaC:t Majelis;

bahwrnenurut Pemolton Banding rugi kurs ini berasal dari pCnyesuaian saldo akhir
perkiraan "Standard Chartered G;:mk USD Ace" ke Imrs tellgah Bank Indonesia per
31 Desember 2002.(Rp.S.920!USD)

ba!lwa berdasarkan basil pemeriksaan Majelis dalam rek:ening koran-'Sranda.rd
Chartered Bank; USD" terda:pat saldo USD 2,330 86 per 31 Desember 2002 namun
dalam peihitungan selisih Irurs poda buku besar terdapat perhitungan US$
32.351,54@ Rp.8,991,00 dlln Pemohon Banding menyatakan baltersebut salah ketik
dan untuk mendukung pernyalnannya, Pemohon Banding menyampaikan surnt

pemyat!an kesalahan kctik tersebut ynng seharusnya adalah USS. 2;J50.&6 X
Rp.8.92Q/USD; .

Pabwa pada akhir t.ahun dilakukan penyesuai.an dengan kurs tengah Bank Indonesi?
saat itu: ya:mi Rp.8.920,00/USD. sehtngga der:gan kurs tengah Bank Indonesia
tersebut jumlah saldo s''harusnya dal3tll pertdraan "Standard Cliartered Bank USD"
adalah Rp.20.969.67!,00.($2,350.86 X Rp.8.920,001USD)

bahwa saldo basil mutasi sepanjang tahun dal.am perkiraan "Standard Chartettd
Bank USD" adalah Rp.289.635.418,00 yang bernsaJ tlari selwuh debet

sebesar Rp.13.315.159.336,00 dikurang.i seluruh transaksi k:redit sebesar
Rp.J3.025.521.9]1),QO0; i

babwa dengan demiklan selisih kurs dengan sa:"ldo seharusnya merupakan Rugi

Sclisih KUss, yaitu Rp.268.245.177,00 (Rp.289.635.418,00 * Rp.20.969.671,00)

e ; PUT-ORSLEPERA N S2005

1% . S .
N 08 N e

bahwa be:dasarkan hasil pemeriksaan. bukti-bukti dan penjel:asan Pemohon Banding

St

dan 'T'erbanding , Majclis berpendapat babwa rugi selisih kurs alliS =h =

sI>in<tud Chmered Bank USD Acc.J06.010.010.41299 adalah Rp.268.665.747,00
) Kekuatan alat..., Winda Triana, FH Ul, 2012
sebagaimana pembukuon Pemoh:m .S:mding, oleh karénanya Majell$ mem lkan



bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam Rekening Koran "Bangkok
Bank USD" tenlap<t saldo USS 90.413.41 pada tanggat 31 Desembcr 2002, namun

dalam perhinmgan selisib kurs pad-a buku besar terdapat perhitungan:

Saldo per 31 Desember 2002 8.920/US$ (8 174,&24,80)

Selisih kurs saldo rekcning Bangkok Bank US$ NC

Per 3t Descmber 2002 US$89,766.31@8.920 (1.559.437.243,00)
Saldo buk-u besar 1 875.463.874,28)
Lab!{Rugi) ( 683.973.368,72)

dan Pemohon Banding menyatakan hal tersebut salah ,ketik dan untuk mendukung
pemyatzannya, P mohon

tersebut yang scharusnya adalah:

Saldope;J1 Desembet2002 8.920/USS = ($90.413,41)

Selsih kurs saldo rekening Bangkok Bank US$ A/C

Pcr31 Descmber2002 US$90,413.41@8.920 ( 806.487.590,00)
Saldo buku besar ( 737,;;11.305.28)
I.*W(Rugi) ( 68.976.284,28)

bahwa pada akhir rahun dilakukan penyesuaian dengan k.tm; tengah Bank Indonesia
saat itu yakni Rp.8.920,00!'USD sehingga dengan kunl tengah Bank Tadonp.:1a jumlab
sal® seharusnya dalam perkiraan "Bangkok Bank USD.. adalah Rp. 306.4 7.590,00
($ 90,413.41 XRp.8.920/USD)

bahwa satdo basil mutasi sepanjang tahun dalam pedtiraan "Bangkok flank USD"
adalah Rp.737.5t LJOS,28 yang bera.-ml dari ~ selumh transaksl debet 1sebesar
Rp-32.514.140.426,00 dikurangi selurub transaksi ktedit sebesar
Rp.33.251.651.731,00 ;

bahwa dengan demilcilm setisih kurs <lengan saldo seharusnya merupakan Rugi

Selisih Kws, yaitu Rp.68.976.284,28 (Rp. 737,;11.305,28- Rj).806.487.590,00).

bahwa berdasarkail hasH pemeriksaan, bukti bilkti

dan pendapat TerbandiDg, yang dapat menerima == =

jelis

Rp. 68.976.2&4,28 sebagaimana pembukuan Pemohon Banding, oleh karenanya
Majelis membatalkan korebi sebcsar(Rp.3.976.779,00);

d) Koreksi pada lloint DsehtmJah 'R.p.20.550.009.00

I ST R IERNE S P PN aﬁ,— ,;?», zfy‘ ...‘g’x‘_

’ Pémolron B""ding ada rngjkurS berjumlah (Rp 20 5SO il1)3,00).

U
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peddraan "Hutang ke PTSumber Bintang Rejeki" ke kuts tengah Bank Indonesia per
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bahwa dengan demikian sel!:tih kllrs deog:m saldo sellarusoya merupakan Rugi
Selisih Kurs, yaitu Rp.9.784 564,77 (Rp. 2.999.467.885,23 Rp.3.009.252A49,00).

bahwa berdasarkan Iwsil pcmeriksaan, bukti-bukti dan penjelasan Pt.mohon Banding
dan pendapat Terbanding yang dapat menerima pembuktian Pemohon Banding,
Majetis berpendapat bahwa mgi selisih kurs atas. perkipl3n .. Hutang-Dagang Lokal
(USO}" Cidalah R.p.9.184,563,77 sebagaimana pembukuan Pemohon Banding, vieh
karenanya Majelis membatalktm koreksi sebesar Rp.108.631.085,00;

f)  Knreksi pada noint F nejumloh Rp.190.U110.00

bahwa Terbanding berpendapat laba kurs berjumlah Rp. 380.000,00, sedangkan
menurut Pemollon Banding laba kuts betjumlah Rp.190.000,00.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti pcndukung
sebag?2i berikut:

- Buku besar aerount pembayarnn uang muka;

bahwa menurut Pe ohon
"Pembayaran Uang Muka" ke kurs tengah Bank Indonesia per 31
Desembcer2002. (Rp.8.920/USD),

berdasarkan pemen"ksaan Majelis dahnn Buku besar account "Pembayaran Uang
Muka"b:n:llpat saldo US$ 9,500 pada tmggal 31 Desember 2002, schingga dcngan
kurs teogah Bank Indonesia jumtah saldo seharusnya dalam perkiman "Pembayaran
UangMuka"adalah Rp.84.740.000,00.($ 9,500 X Rp.8.9201USD)

bahwa saldo" basil mutasi sepanjang tnhun dalam perkirnan "Pembayaran Uang
Mub- adalah Rp. 84.550.000,00, sehtngga selisib leurs dengan saldo seharusnya
''erupal<an Loha Seli,ih Kuns, ya!tu Rp.190.(100,- (Rp. 84.740.000- Rp.84.550.000).

bahwa daiam rekQnsiliasi Ielah melakukillli pemeriksaan terbadap bukti-bukti yang
- disampaikau Pemobon Bnnding dan Terbanding dalam persidangan menyatakan

dapat menerima ptm<lluktian dan penjelasan Pemohon Banding;

bahwa betdasarkan basil pemen'l:saan, bukti bukti

dan pendapat Tetbanding yang dapa:tmenerima pembukrian Pemobon Banding,
Majelis be:tpendapat bahwa Jaselisih kurs atas perkiraan petnbayartm bang mula
adalah Rp. 190.000,00 sebagaimana pembukuan Pemobor. Banding, ofeh karenanya
Majdis membatalkan koreksi sebesar Rp.190.000,00;

. . |
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pimbang

: bahwa dalam scngketl

kerugian;
li:limbang  : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak; ..

jumban : b2hwa dalam sengketa banding ini tidak terrlapat sengketa mengenai kredit pajak; -
J;‘;imbané ‘bahwa atas hasit pc:mctiksagn dalam pem%iangag, Majeiisg betperzdapgtj untuk

mengabulkan sebagian permohonan banding Pemchon Banding dan menghitung

imbang m%&mw sengketa mengcnai sanksi administrasi, -

kecuali bahwa besamya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaiatt sengketa

lainnya;

*) senai dengoe kepttuson keberatan Fomor : XEP-8I9/WPIDXBD.C52005 tanggal 18 Sunt 2055

Penghasila."l: Neto cfir. Terhanding Rp €.522.189.370,00
Koreksi yang lidakdapal di rtahtinkan £f139.746.60J.00
Penghasilan Neto cfm persidangan Rp 2.4&2.442769,00
Kompensasi Kerugian (Rp 4813'.967.334.00)*
Penghasilan Netosetelah kompeosasi Rp 1.993.745.435,00
Penghasibn Kena J:$ajak Rp '1.993.745.000,00

‘nperhatikanSurat Banding. Surat Uraian Banding. Surat Bantaban. basil pemeriksaan dan

pembuktinn dalam pen;:idangan;
,agingat : I, Undang-undang Nom-or 14 Tahuo2002 tentmg Pengadilan Pajak,

2, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umwn dan Tatacara
Perpajakan Sebagaimana telah diuhah terakhir dengan Undang-undang,Nomoc 16
Tab\Jn 2000,

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 19"83 tentang Pajak Pengbasilan sebagaimana
telah dinbab ternkbir dengan Undang-nndang Nomor 17 Tahun 2000;

4, Ketentuan-ketentuan yang terkait;

R ko 5§ i 52
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MEMUTUSKAN

Mengabulkan sebagian permobonan banding Pemobon Banding terbadap
Kepurusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1049fWPJJ171BD.05/2.005
tanggal 6 Oktobet 20()5S mcngenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak ?cnghnsilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : -
00050/206/021057/04 tanggal20 Juli 2004 tas

02.040.590.8-057.000, alamat  JL. Batusarigg'Barq‘;smmeper,

Tanggeroog 15121, hinya Rp 682141 MQ‘)
. L . %p 12.409.320,00
dibayar menjadi sebagai berlkut: B 4,715 542,00
Rp 17.124.862,00_
PcnghasihUl Keno Pajak Rp  1-993.745.000,00

Pajak Pcngbasilan terutang

Kredit Pajak

Palak y.mg kumogdibayar

Sanksi Adminisrrasi Pasnl13ayat (2} KUP
Pajak yang masih hams dt"bayar

Derniklan diputus di Jakarta pada barl Rabu tanggal 9 Agustus 2006
berda.sarkan musyawnrnh Majelis X Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan
Surat Penctapan Kctua Pengadiian Pajak Nomor: Pen.027741£>PIPWV/2006
tanggal § Mei 2006 yang lelah direvisi dengan penetapan NODj<r :
Rev.Pen.OI451PPIPM/VII1i2006 tanggal 7 Agusrus 2006 dengan S1ISUDIli1

Majeiis dan Panitera Pengganti sebugai benbt

N : Uromo,Ak,M.M. sebagai m
Budiliarto.S.H., M.Sc.. scllagal Hakim Anggota,
Dts.Tohat Setiab'udl sebagai Hakim Anggola,
Usman Pasarlbu sebagai Panitera Pengganti

dan dlucapkan daiam sidaug texbuk:a untuk umum pada barl Jumat tanggal 1
Septembtl’ 2006 Qleh H'akim Ketua, dihadiri oteh para Hak!m Anggota,

Panitcra Fengganti. dan tidalt dihadiri oleh Pemohon Banding maupuri

Tetbanding.
Panltera Pengganti. Hakiml<.etna,
ttd Itd

g man Pasarlbu Drs. Harl Utomo.Ak,M.M : e

L. Ca
R N LN {’N’¢* . ‘2»\

o 0 ARAAS -
R ettt P w; SR
- ﬁ i ﬁnggota
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